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ABSTRACT 

REGIONAL AND LOCAL TAX LEVY FOR THE IMPROVEMENT OF 
LOCAL REVENUE 

(Evaluation Study of Revenue Management Improvement Program Regional 
Tax and Retribution Customized With Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes 

and Retribution. Scope of Study In District Government Lamandau) 

HERU PRIYONO 
Universitas Terbuka 

Heruyamada0303@gmail.com 

Local taxes and retribution are component of the local original income that 
expected to give a major contribution to the regional revenue. One of the Local 
Revenue Enhancement program is to implement the intensification and extension 
of local taxes and retribution. This study aims to "Evaluate and describe local 
revenue through Law Number 28 Year 2009 about Regional Taxes and 
Retribution in the district Lamandau". The method used in this study was 
determined by purposive survey method, based on SKPDs (regional work units) 
which manages local taxes and retribution. The collection of primary data is 
qualitative lot that is done by providing a written list of questions (questionnaire) 
to the respondent or through in-depth interviews (in-depth interview), while the 
secondary data collection is done through documentary technique, which collects 
documents from various agencies related to this research. The results of this study 
indicate that the regional revenue growth over five years (2008 until 2013) of 
42.93%, with an average growth of 8.59%, while the original income growth over 
five years (2008 until 20013) amounting to 63 .4 7% average growth of 12.69%, 
the development of local taxes amounted to 205.03%, and the average growth of 
40.06%, the growth of 102.07% levy, the average growth of -20 , 41 %. 
Contributions Local Revenue to Revenue District Lamandau at 3.11 %. The low 
contribution is causedby a lot of potential revenue from the sectors of local taxes 
and retribution lot of untapped, so it can not contribute to the income of the 
District Lamandau. The low contribution of local taxes and retribution on income 
areas that need serious attention, so that this research can provide input to SKPDs 
to increase local taxes and retribution through strategies, programs, and action 
plans that are relevant for the development and improvement of PAD, either 
through intensification or extensification, and action plan (action plan) 

Keywords: Contributions, local revenue, local taxes, potential, retribution. 
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ABSTRAK 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK PENINGKA TAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH. 

(Studi Evaluasi Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Studi Di 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau) 

HERD PRIYONO 
Universitas Terbuka 

Heruyamada0303@gmail.com 

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah 
yang diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Daerah. 
Salah satu program Peningkatan Pendapatan Daerah yaitu dengan melaksanakan 
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini 
bertujuan "Mengevaluasi dan mendiskripsikan pendapatan daerah melalui Undang 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 
wilayah Kabupaten Lamandau". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survei ditentukan secara purposif, didasarkan pada SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Daerah) yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Pengumpulan 
data primer banyak bersifat kualitatif dilakukan dengan memberikan daftar 
pertanyaan secara terlulis (kuesioner) kepada responden atau melalui wawancara 
secara mendalam (indepth interview), sedangkan pengumpulan data sekunder 
dilakukan melalui teknik dokumenter, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen dari 
berbagai instansi yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu lima tahun (2008 
s/20013) sebesar 42,93%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,59%, sedangkan 
pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu lima tahun (2008 s/20013) 
sebesar 63,4 7% dengan rata-rata pertumbuhan 12,69%, perkembangan pajak daerah 
sebesar 205,03% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,06%, pertumbuhan 
retribusi sebesar 102,07% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -20,41 %. Kontribusi 
Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau sebesar 
3, 11 %. Rendahnya kontribusi terse but disebabkan banyak potensi pendapatan baik 
dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah yang belum tergali, sehingga belum 
dapat memberikan kotribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lamandau. 
Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang rendah terhadap pendapatan daerah 
perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga penelitian ini dapat memberkan 
masukan kepada SKPD untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah 
melalui strategi, program, dan rencana tindak yang relevan dalam rangka 
pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, baik melalui intensifikasi 
maupun ekstensifikasi.dan rencana tindak (action plan) 

Kata kunci: Kontribusi, pajak daerah, pendapatan asli daerah, potensi, retribusi 
daerah. 
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BAB V 
HASIL DAN PE IBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Lra: andau 

a. Visi dan Misi Kabupaten La 11andau 

Dalam Menjalankan Perr erintahan dalam bingkai Otonomi 

daerah, Pemerintah Kabl!paten Lamandau memiliki Visi dan Misi 

dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

1) Visi 

TefWl!iuchwa Kes~jahteraa n M~yarakat Kabl!paten Lamandau 

dan Terselenggaranya Tat::t Kelola Kepemerintahan yang Baik; 

Bebas dari KKN, yang dilalldasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan 

Kepada Tuhan YME 

b. Misi 

1. Membangun ekono mi kerakyatan dengan cara 

mem_perkuat dan men: iin_gkatkan _perekonomian masyarakat 

melalui pengembanga11 & diversifikasi usaha masyarakat di 

bidang pertanian, p•erkebunan, petemakan, perikanan 

den_gan mell!perkuat _p,""n_gemban_gan UKM & kqperasi serta 

industri kecil. 

2. Meningkatkan kualit; s SDM melalui pengembangan 

_pendidikan _yan_g ber kualitas mulai dari tin_gkat taman 

kanak-kanak sampai d1engan perguruan tinggi. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 48 
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3. Mewujudkan pola hid up masyarakat sehat mulai dari kota 

dan dikembang_kan S:aJ'.IlQai dengan ke desa-desa. 

4. Menciptakan ketentra man, keamanan dan kenyamanan 

masyarakat secara ke. ;eluruhan yang berada di Kabupaten 

Lamandau dimanaQun ia berada. 

5. Membuka keterisolasi: daerah pedesaan dan kecamatan 

agar supaya berk embang & menyerap manfaat 

Qembangµnan serta larncarnya arus ang_kutan umum mauQun 

distribusi barang dan ja a. 

6. Meningkatkan martal ·at masyarakat kabupaten lamandau 

melalui keterlibatan ktif dalam berbagai kegiatan (event) 

baik antar daerah kabupaten,propinsi maupun di tingkat 

nasional. 

7. Me~i_udkan tata ke l< >la ke12emerintahan yang baik, bebas 

dari KKN menuju pem bangunan yang berkelanjutan. 

8. Menumbuhkembangk_ an kehidupan beragama agar 

memQunyai keimanan dan ketaq~aan keQada Tuhan Yang_ 

MahaEsa. 

a. Kondisi Geografls 

Secara geogra:fis, Kab1Upaten Lamandau terletak pada 1° 9' 

sampai dengan 3° 36' Lintani Selatan dan 110° 25' sampai dengan 

112° 5' Bl!iur Timur. Ka b ~paten _yan_g me~pakan salah satu 

daerah di Provinsi Kalimanhan Tengah ini memiliki wilayah yang 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 49 
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cu1rnp luas, yaitu sekitar 6.414 Km2. Secara administratif 

KabuRaten Lamandau berbat.asan deng__an: 

1) Sebelah Utara berba tasan dengan wilayah Provinsi 

Kalimantan Barat dan lK abupaten Seruyan. 

2} Sebelah Timur berbaltasan dengan wilayah Kaburiaten 

Kotawaringin Barat. 

3) Sebelah Selatan berbmtasan dengan wilayah Kabupaten 

Sukamara dan Provinsi _(alimantan Barat. 

4) Sebelah Barat berbat san dengan wilayah Kabupaten 

Sukamara dan Provinsi I< _,. alimantan Barat. 

Peta wilayah administratif dmpat dilihat pada Gambar 2.1. 

rambar 4.1 

Peta Adminis· itrasi Kabupaten Lamandm.: 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 50 
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lbukota Kabupaten Lamandau terletak di Nanga Bulik. Wilayah 

administrasi Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 8 Kecamatan yang 

terdiri dari 80 desa dan 3 kelurahan. Jarak terjauh dari ibukota 

Kabupaten Lamandau ke ibukota kecamatan adalah Kecamatan 

Delang yaitu sejauh 114 km. Selanjutnya adalah Kecamatan Batang 

Kawa yaitu sejauh 112 km, Kecamatan Lamandau sejauh 84 km, dan 

Kecamatan Belantikan Raya sejauh 80 km. Sementara yang terdekat 

adalah Kecamatan Sematu Jaya. 

Kabupaten Lamandau terdiri dari 8 kecamatan. Kecamatan yang 

memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Lamandau yaitu 

seluas 1.333 km2 (20, 78 persen) dari total luas wilayah Kabupaten 

Lamandau. Selanjutnya, Kecamatan Belantikan Raya seluas 1263 km2 

(19,69 persen) dari luas wilayah Kabupaten Lamandau, Kecamatan 

Bulik Timur seluas 1074,72 km2 (16,76 persen) dan Kecamatan 

Batang Kawa dan Delang memiliki luas yang kurang lebih sama, 

seluas 685 km2 atau (10,59 persen). Sedangkan kecamatan yang 

memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sematu Jaya dengan 

persentase luas (1,35 persen) dari luas wilayah Kabupaten Lamandau. 

Untuk lebihjelasnya dapat dilihat Tabel 4.1 dan Bagan4.l. 
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Tabel 4.1 
Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2012 

Nama Tinggi LuasDaerah Persentase Luas Jwnlah 
Kecamatan Rata-Rata (Km.2) Kecamatan Desa/Kelurahan 

dpl(ml 
Bulik 90,08 665,55 10,38 12 

Bulik Timur 118,17 1074,72 16,76 12 

Sematujaya 109,29 86,85 1,35 7 

Menthobi Raya 124,00 620,88 9,68 11 

Lamandau 95,30 1333.00 20,78 10 

Belantikan Raya 110,33 1263,00 19,69 12 

BatangKawa 131,67 685,00 10,59 9 

Delang 153,20 685,00 10,59 10 

Sumber. Katarog BPS Kabupaten Lamandau dafam Angka 2012/2013 

Bagan 4.1 Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Lamandau 

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 

2012/2013, diolah 
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Kabupaten Lamandau termasuk daerah yang beriklim tropis Type 

A berdasarkan zone iklim, yaitu jumlah bulan basah lebih banyak 

dibandingkan dengan bulan kering. Suhu rata-rata di Kabupaten 

Lamandau 27,48oC (kisaran rata-rata 21,60 - 33,20). Suhu udara rata­

rata minimum adalah 81 %. Daerah Kabupaten Lan1andau beriklim 

tropis, yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim 

hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai bulan 

September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Oktober 

sampai dengan Mei. Curah hujan berkisar antara 2.000 - 2.500 

mm/tahun. Curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan terendah 

pada bulan Agustus. Kelembaban udara berkisar antara 81 % - 92%, 

yang berarti tergolong daerah yang memiliki udara yang cukup 

lembab. Kecepatan angin 0,4 - 0, 7 knot. 

Kabupaten Lanrnndau te,·Ietak pada ketinggian yang berkisar 

antara 200-500 meter di atas permukaan air laut. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya beberapa daerah perbukitan di wilayah Kabupaten 

Lamandau. Kemiringan lahan Kabupaten Lamandau tersebar dengan 

indeks kemiringan 0-15%, masih dapat digunakan untuk lahan 

pertanian sebesar 39.587 hektar. 

Kondisi topografi Kabupaten Lamandau yaitu terdiri dari dataran 

rendah, dataran tinggi dan perbukitan, dialiri oleh beberapa sungai 

besar maupun kecil yang masih menjadi urat nadi perekonomian di 

Lamandau. Topografis Kabupaten Lamandau dibagi empat bagian, 

yaitu dataran, daerah berombak, daerah berombak berbukit, dan 
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daerah berbukit-bukit. Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki 

potensi sumber daya alam antara lain: bijih besi, emas, galena bauksit, 

serta jenis mineral ikutan lainnya seperti Zync, Pyrite, dan lain-lain. 

Dari total luas Lamandau sebesar 6.414.400 krn2 tercatat 167.343 Ha 

yang telah dikelola oleh kuasa pertambangan. 

Geologi permukaan tanah di kawasan Lamandau terdiri dari 

lapisan humus, jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang 

tahan erosi namun memiliki tingkat resapan yang sangat kecil. Bagian 

utara terdiri dari tanah litosol, bagian tengah terdiri dari tanah 

podsolik merah kuning, dan bagian selatan terdiri dari danau dan rawa 

aluvial/organosol banyak mengandung air. Kondisi hidrologi 

Kabupaten Lamandau terdiri dari sungai-sungai baik besar maupun 

kecil. Salah satu aliran sungai terbesar yang melalui wilayah 

Kabupaten Lainandau adalah sungai Lan1andau dengan beberapa 

cabang yang membentuk anak sungai yang berada di sekitar kota 

antara lain Sungai Bulik, Sungai Samaliba, Sungai Sebelimbingan, 

Sungai Dawak dan lain-lain. Sungai Lamandau beserta anak-anak 

sungainya disamping berfungsi untuk menunjang kehidupan sehari­

hari penduduk di sekitarnya juga berfungsi sebagai jalur transportasi. 
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Tabel 4.2 Sungai di Kabupaten Lamandau Tahun 2012 

Panjang 
Dapat Rata-rata 

No. NamaSungai Dilayari 
(km) fkml Kedalamanfml Lebarfml 

1 Sungai Bulik 45 45 5 30 
2 SunJ?ai l..amandau 65 65 6 65 
3 Sunl!ai BeJantikan 52 52 4 23 
4 Sun1rai Matu 21 21 3,5 8 
5 SunJ?ai Batang Kawa 65 65 6 25 
6 Sun1rai Delang 57 40 5 18 
7 Sun2aiKun2kun2 20 - 2 4 

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013 

c. Kondisi Demografi 

1). Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Lamandau 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, selama 

tahun 2008 hingga tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten 

Lamandau terns mengalami peningkatan. Dari tahun 2008 

berjumlah 59.531 jiwa, tahun 2009 berjumlah 63.079, tahun 

2010 berjumlah 63.199 jiwa, tahun 2011 berjumlah 66.061 

jiwa dan tahun 2012 berjumlah 70.090 jiwa. 

Penduduk Kabupaten Lamandau pada tahun 2012 

berjumlah 70.090 jiwa, terdiri dari perempuan 32.722 jiwa 

dan laki-laki 37.368 jiwa. Apabila dibandingkan dengan 

kepadatan penduduk tahun 2008, peningkatan tingkat 

kepadatan penduduk dari 9,28 jiwa per kilometer persegi 

selama tahun 2008 menjadi 10,93 jiwa per kilometer persegi 

pada tahun 2012. Kepadatan penduduk tertinggi ada di 

Kecamatan Sematu Jaya yaitu 113,61 penduduk per 

kilometer persegi, diikuti Kecamatan Bulik sebanyak 36,59 
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penduduk dan Kecamatan Menthobi Raya sebanyak 15,42 

penduduk. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk 

paling sedikit adalah Batang Kawa (3,86) dan Belantikan 

Raya (4,13). (Lihat Tabel 4.2) 

72.000 / 

70.000 v 

68.000 v 

66.000 v 

Bagan 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk 
Kabupaten Lamandau 

-
,..__ 

- r--

r-- r-- • Perkembangan v CG 64.()()() Jumlah - -~ I-- ,___ ,...__ ,...._ 
~ 62.000 v Penduduk 

v _ 
,__ ,_ ,_ 

~ 

60.000 
v ,....._ r-- - r- r--

58.000 
v ,...__ r- ,_ ,_ r--

56.000 
v I-- - ,_ ,_ 

'7 54.000 
2008 2009 2010 2011 2012 

Tahun 

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 

2012/2013, diolah 

Tabel4.3 

Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah 
Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lamandau 

Luas Kepadatan 
Jumlah No Kecamatan Daerah 

Penduduk Penduduk (Per 
(Km2) KJnZ) 

1 Bulik 665,55 24.352 36,59 

2 Bulik Timur 1.074,72 7.104 6,61 

3 Sematu Jaya 86,85 9.867 113,61 

4 Menthobi Raya 620,88 9.576 15,42 

5 Lamandau 1.333,00 5.991 4,49 

6 Belantikan Raya 1.263,00 5.212 4,13 

7 Delang 685 5.346 7,80 

8 BatangKawa 685 2.642 3,86 

Jumlah Total 6.414 70.090 10,93 

Tahun2011 66.061 10.3 
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Luas Jumlah Kepadatan 
No Kecamatan Daerah 

Penduduk 
Penduduk (Per 

fKm2l Km2l 
Tahun2010 63.199 9,85 

Tahun2009 63.079 9,83 

Tahun2008 59.531 9,28 

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013 

2). Sex Ratio dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok 

Usia 

Sex ratio digunakan untuk mengukur komposisi jenis 

kelamin. Data ini berguna untuk pengembangan perencanaan 

pembangunan yang berwawasan gender, utamanya yang 

berkaitan dengan kesetaraan perimbangan pembangunan la.lei-

la.lei dan perempuan. Jika dilihat dari sex ratio atau komposisi 

penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk 

perempuan di Kabupaten Lamandau lebih banyak dari jumlah 

penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin (sex ratio) di 

Kabupaten Lamandau sebesar 114. Dengan demikian, 

terdapat 114 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk 

perempuan. 

Apabila dilihat dari komposisi kelompok umur, selama 

tahun 2012, usia produktif (15 - 64 tahun) masih 

mendominasi rata-rata sebesar 63%, sedangkan usia 0 - 14 

tahun mencapai 34% dan penduduk usia lebih dari 65 tahun 

sekitar 3%. Kepadatan penduduk dan jumlahnya berdasarkan 

jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Lamandau 

tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Bagan 4.3. 
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Tabel 4.4 

Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan 

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2012 

Kelompok Umur Jenis Kelamin 
Kepadatan 
Penduduk 

Tabun 
15- Laid- Juml 

0-14 
64 

65+ Perem 
laki Rasio ab Oiwafkm2) 

puan 

70.09 24.036 44301 1.753 32.722 37368 114 
2012 Jiwa 0 

10,9 
% 34 63 3 47 53 

100 

Sumber. Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013 

Bagan4.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin & Kelompok Umur 

50.000 

40.000 

30.000 

::: IH __ _ 
oICI -

• Jumlah 
Penduduk 

40.000 
35.000 

30.000 

25.000 

20.000 
15.000 

10.000 

• Jumlah 
Pendud 
uk 

Umur Umur Umur 
0-14 15- 65+ 

64 

5.000 

0 

Sumber. Katatog BPS Kabupaten Lamandau datam Angka 2012/2013, 

diolah 

Dilihat berdasarkan lapangan usaha/sektor ekonomi 

maka persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan 

usaha/sektor ekonomi, selama tahun 2012 sebagian besar 

penduduk Kabupaten Lamandau bekerja pada sektor 

pertanian yaitu mencapai 22.302 jiwa atau mencapai 63% 

dari total penduduk yang bekerja. Sedangkan penduduk yang 

bekerja di sektor pemerintahan sejumlah 9,45%, perdagangan 

7,37% dan sektor jasa 7,20%. Sementara itu, untuk sektor 
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Listrik & Air Minum, Sewa Rumah, dan sektor perbankan 

hanya mencapai kurang dari 1 %. Persentase penduduk 

Kabupaten Lamandau yang bekerja menurut lapangan usaha 

tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Bagan 4.4 

Tabel 4.5 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Persentase Penduduk Kabupaten Lamandau 

yang Bekerja Menurut Sektor Tahun 2012 

Tabun2012 
SEK.TOR 

Pendudak Olwa) (%) 

Pertanian / AgricuJture 22.302 63,00 

Pertambangan & Penggalian 1.218 3,44 

Llstrik & Air Minum 14 0,04 

Bangunan / Konstruksi 1.985 5,61 

Perdagangan 2.608 7;37 

lndustri Pengolahan 844 2,38 

Pengangkutan & Komunikasi 390 1,10 

BanJc & Lembaga Keuangan 79 0,22 

SewaRumah 68 0,19 

Pemerintahan 3.346 9,45 

Jasa-jasa 2.548 7,20 

Total 
35.4-02 

100,00 

Sumber. Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 

2012/2013 

Bagan 4.4 
Persentase Penduduk Kabupaten Lamandau yang Bekerja 

Menurut Sektor Tahun 2012 

• Pertanian I 
Agriculture 

• Pertambangan & 
Penggalian 

• listrik & Air Minum 

• Bangunan/ 
Konstruksi 

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 

2012/2013, diolah 
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c. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau 

Sejarah Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau. Undang -

undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, 

di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4180). 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penataan 

kelembagaan perangkat daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah 

Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Lamandau. Peraturan Bupati Lamandau 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Lamandau. 

Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupakn Lamandau. Dalam struktur organisasi 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Lamandau terdiri dari : 
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Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Dae rah 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Lamandau dipimpin oleh seorang kepala dinas yang 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan 

kebijakan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 

daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan 

pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah. Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau 

mempunyai fungsi : 

a) Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

b) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. 

c) Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan Rancangan 

Perubahan APBD. 

d) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah. 

e) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

f) Mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD. 

g) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. 

h) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan sistem pengeluaran kas daerah. 
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i) Menetapkan surat penyediaan dana (SPD) 

j) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman 

atas nama pemerintah daerah. 

k) Melaksanakan sistem akutansi dan pelaporan keuangan 

daerah. 

1) Menyajikan informasi keuangan daerah. 

m) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang milik daerah. 

n) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang 

dilimpahkan oleh Bupati. 

Unsur-unsur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau terdiri : 

1) Sekretariat 

2) Bidang Pendapatan 

3) Bidang Anggaran 

4) Bidang Pembiayaan 

5) Bidang Akutansi 

6) Bidang Kekayaan dan Aset Daerah 

7) Kelompok Jabatan Fungsional 

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
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d. Gambaran Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Lamandau telah melakukan berbagi 

upaya berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi 

Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013 meliputi: 

a). Penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan 

asli daerah, meningkatkan pendataan potensi pajak/retribusi 

daerah serta meningkatkan pemungutan pajak/retribusi 

daerah. 

b) Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran 

membayar pajak dan retribusi daerah, menyiapkan sarana 

untuk pemasangan iklan, pekan panutan pembayaran PBB, 

pemberian penghargaan bagi petugas pemungut yang 

berprestasi, penegakan sanksi bagi wajib pajak/wajib retribusi 

yang tidak memenuhi kewajibannya. 

c ). Meningkatkan koordinasi dengan para pengusaha serta 

memberi kesempatan kepada pengusaha berpartisipasi dalan1 

mengelola dan melaksanakan pembangunan khususnya bagi 

yang telah memenuhi kewajiban pajak/retribusi. 

d). Mengutan1akan produksi lokal dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat yang pada akhimya berdampak pada 

kemampuan memenuhi kewajiban pajak/retribusi. 
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e ). Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada 

masyarakat guna meningkatkan kesadaran membayar 

pajak/retribusi. 

f). Melakukan pendataan ulang terhadap aset atau kekayaan 

daerah yang dapat mcnjadi sumber pendapatan daerah serta 

mengoptimalkan penggunaannya dalam memaksimalkan 

pendapatan daerah. 

g). Mengintensifkan dan mengevaluasi semua Peraturan Daerah 

yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

dengan memfungsikan tupoksi masing-masing Dinas/Badan 

sampai ketingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. 

i). Meningkatkan koordinasi, konsultasi maupun rekonsiliasi 

khususnya bagi pendapatan yang bersumber dari Dana 

Perimbangan maupu.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi, 

sehingga diharapkan realisasi pendapatan tersebut dapat 

terlaksana secara transparan sesuai dengan Peraturan 

perundang-undai1gan yang berlaku. 

Pemerintah Kabupaten Lamandau menetapkan kebijakan 

terkait pendapatan daerah sebagai berikut: 

a) Pendapatan Asli Daerah 

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat 

jenis, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan 

Hasil Pengelolaan Kckayaan Daerah Yang Dipisahkan dan 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 
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b) Dana Perimbangan. 

Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari 

Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan dibagi menjadi 3 (tiga) 

kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan 

Pajak/ Sumber Daya Alam; Dana Alokasi Umum (DAU); dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK). 

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Lain - lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari 

Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemda Lainnya, Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus, 

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya. 

B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

1. Analisis sektor-sektor sumber Pendapatan Asli Daerah 

a. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau 

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau terdiri 

dari 3 (tiga) sumber utama. Ketiga sumber pendapatan utama 

tersebut adalah a) Pendapatan Asli Daerah, b) Dana Perimbangan, 

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terdiri dari 4 jenis pendapatan, yaitu Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah dan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari 5 (lima) Jems 

pendapatan yaitu: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak 

(sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
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Khusus (DAK), serta bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari 

propinsi. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah juga terdiri dari 

berbagai jenis pendapatan. Realisasi Pendapatan Daerah selarna 

lima tahun (tahun 2008 s/d 2013) secara umum mengalami 

peningkatan, rata-rata peningkatan pendapatan daerah sebesar 

8,59%. Tetapi mengalarni tahun pada tahun 2009 penurunan, 

penurunan tersebut disebabkan target pendapatan yang ditetapkan 

tidak tercapai (PAD target Rp. 12.759.894.070, realisasi Rp. 

11.390.127.317,09,- atau 89,27% selain itu juga terjadi penurunan 

pendapatan dari dana bagi hasil dan penurunan DAK. Dana 

Perimbangan Dari Pusat!provinsi target Rp.355.853.418.886,­

realisasi Rp.352.015.270.226,00,- atau sebesar 98,92%, 

sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan 

sebesar Rp. 25.487.263.322,- teralisasi Rp.14.685.012.527,00,­

atau 57,62% dari target yang ditetapkan. Untuk melihat 

Perkembangan Total Pendapatan Daerah Kabupaten Larnandau 

selarna kurw1 waktu 2008 s/d 2013 dapat dilihat pada tabcl 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Lamandau 

Tahun Target Realisasi 
Colect. Ratio 

(%) 

2008 370.672.336.327 373.259.638.386 100,70 

2009 394.100.576.278 378.090.410.070 95,94 

2010 388.082.271.592 388.164.601.951 100,02 

2011 452.237.621.474 461.571.331.547 102,06 

2012 504.016.020.488 504.016.020.487 100,00 

2013 558.398.586.674 558.779.068.165 100,07 

Pertumbuhan 2008s/d 2013 42,93% 
-

Rata-rata pertumbuhan 8,59% 

Sumber: DPPKAD, diolah 

b. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber 

pendapatan daerah yang penting dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain 

itu, pajak daerah dan rdribusi daerah merupakan salah satu 

bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya 

dalan1 kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan 

retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD. 

Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi 

daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih 

belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan 

desentralisasi berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, 

terutama hal ini disebabkan oleh : 

1. Kemampuan administrasi pemungutan masih rendah. Hal ini 

mengakibatkan pemungutan pajak cenderung dibebani oleh 
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biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki 

tingkat penerimaan yang rendah disebabnya penerapan sistem 

"target" dalam pungutan daerah, sehingga pemerintah daerah. 

lebih mementingkan memenuhi target yang telah ditetapkan, 

walaupun dari s1s1 pertumbuhan ekonomi sebenarnya 

pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target 

yang ditetapkan. 

2. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang 

lemah, mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat 

berarti. 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 jenis yaitu Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaaan Daerah yang dipisahkan 

serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Secara umum 

Pendapatn Asli Daerah selama lima tahun terakhir (2008 s/d 

2013) mengalami peningkatan yaitu sebesar 63,47%, dan rata-rata 

peningkatan PAD sebesar 12,69%. Colect. Ratio PAD pada tahun 

2008 sebesar 196,36% atau hampir dua kali lipat dari target yang 

ditetapkan. Hal tersebut disebabkan adanya pembayaran dari 

tunggakan pembayaran pajak galian C pada tahun 2006 dan tahun 

2007 yang dibayarkan pada tahun 2008. 

Adapun penurunan PAD pada tahun 2010 disebabkan 

Penerimaan Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar 

Rp.10.480.941.175,00,- terealisasi sebesar Rp.8.285.838.859,28 

atau 79,06% dari target yang sudah ditetapkan, dan penerimaan 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 68 

42713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

dari Retribusi daerah yang seharusnya Rp.2.217.250.000,00,-

terealisasi sebesar Rp.1.101.755.795,00 atau 49,69% dari target 

yang ditetapkan disebabkan penetapan target yang terlalu tinggi. 

Penerimaan dari Pengelolaan Daerah Yang dipisahkan 

ditargetkan sebesar Rp.2.835.144.000,00 terealisasi sebesar 

Rp.1.580.874.129,51 atau 55,76% dari target yang ditetapkan. 

Dari uraian di atas bahwa penurunan PAD pada tahun 2010 

disebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan untuk 

masing-masing sumber PAD atau terealisasi 82,54 dari target. 

Selain itu tidak teralisasinya target yang ditetapkan disebabkan 

kurangnya jumlah petuga~ pemungut pajak dan retribusi daerah 

sehingga pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak berjalan 

secara optimal. 

Untuk melihat perkembangan perkembangan Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Lamandau selama periode 2008 s/d 2013 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7: Perkembangan PAD Kabupaten Lamandau 

Tahun Target Realisasi Colect. Ratio 

2008 5.911.009.727, 11.606.719.591 196,36 

2009 12.759.894.070 11.390.127 .317 89,27 

2010 10.480.941.175 8.651.365.931 82,54 
2011 13.285.620.000 12.839.920.481 96,65 

2012 13.810.075.000 13.810.075.000 100,00 
2013 16.900.151.850 18.423.725.211 109,02 

Pertumbuhan 2008s/d 2013 63,47% 

Rata-rata pertumbuhan 12,69% 

Sumber: DPP AD Kabupaten Lamandau, diolah 
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Pada lima tahun pertama (Tahun 2008 s/d 2013) realisasi 

PAD terns menerus mengalami kenaikan dengan keniakan yang 

signifikan. Secara rata-rata selama lima tahun Tahun 2008 s/d 

2013) realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar 12,69%. 

Apabila dibandingkan antara realisasi yang dicapai dengan 

target yang diinginkan, tahun 2008, 2012, 2013, realisasi PAD 

lebih tinggi dari yang ditargetkan, sehingga colection ratio tahun 

2008, 20112, dan tahun 2013 di atas 100%. Han ya tahun 2009 

dan 2010 realisasi penerimaan PAD lebih rendah dari yang 

ditargetkan. Gambaran perkembangan masing-masing komponen 

PAD dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah 

Pajak Daerah terdiri dari 6 jenis obyek pajak, yaitu 

pajak hotel, pajak rcstoran/rumah makan, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak bahan galian 

golongan c. Target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah 

selanrn periode 2008 s/d 2013. 

Realisasi penenmaan Pajak Daerah mengalami 

kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. 

Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2008 - 2009, yakni 

mengalami kenaikan dari Rp. 953.900.842,- menjadi Rp. 

1.842.345.916,- atau mengalami peningkatan sebesar 93,14% 

dan yang terendah tcrjadi pada tahun 2010 - 2011 hanya 

mengalami penurunan sebesar -22, 19%. Secara rata-rata 
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realisasi penenmaan PAD dari sektor Pajak Daerah 

mengalami kenaikan sekitar 40,06% /tahun. seperti terlihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah 

Tahun Target Realisasi 
Colect. 
Ratio 

2008 695.500.000,00 877.275.434 126,14 
2009 850.500.000 953.900.842 112,16 

2010 2.182.047.175 1.842.345.916 84,43 
2011 2.438.120.000 1.433.551.575 58,80 
2012 3.070.838.000 2.031.998.156 66,17 
2013 2.603.875.000 2.834.448.019 108,85 

Pertumbuhan 2008s/d 2013 205,03% 

Rata-rata pertumbuhan 40,06% 

Sumber: DPPAD Kabupaten Lamandau, diolah 

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, 

pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah hampir 

memenuhi sesuai target yang direncanakan. Selama 6 tahun 

terakhir (2008 s/d 2013) realisasi penerimaan Pajak Daerah 

selalu lebih tinggi dari target. Hal tersebut karena upaya 

peningkatan PAD mulai dilaksanalan dengan intensifikasi 

dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. Intensifikasi 

dilaksanakan dengan penguatan perencanaan, mulai dari 

pendataan obyek pajak dan retribusi daerah, penetapan 

besaran pajak dan retribusi daerah, penagihan/pemungutan, 

dan dukungan dana serta kebijakan daerah untuk 

meningkatkan PAD. 
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Ekstensifikasi dilakukan dengan rnenggali obyek baru 

PAD dari potenssi surnber-surnber PAD yang belurn 

tergaliyang belurn. Secara lebih terinci perkernbangan 

realisasi penenrnaan rnasing-rnasing obyek Pajak Daerah 

selarna periode 2008 s/d 20013 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Realisasi Penerirnaan Pajak Daerah Periode 2008-0013 

No. Jenis Pajak Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 
Tahun 

Pertumb. 
2013 

I. Pajak Hotel 8.066.000 6.970.000 6.858.000 8.570.000 7.041.000 1.346.000 -24,25 

2. 
Pajak Restoran/Rumah 

19.155.000 18.860.000 
Makan 24.515.000 37.540.000 27.579.230 6.039.500 -6,73 

3. Pajak Hiburan 4.882.000 1.000.000 2.550.000 2.817.000 577.500 100.000 78,90 

4. Pajak Reklame 55.867.500 72.431.000 63.106.500 71.772.500 51.467.400 8.491.500 -445,83 

5. Pajak Pcncrangan Jalan 132.985.060 194.151.535 138.061.835 554.012.419 224.117 .207 75.924.324 245,61 

6. Pajak Galian Bukan Logam 656.319.874 660.488.307 1.607.254.581 758.839.656 216.313.695 0 -0,30 

Total 877.275.434 953.900.842 1.842.345.916 1.433.551.575 527.096.032 91.901.324 -152,60 

Surnber: DPPKAD, diolah 

2). Perkembangan Retribusi Daerah 

Realisasi penerirnaan Retribusi Daerah selarna lirna 

tahun (tahun 2008 s/d 2013) terus rnengalarni penurunan dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2008 realisasi penerirnaan 

Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.149.500.000,- turun menjadi 

Rp 944.250.405,- (tahun 2009) atau rnengalarni penurunan 

1 7 ,86%. Bahkan tahun dari 2011 - 2012 penurunan lebih 

tingggi lagi, yakni dari Rp. 1.257.372.916,- rnenjadi Rp. 

572.026.340,- atau turun sebesar 54,51 %. Mulai tahun 2006 

baru rnulai mengalami peningkatan lagi, Tren peningkatan 

pendapatan dari Retribusi Daerah terjadi pada tahun 2009, 

2010, dan 2011. Secara rata-rata selarna lirna tahun tersebut 
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mengalami penurunan 27,51 %. Salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya penurunan realisasi tersebut adalah 

dihapusnya beberapa Jems obyek retribusi karena 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Untuk 

melihat perkembangan penerimaan Retribusi Daerah dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.10 Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah 

Tahun Target Realisasi 
Colect. 
Ratio 

2008 1.161.845.000 1.149.500.000 98,94 

2009 1.264. 750.000 944.250.405 74,66 

2010 2.217.250.000 1.101.755.795 49,69 

2011 1.959.000.000 1.257.372.916 64,18 

2012 2.538.737.000 572.026.340 22,53 

2013 3.233.879.400 225.865.000 6,98 

Pertumbuhan 2008 s/d 2013 -102,07 

Rata-rata pertumbuhan -20,41 

Sumber: DPPKAD, diolah 
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Adapun untuk melihat perkembangan realisasi 

penerimaan masing-masing jenis obyek Retribusi Daerah 

dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Realisasi Penerimaan Masing-Masing Jenis 
Obyek Retribusi Daerah Periode 2008 s/d 
2013. 

Target Pertumb. Realisasi Pertumb. Coled. Ratio 

1.161.845.000 - l .556.039.250 - 74,67% 

1.264.750.000 -8, 14 944.250.405 64,79 74,66% 

2.217.250.000 -42,96 1.101.755.795 -14,30 49,69%) 

1.959.000.000 13,18 1.257.3 72.916 -12,38 64,18% 

2.538.737.000 -22,84 572.026.340 119,81 22,53% 

3.233.879.400 -21,50 225.865.000 153,26 6,98% 

Rata-Rata -16,45 62,24 58,54 

Sumber: DPPKAD, diolah 

c. Perkembangan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

Penerimaan dari pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan masih relatif kecil dibandingkan dengan Jems 

sumber PAD yang lain. Salah satu faktor penyebabnya adalah 

belum adanya kontribusi yang berarti dari BUMD dalam 

memberikan kontribusi PAD. Meskipun realisasi 

penerimaannya masih relatif kecil, namun cenderung terus 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Perkembangan target 

dan realisasi penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

seperti terlihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel4.12 Perkembangan Penerimaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

Target Pertumb. Realisasi Pertumb. 
Coled 
Ratio 

l.260.664.727 - 1.152.664. 728 - 109,37% 

2.035. \ 44.070 -38,06 2.035.\44.07\ -43,36 \00,00% 

2.835.144.000 -28,22 1.580.874.130 28,74 55,76% 

2.500.000.000 13,41 1.946.772.559 -18,80 77,87% 

2.500.000.000 0,00 0 0,00 0,00% 

3 .500.000.000 -28,57 0 0,00 0,00% 

Rata-Rata -58,58 -33,42 58,54 

Sumber: DPPKAD. diolah 

4). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Realsisasi pencrimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah juga cenderung terus mengalami kenaikan 

dari tahun ke tahw1. Dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan, realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah 

juga lebih besar dari target, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.13 Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah. 

Target Pertumb Realisasi Pertumb. lied Ratio 

2. 793.000.000 - 8.020.740.179 - 34,82% 

8.609.500.000 -67,56 7.456.831.999 7,56 86,61% 

36.965.362.417 -76,71 35.530.183.882 . -79,01 96,12% 

53.355.871.865 -30,72 55.127.424.108 -35,55 103,32% 

6.044.500.000 782,72 1.963.626.074 -96,44 32,49% 

6.533.289.700 -7,48 98.305.863 -94,99 1,50% 

Rata-Rata -58,58 -59,69 58,54 

Sumber: DPPKAD, diolah 
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2. Analisis tingkat perkembangan kontribusi masing-masing 

sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan 

Asli Daerah 

Analisis kontribusi PAD merupakan perbandingan antara 

PAD dengan Total Pendapatan Daerah (APBD). Dari analisis 

tersebut akan dapat dilihat seberapa besar kemandirian daerah 

tersebut dalam membiayai kegiatan pembangunannya. Masih 

rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total 

Pendapatan Daerah di Kabupten Lamandau ini, karena masih 

banyak potensi sumber-sumber PAD yang belum digali dan 

dimanfaatkan secara optimal. Apabila berbagai jenis obyek 

pendapatan tersebut di gali dan dikelola secara optimal baik 

melalui strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi, maka 

berbagai jenis obyek tersebut akan memberikan kontribusi yang 

lebih besar terhadap PAD Kabupaten Lamandau, sehingga secara 

bertahap kemandirian Kabupaten Lamandau semakin 

tinggi.Adapun perkembangan kontribusi PAD adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.14 Kontribusi PAD terhadap APBD 

Tahon PAD APBD Kontribusi ( % ) 

2008 11.606.719.591 373.259.638.386 3,11 

2009 11.390.127.317 378.090.410.070 3,01 

2010 8.651.365.930 388.164.601.950 2,23 

2011 12.839.920.481 461.571.331.547 2,78 

2012 14.191.054.446 484.980.023.632 2,93 

2013 18.423.725.211 558.779.068.165 3,30 

Jumlah 77.102.912.976 2.644.845.073.750 17,36 

Rata-rata 15.420.582.595 528.969.014. 750 3,47 

Sumber: DPPKAD, diolah 

Selain itu untuk melihat gambaran realisasi Pendapatan Daerah 

maupun Pendapatan Asli Daerah lebih detail dapat dapat di lihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.15 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan 
Daerah Kabupaten LamandauTahun Anggaran 
2010-2012 

( dalam ju ta rupiah) 
--- ·- - -

2010 2011 2012 RAT A-RAT A 

URUT 
URAIAN 1

_ i I i 

i REALISASI i REALISASI rREAi..lwll PERTUMBUHAN . 

I I 
(%) 

--- -------- - -+- ·---- ----·------~-------------~-+---·--·-··-----···-·--------~---- -- - ---·- ------ ---- ----·------
1 PENDAPATAN 

1.1 ··. t PENDAPATAN ASU DAERAH 

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 
---+--

1 . 1 . 2 : Pendapatan Retribusi Daerah 

1.1. 3 

1.1.4 

1. 2 

1. 2. 1 

---- -

Pendapatm Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 

Sah 

PENDAPATAN TRANSFER 

Transfer Pemerintah Pusat - Dana 

Perimbangan 

1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 
--

1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber 

Daya Alam) 

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 
--

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 

1 . 2 . 2 
1 

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 
I 
; --

1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 

1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 

1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

1. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 

1. 3.1 Pendapatan Hibah 

1.3. 3 Pendapatan Lainnya 

388.164,60 461.563,69 485.070,27 

8.285,84 12.681,00 14.281,30 

LR42,35 1.433,55 2.032,00 

1.101,76 1.106,09 3.179,69 

1.580,87 1.946,77 2.143,24 

3.760,86 8.194,58 6.926,37 

371.519,83 445.290,18 466.385,68 

351181,35 393.603,99 441.546,44 

-

37.565,12 35.896,27 35.440,40 

24.003,69 27.889,48 32.615,32 

257.428,84 285.962,84 339.309,47 
--- -- ----

32.183,70 43.855,40 34.181,25 

12.530,50 42.291,79 12.174,77 

12.530,50 42.291,79 12.174,77 

7.807,98 9.394,41 12.664,47 

7.807,98 9.394,41 12.664,47 
--

8.358,93 3.592,51 4.403.29 

0,00 0,00 4.403,29 

8.358,93 3.592,51 0,00 

8,89 

12,80 

37,57 

68,18 

3,64 

17,62 

9,40 

8,01 

2,47 

18,07 

10,19 

-4,02 

55,43 

55,43 

24,71 

24,71 

-10,52 

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Lamandau TA 2010- 2012, diolah 
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3. Analisis strategi, program, dan rencana yang relevan dalam 

rangka pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah, melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi 

a. Analisis Potensi dan Kendala Peningkatan PAD 

Sebagai kabupaten yang masih relatif baru, Pemerintah 

Kabupaten Lamandau hanya dapat menggali sebagian kecil 

potensi sumber sw11ber PAD yang ada, sehingga masih banyak 

potensi obyek PAD, baik pajak daerah maupun retribusi daerah 

yang belum digali dan dimanfaatkan secara optimal. Kondisi 

inilah yang me11jadi salah satu penyebab masih rendahnya 

kontribusi PAD terhadap APBD. Apabila seluruh potensi 

sumber PAD dapat digali dan dikelola dengan optimal maka 

PAD Kabupaten Lamandau secara bertahap akan terns 

mengalami peningkatan dan 

semakin meningkat. 

kemandirian Daerah akan 

Berdasarkan hasil smvey terhadap SKPD yang terkait 

dengan pengelolaan PAD dapat diidentifikasi berbagai jenis 

obyek yang mempunyai potensi memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Lamandau pada masa yang akan datang, jika digali dan 

dikelola dengan baik. Namun untuk merealisasikan potensi 

sejumlah obyek terse but terdapat berbagai 

kendala/permasalahan teknis maupun non teknis yang perlu 

dihadapi dan diselesaikan. 
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Hasil pengamatan lapangan dan beberapa dinas/instansi 

yang terkait dapat diinventarisir bahwa berbagai jenis potensi 

obyek PAD baik yang saat ini sudah digali maupun potensi 

obyek baru (belum digali). Adapun jenis-jenis obyek PAD 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya 

Salah satu obyek PAD yang di bawah pengelolaan 

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Obyek Wisata 

(tempat wisata). Di wilayah Kabupaten Lamandau 

terdapat cukup banyak obyek wisata, baik berupa wisata 

budaya maupun wisata alam. Jenis-jenis obyek yang ada 

di Kabupaten Lamandau antara lain: 

1) Rumah Betang Rembang, di desa Bahansu 

2) Rumah Dinding Tami, Tapin Bini, di Kecamatan 

Lamandau 

3) Wisata Alam Sendang Biru, Desa Sumber Jaya, Kee. 

Mentobi Raya. 

4) Silingan Palikodan (Air Terjun Bertingkat), Km 55 

Desa Bruto, Bulik Timur 

5) Riam Bahun llurung, Desa Nangan Kemujan, Bulik 

Timur 

6) Riam Sitongah, Kudangan Kecamatan Delang 

7) Dan lain sebagainya 
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Berbagai jenis obyek wisata tersebut apabila dikelola 

dengan baik, akan dapat memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan PAD Kabupaten Lamandau. Namun 

berdasarkan data yang diperoleh, hingga saat ini berbagai 

jenis obyek wisata tersebut belum memberikan kontribusi 

yang berarti dalam peningkatan PAD Kabupaten 

Lamandau. Oleh karena itu, berbagai obyek wisata 

tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut dan dikelola 

secara profesional. Apabila hal tersebut di atas dapat 

dilakukan, selain dapat memberikan manfaat bagi 

pemerintah daerah berupa pcningkatan PAD melalui Pajak 

Daerah ataupun Retribusi Daerah, juga akan memberikan 

manfaat bagi masyarakat Lamandau, khususnya 

masyarakat di sekitar obyek wisata. Karena keberadaan 

obyek wisata apabila banyak dikunjungi wisatawan akan 

mendorong munculnya aktivitas ekonomi di sekitar obyek 

wisata tersebut. Misalnya berkembangnya pedagang yang 

berjualan di sekitar obyek wisata, berkembangnya usaha 

angkutan dari dan menuju lokasi wisata dan sebagainya. 

Kendala/Permasalahan: 

Meskipun cukup banyak obyek wisata yang berpotensi 

terhadap terhadap peningkatan PAD, namun terdapat 

berbagai kendala/ permasalahan untuk merealisasikan 
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potensi tersebut. Kendala/ permasalahan tersebut antara 

lain: 

1) Prasarana jalan menuJu lokasi wisata kurang 

memadai. 

2) Prasarana jalan menuju obyek wisata sebagian besar 

masih berupa jalan tanah liat, sehingga sulit untuk 

dilalui kendaraan. 

3) Sarana angkutan menuJu lokasi belurn ada/sangat 

sulit. 

4) Keterbatasan sarana angkutan serta daya dukung 

parasara jalan yang kurang memadai mengakibatkan 

rendahnya jumlah wisatawan yang datang ke obyek 

wisata tersebut. 

5) Sarana penunjang di sekitar obyek wisata belun1 ada 

(masih terbatas). 

6) Kurangnya sarana penunjang di sekitar obyek wisata, 

mengakibatkan obyek tersebut kurang diminati oleh 

wisatawan. 

7) Jarak antar obyek wisata cukup jauh 

8) Jarak antara satu obyek wisata dengan obyek wisata 

lain umurnnya cukup jauh, sehingga diperlukan biaya 

yang tinggi dan waktu yang relatif lama untuk 

berpindah dari satu obyek ke obyek yang lain, apalagi 
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daya dukung sarana clan prasarana temsportasi kurang 

memadai. 

9) Pemasaran/promosi masih kurang, 

10) Meskipun terdapat jenis obyek wisata yang menarik 

di Kabupaten Lamandau, namun karena kurangnya 

promosi yang dilakukan, sehingga tidak banyak 

wisatawan mengenal dan mengunjungi obyek-obyek 

wisata di Kabupaten Lamandau. 

2). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Pembangunan Jalan Trans Kalimantan yang melewati 

sebagian wilayah Kabupaten Lamandau merupakan 

pendorong berkem0angnya sarana angkutan darat dari dan 

menuju Kabupaten Lamandau. Hal ini akan menimbulkan 

potensi/peluang terjadinya peningkatan PAD yang 

berhubungan sekl.or perhubungan (khususnya yang 

berhubungan dengan sarana angkutan darat). Berbagai 

jenis obyek pendapatan yang dapat di gali dan 

ditingkatkan dari sektor perhubungan pada masa yang 

akan datang, baik melalui strategi intensifikasi maupun 

ekstensifikasi tersebut antara lain: retribusi Uji KIR, 

retribusi parkir, retribusi terminal, ijin usaha angkutan, dan 

sebagainya. Untuk meralisasikan potensi sumber 

pendapatan tersebut masih terdapat berbagai kendala baik 

yang bersifat tekni.; maupun non teknis. Adapun kendala-
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/permasalahan yang terkaiat dengan rnasing-rnasing jenis 

obyek pendapatan tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Retribusi Uji Kir 

Berkernbangnya pernbangunan parasarana jalan 

(angkutan darat) akan rnendorong terjadinya 

peningkatan jurnlah sarana angkutan darat, baik sepeda 

motor, rnobil pribadi rnaupun rnobil angkutan urnurn. 

Peningkatan j urnlah kendaraan terse but akan 

rnengakibatkan potensi penerirnaan Retribusi KIR 

pada tahun-tahun yang akan datang juga akan terus 

rneningkat. Apalagi saat ini dinas perhubungan 

Kabupaten Larnandau telah rnenyediakan peralatan dan 

sarana penunjang untuk rnelakukan Uji KIR. 

Kendala/Permasalahan: 

1) Terbatasnya tenaga teknis yang rnelakukan Uji KIR. 

2) Tingkat kepercayaan rnasyarakat terhadap Uji KIR 

di Kabupatt:n Larnandau rnasih relatif rendah 

sehingga banyak pernilik kendaraan rnernilih 

rnelakukan Uji Kir di Palangka Raya. 

b) Retribusi Ijin Trayek 

Darnpak lain dari pernbangunan Jalan Trans 

Kalirnantan tersebut juga akan rnendorong sernakin 

berkembangannya pembangunan prasarana jalan antar 

wilayah di Kabupaten Larnandau (misalnya jalan antar 
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kecamatan dan antar desa). Pembangunan prasarana 

jalan antar wilayah, baik pembangunan jalan baru 

maupun pengembangan jalan yang sudah ada, tersebut 

akan merangsang timbulnya pusat-pusat perturnbuhan 

ekonomi pada berbagai wilayah kecamatan/desa, yang 

pada gilirannya akan mendorong berkembangnya 

sarana angkutan barang dan penumpang antar wilayah. 

Salah satu kemajuan yang sudah tampak dengan 

adanya pembangunan prasarana jalan Trans Kalimantan 

melewati Kabupaten Lamandau ini adalah telah 

dibukanya Trayek Bis Nanga Bulik - Palangka Raya 

(Bis Doa Mama), meskipun saat ini jumlah armadanya 

masih relatif sedikit. . Dibukanya trayek Bis antar 

Kota/Kabupaten ini akan mendorong berkembangnya 

trayek antar wilayah (kecamatan/desa) di Kabupaten 

Lamandau. 

Potensi/peluang yang dapat dimanfaatkan dengan 

adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru dan semakin 

diperlukannya sarana angkutan antar wilayah adalah 

pengembangan ijin trayek antar wilayah di Kabupaten 

Lamandau. Dengan dibukanya ijin trayek antar 

wilayah, selain mempercepat berkembanynya wilayah 

terse but juga berpotensi meningkatkan PAD melalui 

retribusi ijin trayek. 
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Kendala/ Permasalahan 

1) Masih rendahnya minat masyarakat Lamandau untuk 

berinvestasi pada sarana angkutan darat. 

Berdasarkan keterangan seorang staf Dinas 

Perhubungan, Transportasi dan Komunikasi, selama 

ini pengusaha yang mengajukan ijin trayek masih 

didominasi oleh masyarakat luar Kabupaten 

Lamandau, sedangkan masyarakat Lamandau masih 

kurang berminat. 

2) Jumlah penduduk Lamandau yang masih relatif 

sedikit dan menyebar di wilayah yang cukup luas, 

sehingga jumlah pengguna sarana angkutan relatif 

sedikit dan biaya operasional kendaraan tinggi. 

c) Retribusi Parkir 

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan 

bermotor yang Juga ditunjang semakin 

berkembangnya pesatnya pusat-pusat keramaian seperti 

perkantoran, pasar, pertokoan, serta pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi yang lain berpotensi 

meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Pesatnya 

pembangunan prasarana jalan yang diikuti pula oleh 

peningkatan jumlah kendaraan bermotor serta 

berkembangnya pusat-pusat keramaian baik untuk 

melakukan aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial 
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yang lain akan mengakibatkan para pengguna 

sarana/layanan parkir semakin bertan1bah. 

Makin berkembangnya aktivitas sosial-ekonomi 

masyarakat tersebut menimbulkan peluang penerimaan 

retribusi parkir pada masa yang akan datang tidak 

hanya diperoleh dari wilayah sekitar pasar dan di 

perkantoran s~ja, seperti yang selama ini telah 

dipungut, namun dapat dipungut dari berbagai 

sarana/tempat lain seperti pertkokoan, tempat hiburan, 

tempat wisata dan juga dapat diterapkan retribusi parkir 

di tepi jalan raya seperti yang sudah diterapkan pada 

kota-kota lain. Dengan mengembangkan pengenan 

retribusi parkir pada berbagai jenis lokasi parkir 

tersebut maka potensi penerimaan retribusi parkir akan 

semakin bertambah. Untuk melakukan 

perubahan/pengembangan tersebut tentunya perlu 

didukung dengan dasar hukum serta ditunjang dengan 

pelayanan dan sarana penunjang lainnya. Oleh karena 

itu untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir 

pada masa yang akan datang perlu dilakukan 

perubahan/pembuatan dasar hukum serta perbaikan 

pelayanan dan sarana penunjang lainnya. 
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Kendala/Permasalahan 

1) Dasar yang digunakan untuk pengenaan masih 

menggunakan Perda Kabupaten lnduk (Kota 

Waringin Barat), sehingga kekuatan hukumnya 

masih lemah. Misalnya yang pernah dilakukan 

adalah pengenaan donasi terhadap kendaraan roda 

empat, yakni Rp. 2000/Mobil; temyata diprotes oleh 

sebagian pengguna kendaraan, akhirnya pungutan 

tersebut dicabut karena dasar hukumnya lemah. 

2) Keterbatasan jumlah SDM yang ada, sehingga 

kurang optimal dalam melakukan kontrol dan 

pelayanan. 

d) Retribusi Terminal 

Dampak lain dari pembangunan Jalan Trans 

Kalimantan adalah peningkatan jumlah kendaran dan 

penumpang yang masuk ke terminal Nanga Bulik, 

sehingga potensi penerimaan retribusi tern1inal j uga 

akan meningkat. 

Kendala/Permasalahan: 

1) Fasilitas penunjang terminal masih terbatas 

2) Jumlah personil di lapangan terbatas 

3) Belum ada Perda, masih menggunakan Perda 

Kabupaten Induk 
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4) Lokasi terminal kurang strategis, sehingga banyak 

kendaraan yang tidak masuk terminal, melainkan 

kearah jalan yang lain, sehingga potensi retribusi 

terminal berkurang. 

Pembangunan Jalan Trans Kalimantan di satu sisi 

menimbulkan banyak peluang/potensi, namun disisi 

yang lain juga menimbulkann permasalahan/ancaman. 

Salah satu permasalahan/ ancan1an yang ditimbulkan 

oleh pembangunan jalan Trans Kalimantan adalah 

terjadinya penurunan jumlah penumpang angkutan air 

lebih dari 90%. 

3. Dinas Pekerjaan Umum 

Dinas Pekerjaan merupakan salah satu Dinas yang 

mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun 

jenis Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selama ini 

dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah Alat-alat 

berat. Alat-alat berat tersebut umumnya merupakan 

peralatan yang digunakan untuk menunjang kelancaran 

pembangunan proyek fisik seperti pembangunan jalan, 

jembatan dan sebagainya. Dalam kaitannya peningkatan 

PAD, maka potensi yang dapat dimanfaatkan dari 

pengelolaan alat-alat berat ini antara lain: 
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a) Pemanfaatan alat berat untuk disewakan pada 

perusahaan perkebunan besar pada saat pekerjaan di 

Lingkungan Pemerintah masih belum berjalan. 

b) Pemanfaatan alat berat untuk disewakan kepada 

kontraktor swasta pada saat pekerjaan fisik di 

Iingkungan pemerintah mulai berjalan. 

Kendala/Permasalahan 

1) Tarif sewa alat berat kurang mampu bersaing dengan 

rental Iain. 

2) Tingginya biaya pemeliharaan (maintenance) alat berat 

3) Kurang optima In ya pemanfaatan alat berat untuk 

disewakan 

4. Kependudukan dan Catatan Sipil 

Semakin meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten 

Lamandau, baik karena kelahiran maupun migrasi, maka 

potensi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari 

retribusi yang terkait dengan pelayanan administrasi 

kependudukan, seperti KTP, KK, Akte Kelahiran dan 

sebagainya, j uga akan semakin meningkat, seiring dengan 

peningkatan jumlah penduduk tersebut. 

Selain dari retribusi yang selama ini sudah dikenakan, 

terdapat potensi lain yang dapat dikembangkan 

( ekstensifikasi) dalam hubungannya dengan pelayanan 
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administrasi kependudukan di kabupaten Lamandau. 

Sumber-sumber pendapatan tersebut adalah: 

1) Pajak/retribusi orang asing Wilayah kabupaten 

Lamandau sering dikunjungi oleh orang asing, baik 

untuk kepentingan berlibur (wisata) ataupun 

kepentingan bisnis yang lain. Jika setiap orang asing 

yang masuk ke Lamandau dikenakan pajak/retribusi 

maka akan menambah PAD Kabupaten Lamandau. 

2) Retribusi pindah penduduk 

Mobilisasi penduduk (perpindahan penduduk) dari satu 

wilayah ke wilayah lain (antar desa/kecamatan) juga 

seringkali terjadi. Jika mobilisasi penduduk ini 

dikenakan retribusi JUga mempunym potensi untuk 

menambah PAD. 

Kendala/Permasalahan 

1) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk 

mengurus dan memiliki identitas diri (KTP). 

2) Keterbatasan SDM di Dispenduk Capil, sehingga 

belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal. 

3) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki 

Dispenduk Capil, sehingga proses pembuatan identitas. 

4) Tingginya biaya transportasi untuk mengurus 

administrasi kependudukan, sehingga sebagian 

masyarakat engan untuk mengurus KTP. 
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5) Landasan hukum (perda) yang mengatur tentang 

pungutan retribusi/pajak orang asing serta retribusi 

perpindahan penduduk .. 

5. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 

Dinas Pertanian Petemakan dan Perikanan Kabupaten 

Lamandau memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) 

yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan usaha 

sektor pertanian, yang meliputi: Bidang Pertanian, Bidang 

Petemakan, dan Bidang Perikanan. Dari kegiatan usaha 

. . 
masmg-masmg bi dang berpotensi menghasilkan 

Pendapatan Asli Daerah. Adapun usaha yang 

dikembangkan masing-masing masmg bidang adalah 

sebagai berikut: 

a) Bidang Pertanian 

U saha yang dikernbangkan bidang pertanian 

adalah berupa pengembangan Balai Benih Pertanian. 

Dengan adanya Balai Benih Pertanian, Dinas Pertanian, 

Petemakan, dan Perikanan Kabupaten Lamandau dapat 

mengembangkan/rnelakukan penangkaran berbagai 

jenis benih tanaman, yang dimulai dari pembuatan 

benih awal (Turunan I/Putih). Dari benih turunan I 

(Putih) dilakukan penangkaran lagi sehingga 

berkembang rnenjadi benih turunan II (Ungu). Benih 

turunan II (Ungu) selanjutnya dilakukan penangkaran 
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lagi menjadi turunan III (Biru). Hasil penangkaran dari 

turunan II (Ungu) menjadi turunan III (Biru) dilakukan 

proses labelisasi kemudian dijual kepada masyarakat. 

Hasil penjualan benih-benih tersebut akan menjadi 

sumber PAD. 

b) Bidang Peternakan 

Dana Alokasi Khusus untuk bidang Peternakan 

digunakan untuk pengembangbiakan sapi betina. Dana 

Alokasi Khusus tersebut digunakan untuk membeli 

Bakal lnduk (sapi betina yang masih kecil), untuk 

dibesarkan menjadi induk. Setelah menjadi induk 

dengan menggunakan proses ensiminasi buatan, 

akhimya akan menghasilkan keturunan (anak sapi). 

Anak sapi yang dihasilkan dari proses reproduksi 

tersebut ada dua kemungkinan yaitu berjenis kelamin 

jantan atau betina. Jika yang dihasilkan dari proses 

reproduksi tersebut anak sapi betina normal, maka 

anak sapi tersebut sebagian besar diberikan kepada 

masyarakat dalam bentuk bantuan bergulir dalam 

rangka untuk meningkatkan populasi ternak sapi di 

Kabupaten Lamandau, dan sebagian yang lain 

dibesarkan untuk dijadikan induk lagi. 
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Jika hasil reproduksi tersebut melahirkan anak 

sapi jantan atau betina yang tidak normal, maka anak 

sapi tersebut dipelihara beberapa saat kemudian di jual. 

Hasil penjualan sapi jantan atau betina yang tidak 

normal setelah dikurangi biaya operasional akan dapat 

dijadikan sebagai sumber PAD. 

b) Bidang Perikanan 

Untuk pengembangan usaha bidang petemakan 

terdapat dua jenis usaha berpotensi menjadi sumber 

PAD, yaitu pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), 

Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR). 

Dengan dikembangkan Balai Benih Ikan (BBI) Dinas 

Pertanian Petemakan dan Perikanan bertugas 

memelihara/mengembangkan calon induk menjadi 

induk ikan. Dalam prakteknya, tidak semua calon induk 

dapat berkembang menjadi induk yang baik, melainkan 

ada yang cacat dan kurang baik untuk dijadikan induk. 

Oleh karena itu, dalam kegiatan pengembangan calon 

induk menjadi induk tersebut, setelah jangka waktu 

tertentu, perlu dilakukan penyortiran untuk memilah 

induk yang baik dan yang tidak baik. Induk yang baik 

disetorkan ke Unit Pembenihan Rakyat (UPR) untuk 

dikembangbiakkan lebih lanjut oleh UPR, sedangkan 

hasil sortiran (induk yang cacat/tidak baik) dijual. Hasil 
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penjualan tersebut setelah dikurangi operasional akan 

dapat dijadikan sumber PAD. (UPR) Dinas Perikanan 

berencana bekerjasama dengan masyarakat (pihak 

ketiga) untuk mengembangkan benih ikan, yakni dari 

induk yang disetor dari BBI atau dibeli dari tempat lain. 

Calon benih ikan yang dihasilkan dari induk 

tersebut dalam prakteknya, tidak semuanya dapat 

menjadi benih ikan yang baik, sehingga perlu disortir 

untuk memilah benih yang baik dan yang tidak baik .. 

Hasil sortiran (benih yang tidak baik) tersebut 

kemudian dibesarkan dan dijual. Hasil penjulan 

tersebut setelah dikurangi operasional akan dapat 

dijadikan sebagai sumber PAD. 

Kendala/Permasalahan 

1) Bel um terdapat payung hukum yang digunakan sebagai 

dasar untuk menjadikan usaha tersebut sebagai sumber 

PAD 

2) Terbatasnya tenaga teknis yang dapat mengembangkan 

unit-unit usaha tersebut di atas, karena SDM di Dinas 

Pertanian Petemakan dan Perikanan sangat terbatas. 

3) Ada kekahwatiran pihak pengelola (Dinas Pertanian 

Petemakan dan Perikanan) apabila dana hasil 

pengembangan usaha tersebut menjadi Sumber PAD, 

maka dana tersebut akan masuk kas daerah, sehingga 
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Dinas Pertanian bangan usaha tersebut tidak 

ada/berkurang. 

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM 

Makin berkembangnya Kabupaten Lamandau 

berdampak positip terhadap kegiatan usaha sektor industri 

dan perdagangan Koperasi dan UMKM. Hal ini ditandai 

dengan berkembanganya berbagai jenis usaha yang terkait 

dengan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM. 

Sebagai indikator makin berkembangnya sektor industri dan 

perdagangan antara lain: 

Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 

Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang dikembangkan Dinas 

Pertanian berupa kolam, peralatan, gudang pakan, dan 

sarana penunJang lainnya. Dalam mengelola Unit 

Pembenihan Rakyat 

a. Bermunculan pembangunan pertokoan, depot/warung, 

dan usaha-usaha lainnya pada berbagai ruas jalan dan 

pemukiman. 

b) Berkembangnya pembangunan rumah barak untuk 

tempat usaha. 

c) Tumbuh dan berkembangnya usaha bidang industri dan 

penunjangnya. 
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Meningkatnya kegiatan usaha sektor industri dan 

perdagangani, selain berdampak positip terhadap 

perekonomian masyarakat Kabupaten Lamandau, juga 

berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningakatan 

PAD Kabupaten Lamandau. Karena dengan adanya 

berbagai kegiatan usaha tersebut terdapat peluang untuk 

menarik pungutan terhadap berbagai jenis usaha tersebut 

baik dalam bentuk pajak daerah, retribusi daerah ataupun 

jenis pungutan lain. Apabila berbagai potensi tersebut dapat 

dimanfaatkan maka PAD akan terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, karena usaha-usaha 

tersebut diperkirakan akan terus berkembang dari tahun ke 

tahun seiring makin berkembangnya Kabupaten Lamandau. 

Kendala/Permasalahan 

Meskipun berbagai Jems usaha tersebut berpotensi 

memberikan kontribusi terhadap PAD, namun untuk 

merealisasikan potensi tersebut terdapat beberapa kendala 

baik yang bersifat yuridis maupun teknis. Kendala kendala 

tersebut antara lain: 

1) Belum ada payung hukum untuk menarik retribusi usaha 

pertokoan, warung dan usaha lain di pinggir jalan dan 

kawasan pemukiman. 

2) Retribusi surat ijin rumah barak terlalu tinggi, sehingga 

masyarakat akan enggan untuk mengurus surat ini. 
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3) Tidak ada iuran/retribusi bulanan yang dikenakan 

terhadap rumah barak, sehingga PAD yang diperoleh 

hanya berasal dari retribusi surat ijin, yang hanya 

dipungut sekali saja. d. Biaya heregestrasiterlalu 

rendah, jangka waktu herregistrasi terlalu lama sehingga 

PD yang diperoleh relative kecil. 

7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Lamandau merupakan daerah yang 

memiliki kawasan hutan dan perkebunan yang sangat luas. 

Wilayah Kabupaten Lamandau lebih dari 50% merupakan 

kawasan hutan dan perkebunan. Dengan demikian potensi 

untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah dari 

Komoditas hasil hutan dan hasil perkebunan sangat besar. 

Adapun berbagai potensi yang dapat digali dari sektor 

kehutanan dan perkebunan adalah sebagai berikut. 

a) Bidang Kehutanan 

Luas kawasan hutan di Kabupaten Lamandau 

secara keseluruhan sekitar 641.400 ha (sekitar 57,85 % 

luas kabupaten). Jenis hutan yang dominan berupa 

hutan produksi terbatas, yakni sekitar 234.123 ha 

(63,09 % total hutan). 

Dengan kawasan hutan yang sangat luas tersebut, 

potensi kontribusi sektor kehutanan terhadap 

Pendapatan Daerah juga cukup besar. Output yang 
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dihasilkan dari kawasan hutan ini terdiri dari dua jenis 

yaitu: a) hasil hutan kayu dan b) hasil hutan bukan kayu 

i) Produksi Hasil Hutan Kayu 

Dari produksi hasil hutan kayu tersebut, 

Pemerintah Kabupaten Lamandau memperoleh 

pendapatan dari Dana Perimbangan, yakni bagi 

hasil bukan Pajak (sumber daya alam) yang sudah 

diatur dalarn Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 

Juncto Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 

Selain dari dana perimbangan tersebut, 

pemerintah Kabupaten Lamandau juga berupaya 

untuk menggali PAD dari produksi kayu tersebut. 

Terobosan yang telah dilakukan yaitu dengan 

membuat Surat Perjanjian Kesajama (MOU) 

dengan para pengusaha yang bergerak dalam 

bidang kehutanan agar para pengusaha bersedia 

memberikan sumbangan kepada Pemerintah 

Kabupaten Lamandau atas pengelolaan dan 

pemanfaatan hasil hutan di Kabupaten Lamandau. 

Namun dalam pelaksanaannya, penggalian dana 

melalui sumbangan ini belum memberikan hasil 

yang maksimal, realisasi penenmaan dari 

sumbangan ini masih jauh dari yang ditargetkan. 
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Oleh karena itu pada rnasa yang akan datang perlu 

dikernbangkan alternatif-alternatif lain agar sekor 

kehutanan (khususnya produksi kayu) dapat 

rnernberikan kontribusi yang lebih besar terhadap 

PAD. 

ii) Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 

Dari kawasan hutan, selain rnenghasilkan 

produksi utarna berupa kayu, juga rnenghasilkan 

produksi selain kayu (hasil hutan ikutan). Adapun 

produksi hasil hutan selain kayu tersebut antara 

lain: 

• Rotan, 

• Gembor, 

• Gharu, 

• Madu dan lain sebagainya 

Produksi hasil hutan ikutan (hasil hutan 

bukan kayu) tersebut hingga saat ini belurn banyak 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Larnandau. Apabila Pernerintah 

Kabupaten Larnandau dapat rnelakukan 

pernungutan terhadap produksi hasil hutan ikutan 

tersebut baik dalarn bentuk pajak daerah, retribusi 

daerah ataupun jenis pungutan lain, produksi hasil 

hutan ikutan im berpontensi memberikan 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 100 

42713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

kontribusi cukup berarti terhadap peningkatan 

PAD Kabupaten Lamandau. Mengingat kawasan 

hutan di kabupaten Lamandau sangat luas, 

sehingga potensi produksi hasil hutan ikutan juga 

akan tinggi. 

Kendala/Permasalahan 

1) Payung hukum pengenaan pungutan kepada 

pengusaha yang hanya berdasarkan Surat Pe1janjian 

Kerjasama (MOU) antara pengusaha dengan Bupati 

(Pemerintah Kabupaten Lamandau) secara hukum 

kurang kuat, schingga pengusaha kurang disiplin 

dalam mentaati kewajibannya untuk memberikan 

sumbangan. Kondisi ini mengakibatkan realisasi 

pendapatan yang diperoleh dari SPK tidak sesuai 

dengan yang ditargetkan .. 

2) Masih adanya illegal logging, mengakibatkan potensi 

penerimaan pendapatan dari kayu, baik yang berasal 

dari dana perimbangan maupun dari SPK tidak dapat 

direalisasikan. Karena para penebang kayu illegal 

tidak akan memcnuhi kcwajibannya. 

3) Makin menurunnya wilayah hutan dan populasi kayu, 

sehingga potensi pendapatan yang dapat diperoleh 

dari kayu dan hasil hutan bukan kayu semakin 

menurun. 
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4) Belum ada dasar hukum untuk melakukan 

pemungutan hasil hutan bukan kayu, sehingga hingga 

saat ini belum bisa melakukan pemungutan terhadap 

produksi hasil hutan bukan kayu. 

5) Terbatasnya SDM untuk melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan pengusahaan bidang kehutanan baik 

terhadap hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan 

kayu. 

b) Bidang Pekebunan 

Selain kawasan hutan, di Kabupaten Lamandau 

JUga mempunyai potensi kavvasan perkebunan yang 

sangat luas. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Lamandau, potensi lahan 

perkebunan di Kabupaten Lamandau secara kcseluruhan 

sekitar 267.646,60 Ha. Dari jumlah tersebut potensi 

lahan perkebunan besar swasta 231.1 71,20 ha, tertanam 

44.010 ha (19,04 % dari potensinya) sisanya scluas 

36.475 ,4 Ha berupa perkebunan rakyat. 

a) Perlebunan Swasta Besar (PBS) 

Komoditas utama usaha perkebunan swasta 

besar adalah perkebunan kelapa sawit. Dari kegiatan 

usaha perkebunan swasta m1 belum banyak 

memberikan kontribusi terhadap terhadap 

peningkatan PAD. Satu-satunya kontribusi dari 
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usaha perkebunan besar terhadap PAD adalah 

berupa sumbangan pihak ketiga. Seperti halnya 

pengusaha scktor kehutanan dan pertambangan, 

pengusaha perkebunan besar juga membuat Surat 

Perjanjian Kerjasania (MOU) dengan Bupati 

Lamandau yang berisi bahwa para pengusaha 

perkebunan bersedia memberikan sumbangan 

kepada pemefintah Kabupaten Lamandau. 

Meskipun para pengusaha sudah sepakat 

memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan 

pihak ketiga, namun realitasnya kontribusi PAD 

dari komoditas perkebunan kelapa sawit tersebut 

masih jauh lebih kecil dari yang ditargetkan. Pada 

tahw1 2008 target penerimaan swnbangan pihak 

ketiga (pengusaha kelapa sawit) sekitar Rp. 

3.586.936.479,- namun realisasi penerimaan hanya 

sebesar Rp. 

target). 

359.103.521,- (sekitar 10% dari 

b) Usaha Perkebunan Rakyat 

Jenis komoditas yang potensial (berdasarklan 

luasannya) dari usaha perkebunanan rakyat adalah 

Kelapa Sawit, Nilam, Kakao, Kopi, Kelapa dan 

Lada. 
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Hingga saat ini usaha perkebunan rakyat 

terscbut bclum mcmberikan kontribusi secara 

langsung terhadap peningkatan PAD Kabupaten 

Lamandau. Jika pemerintah dapat membuat 

terobosan baru sehingga dapat melakukan 

pemungutan terhadap kegiatan usaha perkebunan 

rakyat tersebut akan dapat menambah pcnerimaan 

PAD Kabupaten Lamandau. 

Kendala/Permasalahan: 

Berbagai Permasalahan/kendala yang terkait usaha 

perkebunan, baik perkebunan swasta besar maupun 

perkebunan rakyat adalah sebagai berikut: 

1) Usaha Perkebwmn Swasta Besar 

a) Lemahnya dasar hukum yang digunakan untuk 

menarik sumbangan pihak ketiga. 

Landasan hukum yang digunakan untuk menarik 

sumbangan kepada pihak ketiga (pengusaha kelapa 

sawit), hanya mendasarkan Surat Perjanjian 

Kerjasanrn (SPK) antara Bupati Lamandau dcngan 

para Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit. Payung 

hukum pungutan yang hanya mendasarkan SPK 

tidak sekuat apabila menggunakan Peraturtan 

Daerah. Karena masih lemahnya payung hukum 

tersebut para pengusaha kurang mentaati SPK yang 
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telah ditandatangani, sehingga realisasi 

pembayaran sumbangan tidak sesum dengan 

jumlahyang seharusnya di bayar. 

b) Kurangnya Kontrol/pengawasan dari Instansi 

Terkait 

Kurangnya pengawasan dinas terkait terhadap para 

pengusaha perkebunaan kelapa sawit, terutama 

yang berkaitan dengan volume produksi yang 

dihasilkan. Karena lemahnya pengawasan ini, 

dimm1faatkan oleh para pelaku usaha perkebunan 

untuk melakukan kecurangan dalam membuat 

laporan hasil produksi, yakni membuat laporan 

hasil produksi lcbih rendah dari yang sebenarnya 

dihasillkan, sehingga sumbangan yang diberikan 

menjadi lebih sedikit. 

c) Keterbatasan Jumlah SDM 

Jumlah sumber daya manusia (SDM) di Dinas 

Perkebunaan dan Kehutanan serta instansi lain 

yang tcrkait sangat terbatas, schingga tidak bisa 

melakukan pengawasan secara maksimal. 

2) Usaha Perkebunan Rakyat 

a) Belum ada dasar hukum (payung hukun1) untuk 

melakukan pemungutan terhadap komoditas 

perkebunan rakyat. 
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b) Keterbatasan SDM, sehingga tidak dapat 

melakukan pengawasan/control yang optimal 

terhadap para pelaku usaha perkebunan, 

c) Belum diketahui secara jelas tataniaga ((mata 

rantai) rnata rantai pemasaran komoditas 

perkebunan rakyat tersebut mulai dari produsen 

(petani) hingga konsumen akhir, sehingga terjadi 

kesulitan melakukan pemungutan atas kegiatan 

transaksi tersebut. 

d) Kurang adanya kerjasama lintas sektoral antar 

dinas tcrkait dalan1 melakukan pengelolaan dan 

kontrol terhadap aktivitas usaha perkebunan 

rakyat. 

8. Dinas Pertambangan dan Energi 

Penelitian potensi pertambangan di wilayah 

Kabupaten Lamandau secara spesifik dan mendalam belum 

pernah dilakukan, sehingga jenis-jenis dan deposit kandungan 

bahan tambang belum dapat diketahui secara jelas. Namun 

berdasarkan beberapa referensi ditemukan bahwa di 

Kabupaten Laman<lau memiliki potensi sumber daya alam 

non hayati seperti emas, pasir kwarsa, platina, batu bara, biji 

besi dan lain-lain. Saat ini telah ada banyak perusahaan 

pemegang kuasa pertambangan yang telah melakukan 

ekplorasi, bahkan sebagian telah melakukan ekspoitasi. 
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Potensi pendapatan yang dapat diperoleh Pemerintah 

Kabupaten Lamandau dari pertambangan ini berupa Dana 

Perimbangan, yaitu bagi basil bukan pajak sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Juncto 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah. Jika kandunga berbagai jenis 

tambang tersebut dapat dieksploitasi, maka potensi 

Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan akan semakin 

besar. 

Selain memperoleh pendapatan yang berasal dari 

Dana Perimbangan, pemerintah Kabupaten Lamandau saat ini 

telah berusaha untuk memperoleh PAD dari sektor 

pertambangan, yang dilakukan dengan membuat Surat 

Pe1janjian Kerjasama (MOU) antara Bupati Lan1andau 

dengan para pengusaha Pertambangan, agar pengusaha 

(pemegang kuasa pertambangan) bersedia memberikan 

sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai 

imbalan atas pengambilan bahan tambang dari Wilayah 

Kabupaten Lamandau. Namun dalam pelaksanaannya 

potensi PAD dari SPK ini belum memberikan hasil yang 

maksimal. Realisasi pendapatan yang diperoleh masih lebih 

rendah dari yang diharapkan. Oleh karena itu pada tahun­

tahun yang akan datang perlu dirumuskan formula baru dan 

altematif-altematif lain agar sektor pertambangan ini dapat 
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memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap 

peningkatan PAD. 

Selain dari para pengusaha pemegang kuasa 

pertarnbangan, potensi PAD sektor pertambangan ini juga 

dapat digali dari pertambangan rakyat. Berdasarkan 

keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi, selama ini 

di sepanjang bantaran sungai Lamandau terdapat banyak 

masyarakat melakukan penambangan emas (tan1bang rakyat). 

namun pemerintah Kabupaten Lamandau (Dinas terkait) 

belum dapat melakukan pemungutan retribusi/pajak 

daerah/jenis pungutan lain terhadap para penambang tersebut. 

Salah satu faktor yang menyebabkan adalah belum ada perda 

atau payung hukum lain yang dapat digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan prnrnngutan terhadap para penambang 

tradisional tersebut.. Sebetulnya masyarakat (para penambang 

tradisional) tidak keberatan ditarik retribusi/pungutan lain 

jika ada payung hukurnnya. 

Potensi lain dari sektor pertambangan adalah pajak 

bahan galian bukan logam (tanah urug). Makin pesatnya 

pembangunan prasara.na jalan, perumahan, serta bangunan 

fisik yanng lain tentunya akan semakin banyak diperlukan 

bahan galian bukan logam (tanah urug), sehingga potensi 

pajaknya juga semakin meningkat. Di wilayah Kabupaten 

Lamandau terdapat cukup banyak potensi bahan galian bukan 
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logam, dan juga terdapat banyak masyarakat yang melakukan 

kegiatan penambangan tradisional. Namun hingga saat ini 

para penambang tradisional tersebut belum dikenakan pajak 

galian bukan logam. Pajak galian bukan logam yang 

diperoleh sdama ini hanya berasal dari para kontraktor yang 

mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Bukti pembayaran 

pajak bahan galian bukan logam dijadikan sebagai salah satu 

persyaratan dalam ptncairan termin. Jika para penambang 

tradisional juga dapat dipungut maka potensi pajak bahan 

galian golongan c semakin meningkat. 

Kendala/Permasalahan 

1) Bel um ada dasar hukum untuk melakukan pemungutan 

terhadap para pcnambang emas tradisional (penambang 

rakyat) di sepanjang bantaran sungai Lamandau, 

sehingga pemerintah Kabupaten Lamandau (Dinas 

terkait) belum dapat mclakukan pemungutan terhadap 

para penambang tradisional tersebut. 

2) Potensi pajak galian bukan logam (tanah urug) dari para 

penambang tradisional (penambang rakyat) belum dapat 

dilakukan pemungutan karena beberapa beberapa hal 

antara lain: 

a) Pcmerintah bclum menentukan wilayah 

pertambangan rakyat, sehingga belum dapat 
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ditentukan bahan galin golongan c di wilayah mana 

saja yang dikcnakan pajak. 

b) Belum dikeluarkan ijin penambangan rakyat (IPR) 

kepada para penambang tradisional, sehingga Dinas 

terkait kesulitan untuk melakukan pemungutan pajak 

kepada para penambang rakyat (wajib pajak). 

3) Terbatasnya SDM untuk melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan usaha pertambangan baik kegiatan 

usaha pertambangan yang dilakukan masyarakat 

(penambang tradisional) para pemegang kuasa 

pertambangan. 

9. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 

Dae rah 

Mulai tahun 2009 berbagai jcnis ijin ditangani oleh 

Badan Perijinan Terpadu. Pengelolaan perijinan menjadi 

satu atap ini diharapkan pengurusan penJman menjadi 

efektif efisien dan transparan. Dengan pengelolaan 

perijianan ditangani oleh satu instansi (satu atap), maka 

proses pengurusan ijin menjadi lebih cepat dengan biaya 

yang lebih murah .. Proses pengurusan ijin yang cepat dan 

biaya murah ini akan memotivasi masyarakat lebih antusias 

mengurus perijinan. Semakin banyak masyarakat yang 

mengurus perijinan potensi Pendapatan Asli Daerah dari 

retribusi ijin akan meningkat. Selain itu, semakin banyak 
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surat ijin yang dikeluarkan, khususnya yang berhubungan 

dengan ijin usaha, akan mempercepat berkembangnya 

kegiatan usaha ekonomi masyarakat. 

Kendala/Permasalahan 

Permasalahan/kcndala yang dihadapi dengan 

pembentukan perijinan secara terpadu adalah: 

1) Karena lembaga ini baru terbentuk fasilitas sarana dan 

prasarana yang ada masih kurang mendukung, sehingga 

pelayanan belum dapat dilakukan secara optimal. 

2) Sumber daya manusia masih terbatas jwnlalmya dan 

belum banyak berpengalaman dalam memberikan 

pelayanan perijinan. 

3) Kurangnya sosialisasi tentang penJman terpadu, 

sehingga masih ban yak masyarakat belum 

mengetahuinya. 

4) Kurangnya informasi/ sistem koordinasi antara kantor 

perijinan dengan instansi lain yang terkait.sehingga 

output yang dikeluarkan oleh kantor perijinan tidak 

dapat diketahui/ditindaklanjuti secara langsung oleh 

dinas teknis yang terkait. 

Misalnya: 

Ketika ada masyarakat mengajukan ijin pemasangan 

reklame, dan sudah disetujui oleh kantor perijinan, 

namun kantor perijinan tidak tembusan kepada dinas 
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teknis terkait (DPPKAD), sehingga DPPKAD tidak 

bisa segera melakukan pemungutan pajaknya, karena 

mengetahui jika sudah ada wajib pajak reklame baru. 

5) SK Pelimpahan kewenangan Pengurusan ljn kepada 

Kantor Perijinan terdapat beberapa tupoksi yang 

overlapping dengan SKPD yang lain. 

10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Dae rah 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah mengelola berbagai jenis obyek PAD, khususnya 

yang berhubungan dengan Pajak Daerah. Adapun potensi 

dan kendala masing-masing obyek Pajak Daerah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Potensi Pajak Hotel 

Seiring berkembangnya Kabupaten Lamandau, 

mengakibatkan jumlah orang yang berkunjung ke 

Kabupaten Lamandau terns meningkat dari waktu ke 

waktu, baik untuk kegiatan bisnis maupun kepetingan yang 

lain. Kondisi tersebut merangsang te1jadinya pembangunan 

hotel/penginapan di Kabupaten Lamandau, khususnya di 

Nanga Bulik. 

Hingga saat nu, berdasarkan data DPPKAD, di 

Kabupaten Lamandau sudah ada 10 jenis hotel/penginapan, 

yang menyebar pada berbagai lokasi di Kota Nanga Bulik. 
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Adapun besarnya potensi pajak hotael dari 10 

hotel/penginapan tersebut adalah sebagai berikut: 

Permasalahan/Kendala 

a) Sebagian besar pengelola hotel (wajib pajak) belum 

melakukan pembukuan/pencatatan dengan baik atas 

transaksi yang terjadi, bahkan sebagian pengelola hotel 

tidak melakukan pembukuan secara benar atas transaksi 

yang terjadi, sehingga SKP yang ditetapkan tidak 

mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. 

b) Transaksi yang dilakukan masih dicatat secara manual, 

bahkan tidak dilakukan pencatatan, sehingga DPPKAD 

mengalami kesulitan untuk mengakses informasi terkait 

dengan aktivitas dan transaksi masing-masing hotel. 

c) Keterbatasan SDM yang ada di DPPKAD sehingga 

tidak dapat melakukan control/pemantauan secara 

maksimal terhadap aktivitas usaha perhotelan. 

<l) Belum ada standarisasi pcmbukuan atas transaksi yang 

dilakukan oleh para pengelola hotel. 

2) Potensi Pajak Restoran 

Pajak rcstoran dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamandau No. 22 Tahun 2004. Berdasarkan 

Perda tersebut yang dimaksud terminologi restoran adalah 

termasuk juga rum.ih makan, depot, kafo, vvarung makan 

dan sebagainya. Obyek pajak restoran ini adalah setiap 
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pelayanan yang disediakan dengan pembayaran yang ada di 

restoran. Adapun subyek pajak restoran adalah pribadi atau 

badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha restoran. Jadi 

subyek pajak restoran para pengusaha restoran. Para 

pengusaha restoran tersebut, umumnya akan membebankan 

pajak tersebut kepada konsumen dengan cara menaikkan 

harga makanan dan pelayanan yang disediakan. Tarip pajak 

restoran ditetapkan 10% dari nilai transaksi Uumlah 

pembayaran) dari konsumen. 

Berdasarkan ketentuan Perda No. 22 Tahun 2004 di atas, 

sebetulnya selain wajib pajak yang sudah terdaftar, masih 

terdapat cukup banyak wajib pajak restoran potensial yang 

belum terdaftar. Dengan demikian apabila para pengusaha 

restoran/warung makan yang bdum terdaftar sebagai wajib 

pajak, dilakukan pendataan ulang, maka potensi pajak 

restoran akan menjadi lebih besar. 

Kendala/Permasalahan: 

a. Sebagian besar wajib pajak restoran tidak melakukan 

pencacatan atas transaksi yang terjadi. 

b. Surat Ketetapan pajak yang ditetapkan tidak 

mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. 

c. Masih terdapat cukup banyak rumah makan/warung 

makan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. 
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d. Keterbatasan SOM DPPKAD sehingga tidak bisa 

melakukan pengawasan secara maksimal terhadap 

aktivitas dan transaksi pelaku usaha rumah 

makan/restoran. 

3) Potensi Pajak Reklame 

Pajak reklarne dikenakan berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lamandau No. 20 Tahun 2004. 

Berdasarkan Perda. tersebut maka yang dimaksud 

terminologi reklame adalah media baik dalam bentuk 

benda, alat, atau perbuatan yang dipergunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan, memuji/mengunggulkan 

suatu barang, jasa, atau orang agar menarik perhatian umum 

untuk tujuan komersial. Obyek pajak reklame adalah 

seluruh media yang digunakan untuk pcnyelenggaraan 

reklame. Sedangkan subyek pajak reklame adalah orang 

atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame. 

Berdasarkan data dari DPPKAD jumlah wajib pajak 

reklame terus mengalarni peningkatan dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2003 jumlah wajib pajak sebanyak 182 

orang/badan, pada tahw1 2007 meningkat menjadi 387 wajib 

pajak. 

Kendala/Permasalahan: 

a) Kurang koordinasi antara DPPKAD dan Kantor 

Perijinan (tidak ada tembusan ijin reklame ke 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 115 

42713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

DPPKAD) sehingga DPPKAD tidak memilki data 

wajib pajak reklamc dan tidak bisa langsung melakukan 

pemungutan pajak reklame tersebut. 

b) Masih terdapat obyek pajak (pemasang reklame liar) 

yang belum terdaftar sebagi wajib pajak. 

c) Masih rendahnya kesadaran (kurang pengetahuan) 

masyarakat untuk membayar pajak (kewajiban) jika 

melakukan pemasangan reklame. 

d) Keterbatasan SDM DPPKAD sehingga tidak bisa 

melakukan pengawasan secara maksimal terhadap 

pemasang reklame liar/ reklame yang sudah habis masa 

berlakunya. 

3) Pajak Bahan Galian \1ineral Bukan Logam 

Pajak Bahan Galian Galian Mineral Bukan Logam 

dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lamandau No. 7 Tahun 2004. Potensi Pajak Bahan Galian 

Mineral Bukan Logam ini yang terbanyak berasal dari tanah 

urug. Makin pesatnya pembangunan prasarana jalan, 

perumahan, serta bangunan fisik yanng lain tentunya akan 

semakin banyak dipcrlukan bahan galian golongan c (tanah 

urug), sehingga potensi pajaknya juga semakin meningkat. 

Di wilayah Kabupaten Lamandau terdapat cukup banyak 

potensi bahan Galian Mineral Bukan Logam, dan juga 

terdapat banyak masyarakat yang melakukan kegiatan 
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penambangan tradisional. Namun hingga saat ini para 

penambang tradisional tersebut belum dikenakan pajak 

Galian Mineral Bukan Logam. Pajak Galian Mineral Bukan 

Logam yang selama ini diperoleh, hanya berasal dari para 

kontraktor yang menge1jakan proyek-proyek pemerintah. 

Bukti pembayaran pajak bahan Galian Mineral Bukan 

Logam dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam 

pencairan termin. Jika pajak Galian Mineral Bukan Logam 

dari para penambang tradisional juga dapat dipungut maka 

potensi pajak bahan Galian Mineral Bukan Logam juga 

semakin meningkat. 

Kendala/Permasalahan 

a) Potensi pajak Galian Mineral Bukan Logam (tanah urug) 

dari para penambang tradisional (penambang rakyat) 

belum dapat dilakukan pemungutan karena: 

b) Pemerintah belum menentukan wilayah pertambangan 

rakyat, sehingga belum dapat ditentukan bahan Galian 

Mineral Bukan Logam di wilayah mana saja yang 

dikenakan paj ak. 

c) Belum dikeluarkan lJlll penan1bangan rakyat (IPR) 

kepada para penambang tradisional, sehingga Dinas 

terkait kesulitan untuk melakukan pemungutan pajak 

kepada para penambang rakyat (wajib pajak). 
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d) Terbatasnya SDM untuk melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan usaha pertan1bangan baik kegiatan 

usaha pertambangan yang dilakukan masyarakat 

(penambang tradisional) para pengembang. 

5) Potensi Pajak Penerangan Jalan 

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah 

Perda Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2006. Pada 

prinsipnya pajak penerangan jalan dipungut atas pengenaan 

tenaga listrik yang disediakan oleh PLN. Jadi potensi PPJ 

ini akan semakin besar bila penggunaan daya listrik PLN 

semakin bcsar. Dengan demikian scmakin banyak 

pelanggan listrik PLN, maka potensi penggunaan daya 

listrik PLN jemakin banyak, sehingga potensi PPJ juga akan 

semakin meningkat. 

Semakin bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten 

Lamandau serta berkembangnya wilayah-wilayah 

pemukiman baru, diperkirakan jumlah pelanggan PLN akan 

terns mengalami peningkatan. Sehingga potensi Pajak 

Penerangan Jalan juga akan terns meningkat seiring dengan 

peningkatan jumlah µenduduk tersebut. 

Permasalahan/Kendala: 

a) Keterbatasan daya (pembangkit tenaga listrik) yang 

dimiliki PLN schingga PLN tidak dapat segera 

melayani permintaan pemasangan listrik. 
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b) Kurang transparannya PLN kepada Pemda dalam 

penyampaian info1masi tentang pemakaian listrik PLN. 

c) Tingginya biaya operasional penggunaan energil listrik 

PLN, sehingga Pemerintah Kabupaten Lamandau harus 

memberikan subsidi untuk biaya operasional PLN. 

d) Jarak antar pemukiman cukup jauh sehingga biaya 

pemasangan jaringan listrik sangat mahal. 

6) Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan pada 

semua Jems pertunjukan, permaman, permaman 

ketangkasan,dan atau keranmian dengan nama dan bentuk 

apapun , yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang 

dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan 

fasilitas olah raga. Untuk saat ini potensi pajak hiburan 

masih relatif kecil, yakni diperoleh dari pertunjukan hiburan 

yang sifatnya insidentil. Sedangkan tempat hiburan yang 

bersifat permanen dan mengadakan pertunj ukan secara rutin 

seperti permainan ketangkasan, pertunjukan kesenian dan 

sebagainya hingga saat ini belum berkembang seperti di 

kota-kota besar lainnya. Meskipun saat ini obyek pajak 

hiburan belum berkembang seperti kota-kota lain, pada 

masa-masa yang akan datang obyek hiburan m1 

diperkirakan akan bcrkembang semng dengan 
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berkembangnya perekonomian dan bertambahnya jumlah 

penduduk di kabupaten Lamandau. 

7) Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah 

dipungut saat ini, terdapat juga sumber PAD yang 

mempunya1 potensi untuk dikembangkan, yakni 

pemanfaatkan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dari 

berbagai aset atau Barang Milik Daerah yang dimiliki 

Pemerintah Kabupaten Lamandau, yang penting untuk 

digunakan dan dimanfaatkan selain Alat Berat yang berada 

di Dinas Pekerjaan Umum, adalah: 

a) Gedung/Balai Pertemuan. Pemerintah Kabupaten 

Lamandau memiliki beberapa gedung/balai pertemuan 

yang dikelola oleh SKPD yang bersangkutan. Aset 

Daerah berupa Gedung/balai pertemuan tersebut antara 

lain: 

• Gedung pcrtcmuan Bappeda, 

• Gedung Pertemuan Umum Lantang Torang, 

• Gedung Pertemuan BKPP dan lain-lain. 

Gedung-gcdung pcrtcmuan tersebut dapat menjadi 

sumber PAD dengan cara menyewakan kepada pihak 

lain yang memerlukan gedung tersebut untuk kegiatan 

kegiatan tertcnt.1, misalnya untuk rcsepsi pernikahan, 

seminar, loka karya dan sebagainya. Agar dapat 
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melakukan pemungutan (menarik biaya sewa gedung) 

tersebut tentunya landasan hukum untuk melakukan 

pemungutan, misalnya berupa Peraturan Bupati. 

Selama ini gedung-gedung pertemuan tersebut sering 

dipinjam olch pihak lain untuk kegiatan kegiatan 

tertentu, namun tidak pemah dikenakan biaya sewa 

secara formal karena belum ada dasar hukum untuk 

melakukan pemungutan. 

b) Wisma Pemda. Pemerintah Kabupaten Lamandu akan 

merenovasi bekas Rumah Camat Nanga Bulik untuk 

dijadikan Wisma Pemda. Wisma Pemda ini berpotensi 

menghasilkan PAD dengan menarik biaya sewa kepada 

pihak yang memanfaatkan Wisma Pemda. 

c) Rumah Dinas. Pemerintah Kabupaten Lamandau telah 

membangun dan menyediakan Rumah Dinas untuk 

para pegawai. Selama ini pegawai yang menempati 

rumah dinas tidak dipungut biaya scwa sehingga rumah 

dinas tersebut belum memberikan kontribusi terhadap 

PAD. Agar aset daerah berupa rumah dinas ini dapat 

membcrikan kontribusi terhadap PAD maka para 

penghuni rumah dinas tersebut perlu dikenakan biaya 

sewa. Agar bisa melakukan pemungutan biaya sewa 

rumah dinas tcntunya harus didukw1g oleh peraturan 
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yang mendasari pemungutan tersebut, misalnya 

Peraturan Bupati. 

d) Asrama Mahasiswa. Pemerintah Kabupaten Lamandau 

juga memiliki Asrama Mahasiswa di Kota Palangka 

Raya. Tahun ym1g akan datang rencannya juga akan 

membangun asrama mahasiswa di Kota Y ogjakarta. 

Asrama Mahasiswa tersebut diperuntuk bagi Pegawai 

Pemerintah Kabupaten Lamandau ataupun masyarakat 

Lamandau yang belajar di Kota Yogjakarta. Agar 

Asrama Mahasiswa tersebut dapat dijadikan sumber 

PAD, maka para mahasiswa yang menginap/menempati 

asrama tersebut harus dikenakan biaya sewa, meskipn 

tarif sewanya relatif murah. 

Permasalahan/Kendala: 

a) Belum terdapat dasar hukum (payung hukum) untuk 

melakukan pemungutan terhadap aset-aset tersebut di 

atas. 

b) Bel um dilakukan inventarisai secara lebih mendalam 

tentang aset-aset daerah yang berpotensi menghasilkan 

PAD. 

c) Aset-aset daerah yang berpotensi menghasilkan PAD 

tersebut belum dikelola secara profesional. 

d) DPPKAD sebagai instansi utama yang 

bertanggungjawab melakukan pengelolaan aset daerah 
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masih relatif baru, sehingga masih perlu mempelajari 

secara lebih mendalam tentang aset daerah yang ada. 

Sebelum terbentuk DPPKAD aset daerah di bawah 

pengelolaan sekrteriat daerah. 

11. Perusahaan Daerah Air Minum 

PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Lamandau merupakan 

pengembangan dari IKK Nanga Bulik. Semenjak terbentuknya 

Kabupaten Lamandau pada tahun 2002, terjadi kespakatan antara 

Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat (Kabupaten Induk) 

dengan Kabupaten Lanlandau untuk melakukan pemisahaan Asd 

PDAM, yakni antara aset PDAM Kabupaten Kota Waringin Barat 

dengan PDAM Kabupaten Lamandau. Serah terima aset dari 

PDAM Kota Waringin Ba.rat kepada PDAM Kabupaten Lan1andau 

terjadi pada tanggal 30 Januari tahun 2007. Nilai aset pada saat 

serah terima tersebut sebesar Rp. 1.778.823.813,-. Adapun jumlah 

pegawai pada saat itu sebanyak 4 orang pegawai tetap dan 14 orang 

pegawai honorer. 

Pada saat ini (Data Desember 2008) kapasitas produksi PDAM 

Tirta Dharma sebesar 15 litcr/detik dengan jumlah pelanggan 

sebanyak 584 pelanggan dengan wilayah yang sudah terlayani baru 

mencakup 1 (satu) kelurahaan. Itupun hanya pada jalan dalam kota 

yang sudah terpasang pipa distribusi. Sedangkan pada jalan-jalan 

yang baru belum terdapat pipa jaringan distribusi dan rencananya 

akan dikembangkan tahun 2009. Secara keseluruhan jumlah 
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penduduk perkotaan (Kecamatamn Bulik sebagai lbu Kota Nanga 

Bulik) yang sudah terlayani iar PDAM sekitar 17,79% sisanya 

sekitar 82,21 % belum terlayani. 

Secara teknis kebutuhan au baku untuk PDAM cukup 

memadai. Sumber air baku PDAM Tirta Dharma diambil dari air 

permukaan sungai Bulik. Debit air sungai pada saat musim 

kemarau sedikit berkurang (menurun), namun untuk 

pengembangan air minum ke depan masing memungkinkan dan 

tidak akan menjadi hambatan. 

Pada tahun 2008 pendapatan rata-rata setiap bulai1 hanya 

sekitar Rp.23.000.000,-. Realisasi pendapatan yang diperoleh 

tersebut jauh lebih kecil dari biaya operasionalnya, sehingga setiap 

tahun perusahaan selalu mengalaini kerugian. Beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya kerugian (defisit) tersebut adalah: 

1) Tarip pamakaian air yang relatif murah.Tarip pemakaian au 

PDAM Torta Dharma saat ini sebesar Rp. 1.100/m3. 

2) Jumlah pelanggan PDAM masih relatif sedikit. 

3) Bia.ya operasional dan pemeliharaan yang cukup tinggi. 

Meskipun saat ini masih mengalaini kerugian, jika dikelola 

secara profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi 

perusahaan yang sehat, maka pada masa yang akan datang secara 

bertahap akan dapat mengurai1gi kerugiai1 dan akhirnya dapat 

memperoleh keuntungan. Mengingat potensi pasar (pelanggan 

yang belum terlayani) masih cukup ban yak dan diperkiraan jumlah 
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konsumen akan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan 

semakin meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Lamandau. 

Faktor pendukung yang lain adalah ketersediaan air baku sebgai 

bahan baku PDAM. Debit air sungai Lamandau yang cukup tinggi, 

tidak akan menyulitkan PDAM dalan1 memperoleh bahan baku. 

Karena pendapatan yang diperoleh saat ini tidak cukup 

untuk menutup biaya operasionalnya, pemerintah Kabupaten 

Lamandau hingga saat ini setiap tahun harus memberikan subsidi 

kepada PDAM Tirta Dharma. Besarnya subsidi yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lamandau setiap tahun sekitar Rp. 1 

milyard. Subsidi tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai 

serta menutup biaya operasional lainnya. 

Pada tahun-tahun yang akan datang pemerintah Kabupaten 

Lamandau berencana untuk merubah pemberian subsidi tersebut 

mejadi bentuk lain yaitu berupa penyertaan modal. Dengan 

merubah bantuan dari subsusidi menjadi penyertaan modal, 

diharapkan pada masa yang akan datang pemerintah Kabupaten 

Lamandau akan memperoleh kontribusi PAD yang lebih besar dari 

PDAM. Karena dengan memberikan suntikan dana dalam bentuk 

penyertaan modal tersebut berarti komposisi kepemilikan modal 

pemerintah di PDAM semakain tinggi. 
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Permasalahan/Kendala 

a) Kapasitas reservoir masih terbatas, yakni 200 m3/hari dengan 

lama pengisian sekitar 5 jam. Pada saat jam puncak tidak 

rnampu melayani permintaan. 

b) Meskipun kapasitas produksinya sebesar 15 lt/detik, namun 

realitasnya kemarnpuan beroperasinya tidak sesuai dengan 

kapasitas yang ada, karena peralatan produksi yang ada saat ini 

belum dapat difungsikan secara maksimal. 

c) Pipa penyedot (intake) yang memiliki kapasitas 20 liter/detik 

tidak dapat bekerja dengan sempuma karena usia teknisnya 

sudah cukup tua. Kondisi pompa penyedot (intake) tidak 

seirnbang dengan pompa distribusi dan daya tampung 

reserv01r. 

d) Tidak ada water meter induk sehingga kebocoran air tidak 

dapat terdeteksi secara akurat. 

e) Jurnlah pompa distribusi ada 2 buah masing-rnasing 10 

liter/detik dan 15 liter/dctik Namun manipol distribusi hanya 

satu unit sehingga penggunaannya hanya dapat dilakukan 

secara bergantian. Hal ini menyebabkan distribusi air dibagi 

dua wilayah dengan waktu yang berbeda. 

Adapun altematif-altematif bentuk penyertaan modal 

dalam upaya optirnalisasi pengelolaan barang milik daerah 

(BMD) sebagaimana di ataur dalam PP.6 Tahun 2006 dan 

Permendagri No.17 tahun 2007 dalam bentuk Kerjasama 
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Pemanfaatan (KSP). KSP dalam PP. No.6 Tahun 2006, sama 

dengan yang dimaksud dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007. 

Kerjasama Pemanfaatan BMD adalah perikatan antara 

Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam kerja sama 

pemanfaatan/ pendayagunaan BMD oleh pihak lain atas tanah 

atau atas BMD selain tanah, dimana Pihak Ketiga menanamkan 

modal yang dimilikinya. Selanjutnya kedua pihak secara bersama­

sama atau sendiri-sendiri ataupun bergantian mengelola 

manajemen dan proses operasinya untuk jangka waktu tertentu 

dan keuntungan dibagi sesuai dengan besamya sharing masing­

masing atau berdasarkan yang telah disepakati kedua belah 

pihak sebelumnya. Disamping itu pihak ketiga diharuskan 

membayar kontribusi tetap setiap tahunnya. 

Kerjasama Pemanfaatan atas BMD selain tanah yang 

dilaksanakan oleh Pengelola Aset, setelah mendapat persetujuan 

Bupati/Kepala Daerah. Pemanfaatan atas BMD dalam bentuk 

KSP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut (Peraturan 

Pemerintah No.6 Tahun 2006 Pasal 26): 

1) Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 

APBN/ APBD untuk memenuhi biaya operasional/ 

pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap aset 

daerah dimaksud. 

2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender dengan mengikut 

sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/ peminat, 
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kecuali untuk BMD yang bersifat khusus (antara lain aset 

yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku) dapat dilakukan 

penunjukan langsung. Dalam hal ini Permendagri No.17 

Tahun 2007 menambahkan sebagai berikut: 

a) Apabila setelah 2 kali berturut-turut diumumkan, 

peminatnya kurang dari 5, dapat dilakukan proses 

pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui 

negosiasi baik teknis maupun harga. 

b) Pengecualian pada angka 2) diatas dapat dilakukan 

penunuj ukan langsung terhadap kegiatan yang bersifat 

khusus seperti penggunaan tanah milik Pemerintah 

Daerah untuk keperluan kebun binatang (pengembang 

biakan/ pelestarian satwa langka), pelabuhan laut, 

pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan 

sarana olah raga dan dilakukan negosiasi baik teknis 

maupun harga. 

3) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap kerekening 

Kas Umum daerah setiap tahun selama jangka waktu 

pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian 

keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan. 

4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil 

KSP ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk 

oleh pejabat yang berwewenang. 
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5) Besamya pembayaran kontribusi tetap dan pembagian 

keuntungan hasil KSP harus mendapat pcrsetujuan 

Pengelola Aset dan penetapannya oleh Kepala Daerah. 

Dalam hal ini Permendagri No.17 Tahun 2007 

menambahkan ketentuan sebagai berikut: Besarnya 

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP 

ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang 

dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dengan 

memperhatikan antara lain: 

a) Nilai tanah sebagai objek kerjasama ditetapkan sesuai 

NJOP dan/atau harga pasaran umum. Apabila dalam satu 

lokasi terdapat nilai NJOP dan/atau pasaran umum yang 

berbeda dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah 

yang ada. 

b) Kegiatan KSP untuk kepentingan umum dan/atau 

kegiatan perdagangan. 

c) Besaran investasi dari mitra kerja. 

d) Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD. 

6) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang 

menjaminkan atau mcnggadaikan BMD yang menjadi objek 

kerjasama pemanfaatan. 

7) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak 

perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjai1g. 
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Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan 

KSP tidak dapat dibebankan pada APBN/APBD. Selanjutnya 

Permendagri No.17 Tahun 2007 menambahkan penjelasannya 

dalam Pasal 38 sebagai berikut: 

1) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman 

tender/lelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

2) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan 

penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pengawas, 

dibebankan pada Pihak Ketiga. 

Karena yang dirnaksud dengan KSP disini adalah 

kerjasama dimana kepada mitra kerja diserahi wewenang untuk 

melaksanakan pelayanan, fungsi manajemen (pengelolaan), 

produksi untuk lahan atau industri, atau dan sebagainya, maka 

kepada mitra kerja ini juga dibebani membayar pajak, biaya 

pemeliharaan dan sebagainya. sesuai dengan perjanjian 

antara Pemerintah Daerah dengan mitra ke1ja sebelumnya. 

Bentuk KSP aset daerah ini, sangat tergantung bentuk 

kerjasama apa yang diperlukan terhadap suatu aset daerah yang 

akan dioptimalkan antara lain: 

1) Kerjasama Pelayanan. Kerjasama pelayanan dimana mitra 

kerja swasta diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan 

pelayanai1 jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu untuk 

suatu jangka waktu tertentu misalnya: perawatan jaringan, 
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pencatatan meteran, penagihan rekening, pemungutan 

uang parkir kendaraan dan sebagainya. Untuk menjaga clean 

government dan pelayanan yang bersih maka untuk memilih 

mitra kerja swasta ini harus dilaksanakan secara tender 

terbuka, dan kerjasama pelayanan ini diikat dengan Kontrak 

Pelayanan (Service contract) atau perjanjian lainnya yang 

berkekuatan hukum. 

2) Kerjasama Manajemen (Pengelolaan). Kerjasama 

pengelolaan ini merupakan bentuk kerjasama dimana 

kepada mitra kerja diberikan wewenang dalam pengelolaan 

suatu BMD secara keseluruhan atau sebagian misalnya: 

pengelolaan sampah (mulai dari pengumpulan, 

pengangkutan, pengolahan akhir), PAM (penyediaan air 

minum; pengolahani1)a, jaringannya, pencatatan meterannya) 

dan sebagainya. 

3) Kerjasama Produksi. Kerjasama produksi ini merupakan 

bentuk kerjasama dimana kepada mitra kerja diberikan 

wewenang untuk memproduksi sesuatu product yang 

disetujui bersama berdasarkan jumlah dan kwalitas 

tertentu dengan menggunakan BMD yang ada sesuai dengan 

perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak, misalnya: 

kerjasama industri aset daerah (seperti industri genteng dan 

bata press, dan scbagainya); sawah/tanah kering BMD 
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(berupa Balai Benih/Taman Induk Ternak untuk 

menghasilkan produksi benih/bibit tcrtentu, dan sebagainya). 

4) Kerjasama Bagi Keuntungan. Kerjasama bagi keuntungan ini 

merupakan bentuk kerjasama dimana kepada mitra diberikan 

wewcnang untuk mcilgclola, mcngusahakan, meningkatkan 

(up grade) suatu usaha/ perusahaan/ industri/ pusat 

perbengkelan yang merupakan BMD sesuai dengan 

pe1JanJ1an sebelumnya dimana keuntungan dibagi 

berdasarkan perjanjian yang sudah dinegosiasi sebelumnya. 

Memahami peraturan tersebut dalam rangka menyelesaikan 

permasalahan dan k~ndala yang dihadapi serta berbagai 

kebutuhan dalam rangka optimalisasi pelayanan PDAM 

disarankan untuk melaksanakan kerjasama antara Pemerintah 

Daerah atau Pengclola BMD dengan pihak PDAM dengan 

pola Kerjasama Pemanfaatan. Dimana Pemerintah Daerah 

menyertakan modal usaha dalam bentuk mesin dan atau 

peralatan kepada PDAM. Berkcnaan dengan penilaian aset 

antara kedua belah pihak dan sharing keuntungan masing­

masmg pihak dimintakan bantuan kepada tim penaksir. 

Melalui bentuk KSP ini diharapkan Pcmda tidak terns 

mensubsidi terus, tetapi diharapkan akan mendapatkan 

tambahan potensial untuk PAD. 
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12. Perusahaan Daerah Bajurung Raya 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Lamandau dalam rangka untuk meningkatkan PAD­

nya. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupatcn Lamandau adalah membcntuk Perusahaan Daerah, 

yakni Perusahaan Daerah Bajurung Raya. Perusahaan Daerah 

Bajurung Raya ini dibentuk untuk mengelola dan memafaatkan 

BMD yang dipisahkan dengan Perusahaan Swasta, BUMN, dan 

lain sebagainya. 

Beberapa potensi yang memberikan kotribusi besar 

terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lamandau kalau 

dimanfaatkan, diantaranya adalah sektor perkebunan, khususnya 

perkebunan kelapa sawit, serta sektor pertambangan. Kedua 

sektor tersebut pada tahun yang akan datang diperkirakan akan 

memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan PAD 

Kabupaten Lamandau, mengingat Kabupaten Lamandau secara 

geografis mempunyai kawasan perkebunan yang sangat luas dan 

banyak perusahaan besar perkebunan yang beroperasi di 

kabupaten Lamandau. Selain sektor perkebunan, di Kabupaten 

Lamandau juga terdapat potensi bcrbagai jenis tambang dan saat 

m1 sudah cukup banyak perusahaan pemegang kuasa 

pertambangan yang telah mengajukan ijin untuk melakukan 

ekplorasi dan eksploitasi. 
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Jika pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Perusda 

Bajurung Raya, dapat menggunausahakan dalan1 penyertaan 

modal atau bentuk lainnya dengan perusahan perkebunan dan 

pertambangan, maka selain memperoleh PAD dari pembagian 

keuntungan (dividen), pemerintah melalui Perusda Bajurung Raya 

memiliki kewenangan di dalam manajemen perusahaan, karena 

pemerintah merupakan salah satu pemegang saham perusahaan 

yang bersangkutan. Sehingga jika ada kebijakan perusahaan yang 

merugikan pemerintah dan masayarakat Lamandau memiliki 

kewenangan dan posisi untuk mengusulkan dan mendiskusikan 

perubahan. 

Selain itu, pemerintah Kabupaten Lamandau melalui 

Perusahaan Daerah Bajurung Raya berencana untuk melakukan 

investasi berupa pengadaan Genset w1tuk menambah daya listrik 

PLN. Dengan adanya investasi ini, selain adanya peningkatan 

daya listrik PLN dalam memberikan layanan pada konsumen, 

diharapkan pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Perusda 

Bajurung Raya juga memperoleh pendapatan atas investasi 

terse but. 

Yang terjadi salama ini, Pernerintah Kabupaten Lan1andau 

selalu memberikan subsidi kepada PLN yang berupa 3 unit mesin 

genset dan biaya operasional sekitar Rp. 3 milyard setiap tahun. 

Namun dari bantuan tersebut pemerintah tidak pernah 

memperoleh pendapatan atas bantuan mesin dan biaya 
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operasional tersebut. Yang diterima pemerintah Kabupaten 

Lamandau dari PLN hanyalan Pajak Pencrangan Jalan Umum. 

Dengan dibentuk Perusahaan Daerah Bajurung Raya 

tersebut, rencananya 3 unit genset yang ada di PLN ditarik dan 

dikelola oleh Perusda Bajurung Raya. Demikian pula subsidi 

biaya operasional kepada PLN juga dihentikan. Selain 3 unit 

genset yang sudah ada, akan ditambah 2 unit genset baru agar 

daya yang dihasilkan lebih besar. Untuk kegiatan ditribusi kepada 

masyarakat Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Perusda 

Bajurung Raya akan bekerjasama dengan PLN. Karena jaringan 

distribusi yang ada saat ini adalah milik PLN, sehingga distribusi 

ke masyarakat menjadi kewenangan PLN. 

Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam 

pengdolaan dan penggunausahaan BMD (gcnset) ini, dengan 

merujuk pada PP no.6 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 17 

Tahun 2007, adalah Kerjasama Pemanfaatan (KSP) atau 

Kerjasama Operasi (KSO). Untuk melakukan kerajasama ini 

langkah langkah yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten 

Lamandau adalah: 

1) Menetapkan Keputus&n Bupati Kebupaten Lamandau tentang 

Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten 

Lamandau. 

2) Melalui Perusda (pengelola BMD - aset ), membuat surat 

perjanjian kerjasama pemanfaatan (KSP) dengan pihak PLN. 
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Diantara pasal penting yang perlu dimuat dalam surat 

perjanjian tersebut adalah: a) penentuan nilai aset BMD, b) 

bagi hasil keuntungan, c) jangka waktu, d) hak dan 

kewajiban, e) sanksi masing - masing pihak. 

3) Pengelola dengan bentuk KSP ditentukan secara bersama, 

bisa bergantian atau ditunjuk salah satu. 

13. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan instansi layanan 

umum Milik Pemerintah Daerah yang dalam operasionalnya 

tidak semata mata untuk mencari kew1tungan (Profit Oriented) 

melainkan lebih menekankan pada pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat (sosial oriented). Meskipun RSUD tidak berorientasi 

mendapatkan keuntungan (non profit oriented) nan1w1 dalam 

operasionalnya di RSUD terdapat berbagai aktivitas yang 

menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber Pendapatan 

Asli Daerah. Adapun jenis-jcnis sumbcr pendapatn dari Ruma11 

Sakit yang menjadi sumber PAD diantaranya retribusi 

pendaftaran, rawat inap, rawat jalan, surat keterangan kesehatan, 

PPPK, laboratorium/periksa, visum, ronsen, USG, LKG, dan 

sewa ambulan. Adapun tarif retribusi/sewa masing-masing 

pelayanan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

a. Loket pendaftaran Rp 1.000,-

b. Rawat inap sal 

Periksa Rp 5.000,-
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Perawatan Rp 5.000,-

Konsultasi Rp 5.000,-

Catatan medis Rp 2.500,-

c. Rawat inap VIP 

Periksa Rp 10.000,-

Perawatan Rp 10.000,-

Konsultasi Rp 5.000,-

Catatan medis Rp 2.500,-

d. Rawatjalan Rp 5.000,-

e. Surat keterangan kesehatan Rp 5.000,-

f. Kasus PPPK (gawat) kecelakaan 

Pemeriksaan Rp 10.000,-

Spelek/perban Rp 10.000,-

Operasi kecil Rp 10.000,-

g. Lap/periksa Rp 5.000,-

h. Vi sum Rp 10.000,-

l. Ronsen Rp 25.000,-

J. USG Rp 25.000,-

k. LKG Rp 25.000,-

1. Ambulan 

Dalam kota Rp 10.000,-

Luar kota Rp 25.000,-

Pada tahun 2008 realisasi penerimaan pendapatan RSUD 

atas pelayanan kesehatan yang diberikan sebesar Rp. Rp 
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88.032.000,-. Pendapatan tersebut oleh RSUD di setor kas daerah. 

Jenis sumber pendapatan yang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan adalah pemanfaatan sarana/alat-alat kesehatan. 

Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan sarana 

kesehatan yang di sediakan Rumah Sakit maka potensi 

pendapatan yang diterima semakin meningkat. Agar terjadi 

peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan, maka perlu didukung 

penambahan jumlah tenaga dokter, baik dokter spesialis maupun 

dakter umum. Karena pemanfaatan sarana kesehatan di RSUD 

dipengaruhi oleh jumlah dokter yang berpraktek di RSUD. 

Dengan demikian, semakin banyak dokter yang praktek di RSUD 

semakin besar pelung pemanfaatan sarana kesehatan di RSUD 

yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap retribusi 

penggunaan alat-alat kesehatan. 

Permasalahan/Kendala 

a) Paralatan medis yang ada masih relatif terbatas, sehingga 

untuk jenis-jenis penyakit tertentu harus dibuat rujukan untuk 

dibawa ke Rumah Sakit di Pangkalan Bun atau Rumah Sakit 

Lainnya yang lebih besar. 

b) J umlah tenaga dokter dan paramedis masih terbatas 

jumlahnya sehingga pelayanan belum bisa maksimal. 

c) Tenaga Dokter Spesialis masih sangat kurang, saat ini hanya 

tersedia seorang dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit 

dalam. 
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d) Perda tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

kurang sesuai kondisi saat ini. Jenis dan besar retribusi 

pelayanan kesehatan perlu diatur secara lebih detail. 

b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelola Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

Berdasarkan hasil survai tentang potensi, permasalahan -

kendala yang dihadapi, analisis keuangan, dan kebijakan di tiap 

insatansi (SKPD) yang terkait, maka Strategi, Program, dan 

Rencana Tindak (Action Plan) tiap instansi (SKPD) dalam upaya 

untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten 

Lamandau pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 

1. Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya 

Jenis Obyek: Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW); 

dan Usaha Jasa Priwisata 

a) Strategi: 

1) Pengembangan ODTW dan usaha jasa pariwisata. 

2) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung 

pariwisata. 

3) Peningkatan pajak dan retribusi pariwisata. 

b) Program: 

1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata (RIPP). 

2) Pengembangan usahajasa pariwisata. 

3) Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. 
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4) Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta 

dalam pengelolaan ODTW. 

c) Rencana Tindak (Action Plan): 

1) Menyusun Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata (RIPP). RIPP dimaksudkan agar 

pengembangan pariwisata dan sektor terkait akan 

berkembang dengan sinergis dan berkelanjutan. 

2) Bekerjasan1a dengan pengusaha jasa pariwisata 

(Biro perjalanan wisata-BPW, Perhimpunan Hotel 

dan Restoran lndonesia-PHRI, Himpunan Usaha 

Rekreasi da11 Hiburan Umum-HIPERHU, dan 

Himpunan Pramuwisata Indonesia - HPI, untuk 

mempromosikan ODTW baik untuk wisatawan 

domestik ma.pun manca negara. Kerjasama ini 

dimaksudkan agar pengembangan dan promosi 

sektor pariwi~ata meqjadi cepat dan tanggung jawab 

bersama. 

3) Melakukan perbaikan sarana jalan menuju ODTW. 

Program ini dikamsudkan untuk mempermudah 

akses menuju ODTW menjadi mudah dan cepat, 

karena sebagian besar jalan menuju ODTW masih 

tanah liat dan sulit dilalui. 

4) Mengembangkan sarana angkutan menuju ODTW. 

Program ini <limaksudkan untuk mempermudah bagi 
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calon wisatawan menuJu lokasi ODTW bagi 

wisatawan yang tidak memiliki atau membawa 

sarana angkutan. 

5) Membentuk kelompok usaha jasa pariwisata, antara 

lain: memperbanyak pramuwisata, mengembangkan 

hotel - restoran, membentuk asosiasi biro perjalanan 

wisata, mengembangkan hiburan wisata. 

6) Bekerjasama dengan investor untuk membangun 

ODTW. Bahwa pengembangan ODTW tidak hanya 

tergantung pada biaya APBD, tetapi dapat 

menggalang kerjasama dengan investor untuk 

pembangunan dan pengembangan ODTW baik 

dalam bentuk built operate and transfer (BOT) 

maupun built transfer and operate (BTO). 

7) Penyempurnaan perda tentang: pajak dan retribusi 

rekreasi dan hiburan umum; pajak dan retribusi 

ODTW. Berkembangnya ODTW dan usaha jasa 

pariwisata memerlukan perbaikan dan perluasan 

peraturan obyek pajak dan retribusi serta 

penyesuaian -- penyesuaian regulasi. 

8) Mengadakan pelatihan kepada masyarakat untuk 

membuat kerajinan (hand craf) untuk wisatawan. 

Pelatihan ini sebagai upaya untuk pengembangan 

potensi daerah sebagai ciri khas daerah dan potensi 
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masyarakat, untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi masyarakat lokal dan melengkapi 

perkembangan pariwisata. 

2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika 

Jenis Obyek: Retribusi Uji-Kir, parkir, terminal dan 

usaha angkutan, dan ijin trayek 

a) Strategi: 

1) Pengembangan sumberdaya manusia aparatur 

pengelola transportasi. 

2) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi. 

3) Optimalisasi potensi aset transportasi. 

4) Peningkatan pajak dan retribusi sektor transportasi. 

b) Program: 

1) Penambahan dan pengembangan SDM (pelaksana 

teknis Uji-KIR). 

2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi 

transportasi. 

3) Pengembangan prasarana pendukung (terminal, 

fasilitas rambu, markajalan, halte, shelter). 

4) Peningkatan ketersediaan angkutan kota - desa, 

bus, dan sarana angkutan lainnya. 

5) Penyusunan raperda di bidang transportasi. 
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d) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Secara bertahap menambah jumlah tenaga teknis 

Uji-Kir, sehingga pelayanan dapat dioptimalkan. 

Penambahan ini tidak hanya mengintensifkan SDM 

di dinas perhubungan, tetapi bisa menambah SDM 

dengan kontrak kerj a dengan pihak ketiga -

masyarakat. 

2) Melakukan pendataan terhadap seluruh angkutan di 

Kabupaten Lamandau baik yang dimiliki secara 

pribadi maupun yang dimiliki perusahaan. Program 

ini dimaksudkan agar diketahui seluruh potensi 

kendaraan yang wajib KIR. 

3) Meningkatkan kualitas peralatan dan pelayanan 

Uji-Kir, sehingga masyarakat te11arik melakukan 

Uji-Kir di Lamandau. 

4) Melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan 

agar bersedia melakukan Uji-Kir di Lamandau. 

Maksudnya bahwa masyarakat Lamandau belum 

seluruhnya melakukan Uji-Kir di Lamandau karena 

tidak mengetahuinya, sehingga masih banyak yang 

melaksanakan Uji- Kir di tempat lain. 

5) Melakukan sosialisasi dan meyakinkan masyarakat 

agar mau berinvestasi di sektor angkutan darat. 

Program ini dimaksudkan bahwa masyarakat 
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bersedia untuk berinvestasi di sektor angkutan 

darat yang lebih menjanjikan perkembangannya 

dibanding berinvestasi di sektor angkutan sungai. 

6) Membuka jalur angkutan antar Desa/Kecamatan. 

Pembukaan jalur transportasi baru dilakukan secara 

bertahap sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan masyarakat. 

7) Merumuskan dan menetapkan Perda tentang 

Retribusi Parkir. Retribusi parkir, saat ini hanya 

dikenakan di pasar Nanga Bulik, sementara banyak 

potensi parkir belum dikenakan pemungutan 

retribusi. Sehubungan dengan kondisi semacam ini, 

perda retribusi parkir perlu direvisi. 

8) Menambah beberapa sarana dan prasarana 

penunjang operasional terminal. Penambahan ini 

dimaksudkan untuk 

9) mendukung aktivitas di lingkungan terminal, 

sehingga dapat menambah obyek retribusi. 

10) Melakukan ekstensifikasi pungutan retribusi parkir 

di beberapa tempat (selain di terminal). 

11) Mengintensitkan berlakunya retribusi parkir 

berlangganan. Parkir berlangganan dikenakan pada 

setiap pemilik kendaraan bermotor, dan 
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pemungutannya dikenakan pada saat pemilik 

kendaraan bermotor membayar pajak STNK. 

12) Penambahan SDM untuk intensifikasi dan 

ekstensifikasi retribusi parkir dilakukan secara 

bertahap. Penambahan SDM dengan bertahap 

diharapkan agar kinerja SKPD lebih optimal. 

Penambahan tidak selalu mengangkat pegawai 

negeri, tetapi bisa melalui kerjasama dengan pihak 

ketiga - masyarakat, sehingga tidak membebani 

APBD. 

3. Dinas Pekerjaan Umum 

Jenis Obyek: Retribusi Sewa Alat Berat 

a) Strategi: 

1. Pemanfaatan dan penggunaan alat berat dan 

pendukungnya. 

2. Peningkatan retribusi sewa alat berat dan 

pendukungnya. 

b) Program: 

1) Optimalisasi penggunaan alat berat untuk beberapa 

pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi 

PU. 

2) Optimalisasi pemanfaatan alat berat melalui 

kerjasama dengan pihak ketiga. 
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c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Pengadaan sarana mobilisasi alat berat, sehingga 

biaya mobilisasi alat berat dapat ditekan dan dapat 

bersaing dengan rental lain. Pengelolaan alat berat 

tanpa didukw1g oleh alat mobilisasi menyebabkan 

total biaya sewa menjadi tinggi, dan menyulitkan 

bagi penyewa kalau alat mobilisasi diambilkan dari 

rental lain. 

2) Optimalisasi pemanfaatan alat berat, sehingga 

biaya pemeliharaan tidak menggantungkan subsidi 

dari APBD. Pemanfaatan atau pengguna-usahaan 

alat berat (aset) dalam bentuk sewa, pinjam pakai 

diharapkan mendatangkan retribusi. 

3) Peningkatan usaha Dinas Pekerjaan Umum untuk 

melakukan kerjasama dengan perkebunan besar 

dan kontraktor lain yang membutuhkan alat berat, 

agar menggunakan alat berat di Dinas Pekerjaan 

Umum. Pemanfaatan alat berat dalam hal ini bisa 

dilakukan oleh pengelola (Dinas PU), ketika tidak 

digunakan untuk pekerjaan sendiri atau pada waktu 

pekerjaan di Dinas PU tidak menggunakan. 
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4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Jenis Obyek: Retribusi Pelayanan Administrasi 

Kependudukan 

a) Strategi: 

1) Peningkatan layanan administrasi kependudukan 

bagi masyarakat. 

2) Peningkatan pengendalian mobilitas penduduk. 

3) Peningkatan pajak dan retribusi administrasi 

kependudukan. 

b) Program 

1) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki 

dokumen kependudukan. 

2) Peningkatan layanan dokwnen kependudukan 

dengan biaya terjangkau dan proses cepat. 

3) Peningkatan pemantauan dan pengendalian 

mobilitas penduduk. 

4) Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi dokumen 

kependudukan. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Sosialisasi ke tiap desa/kelurahan, berkenaan dengan 

pentingnya dokumen kependudukan (KTP, KK, 

Akte Kelahiran, dan surat - surat lainnya). Dengan 

sosialisasi ini data kependudukan menjadi benar dan 
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dapat dipantau perkembangannya, kendatipun 

mobilisasi penduduk sangat tinggi. 

2) Bekerjasama dengan instansi lain agar menggunakan 

KTP atau memilik NIK sebagai salah satu 

persayaratan untuk mengurus administrasi. 

3) Intensifikasi pelayanan pengurusan KTP dan 

identitas diri yang lain perlu dilaksanakan oleh 

Disduk-Capil secara periodik (berkala) di 

Kecamatan dan atau di Desa. Dengan program ini 

diharapkan setiap penduduk memiliki KTP dan 

kebenaran, kependudukan dapat dijamin 

validitasnya, dan biaya pengurusan menjadi murah. 

4) Memfungsikan Sekdes sebagai penanggung jawab 

administrasi kependudukan di wilayahnya. 

Pemfungsian sekdes diharapkan bahwa pencatatan 

dokumen kependudukan dapat dilakukan dengan 

bcnar. 

5) Menetapkan perda tentang pajak/retribusi orang 

asmg yang masuk ke Kabupaten Lamandau. 

Program ini dilakukan karena akhir - akhir ini 

banyak penduduk di luar Lamandau yang datang 

dengan tujuan bisnis atau berwisata, karena itu bagi 

orang yang datang perlu dipungut pajak atau 

retribusi. 
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6) Menetapkan perda tentang retribusi perpindahan 

penduduk antar wilayah. Mobilisasi penduduk 

sangat tinggi karena wilayah baru berkembang, 

karena itu ada peluang bagi Disduk-Capil untuk 

meningkatkan retribusi pada obyek ini. 

5. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 

Jenis Obyek: Pengembangan Sektor Pertanian, 

Peternakan, Dan Perikanan 

a) Strategi: 

1) Penggunaan dan pemanfaatan balai pembibitan 

bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. 

2) Pengembangan sarana dan prasarana bidang 

pe1ianian, petemakan, dan perikanan. 

3) Peningkatan retribusi, dan hasil pengelolaan sarana 

dan prasarana pertanian, petemakan, dan 

perikanan. 

b) Program: 

1) Penyusunan Raperda pengelolaan bi dang 

Pertanian, Pctemakan dan Perikanan. 

2) Optimalisasi sarana dan prasarana, dan balai 

pembibitan di bidang Pertanian, Perikanan, dan 

Petemakan. 

3) Pembinaan masyarakat petani dan petemak. 
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4) Pengawasan hasil produk di bidang Pertanian, 

Perikanan, dan Peternakan. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Merumuskan dan menetapkan Perda pengelolaan 

di balai pembibitan bidang Perikanan, Petemakan, 

dan Pertanian. Program ini dimaksudkan bahwa 

pengelolaan di ketiga bidang 1111 dapat 

dikembangkan dan tidak sampai menyalahi sistem 

dan mekanisme kerj a. 

2) Merumuskan dan menetapkan Perbup atau SK 

Bupati yang mengatur tentang: 

3) Model kerjasama pengelolaan antara pemerintah 

Kabupaten Lamandau (Dinas terkait) dengan 

swasta (masyarakat), misalnya KSO atau 

coproduction di bidang pertanian, petemakan, dan 

perikanan. 

4) Pembagian hasil kerjasama, baik untuk pengelola, 

dinas, kasdc., dan masyarakat. 

5) Seluruh biaya operasional dan pemeliharaan 

inventaris dalam kerjasama ini menjadi tanggung 

jawab bersama, dan tidak perlu subsidi dari APBD 

secara periodik. 

6) Penambahan kebutuhan SOM dilakukan secara 

bertahap. Hal ini dilakukan untuk memenuhi 
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kebutuhan tenaga teknis yang dibutuhkan. 

Pemenuhan kebutuhan SDM teknis dapat 

diserahkan pada pengelola dengan merekrut tenaga 

dari masyarakat atau tanpa harus diambilkan dari 

PNS. 

7) Peningkatan pengawasan terhadap hasil produk 

bidang pe1ianian, peternakan dan perikanan, baik 

yang dikelola di balai pembenihan maupun yang 

dibudidayakan oleh petani dan petemak. 

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM 

Jenis Obyek: Pajak dan Retribusi Usaha 

Pcdagangan dan UMKM 

a) Strategi: 

1) Pengcmbangan usaha pcrdagangan dan UMKM 

2) Peningkatan retribusi dan pajak perdagangan dan 

UMKM. 

3) Pembinaan dan pendataan terhadap 

pengembangan usaha perdagangan dan UMKM 

b) Program: 

1) Penyusunan Rapcrda bidang perdagangan dan 

UMKM. 

2) Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi dan pajak 

untuk perdagangan dan UMKM. 
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3) Pembinaan dan pendataan tentang potensi dan 

perkembangan usaha perdagangan dan UMKM. 

4) Mendorong dan menfasilitasi peningkatan 

kerjasama di bidang investasi antara instansi 

terkait dengan dunia usaha baik di lokal maupun 

di luar Lamandau. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Mcrumuskan dan mcnctapkan regulasi (perda) 

yang mengatur tentang retribusi pertokoan, 

warung, dan usaha lain di pinggir jalan serta 

kawasan pemukiman. Penetapan perda ini akan 

meningkatkan PAD, karena perkembangan usaha 

perdaganai.1 sektor informal dan UMKM 

berkembang pesat. 

2) Pendataan terhadap pertokoan, warung, dan usaha 

lain di pinggir jalan serta kawasan pemukimai.1. 

Diharapkan potensi sektor ini dapat diketahui 

jumlahnya, sehingga memudahkan prediksi 

potensi pendapatannya. 

3) Mengintensifkan penarikan retribusi pertokoan, 

warung, usaha di penggiran jalan dan 

pemukimai.1. 

4) Revisi perda tentang ijin usaha rumah barak, yang 

meliputi: 
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a) Menurunkan retribusi IJm usaha rum.ah 

barak, 

b) Memungut retribusi bulanan kepada 

pengelola usaha rumah barak, 

c) Jangka waktu her-regrestasi usaha rum.ah 

barak diperpendek, 

d) Biaya hcr-rcgrestasi usaha rumah barak 

dinaikkan. 

Revisi ini dimaksudkan bahwa biaya ijin usaha 

rumah barak dan her-registrasi terlalu mahal, 

sehingga masyarakat enggan melakukan ijin dan 

membayamya. Sementara iuran bulanan tidak ada 

pcmungutan, paJahal yang bcrkontribusi besar 

terhadap pendapatan adalah iuran bulanan. 

7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Jenis Obyek: Perkebunan Sl-·rnsta Besar 

a) Strategi: 

1) Peningkatan pungutan (sumbangan) dari pemegang 

SPK perkebunan besar. 

2) Pengawasan terhadap produk bidang perkebuan 

besar, sehingga keteledoran yang dilakukan oleh 

pemegang SPK pcrkebunan bcsar Jiminimalkan. 

3) Optimalisasi aset daerah (lahan perkebunan) dengan 

pihak ketiga (pengusaha). 
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b) Program: 

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pungutan 

pada pemegang SPK perkebunan besar. 

2) Peningkatan pengawasan terhadap hasil produk 

bidang perkcbuan besar, sehingga kesalahan dapat 

diminimalkan. 

3) Peningkatan pengawasan terhadap kinerja 

Perusahaan Daerah yang mengelola perkebunan 

besar, sehingga kinerja dapat ditingkatkan. 

4) Pemanfaatan aset daerah (lahan perkebunan) dengan 

pihak ketiga (pengusaha). 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

Rencana Jangka Pendek: 

1) Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap arus 

lalu lintas produksi komoditas kelapa sawit, 

sehingga kecurangan laporan dapat diminimalkan. 

Dalam kontc~s ini pemerintah (dinas terkait) secara 

kontinyu melakukan pengawasan terhadap arus lalu 

lintas pengangkutan produk. 

2) Meningkatkan intensifikasi pemungutan, sehingga 

para pengusaha kelapa sawit bersedia memberikan 

kontribusi sesuai dengan SPK yang telah 

ditandatangani. 
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3) Melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga untuk 

melaksanakan pengawasan (mencatat) arus lalu 

lintas kelapa sawit. 

Rencana Jangka Panjang: 

1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten 

Lamandau, melalui Perusahaan Daerah kepada 

Perusahaan besar kelapa sawit. Penyertaan modal 

(direct placement) dalam kerjasama tidak selalu 

menyertakan modal dalam bentuk uang, tetapi bisa 

dalam bentuk modal aset atau otoritas. 

2) Melakukan p~ngawasan tcrhadap kinerja Perusahaan 

Daerah. Kinerja perusahaan daerah diupayakan 

dievaluasi dan dimonitoring secara periodik dengan 

tujuan untu~ mengoptimalkan kinerjanya, dan 

termasuk memberikan sanksi manakala kinerjanya 

kurang baik. 

Jenis Obyek: Perkebunan Rakyat 

a) Strategi: 

1. Peningkatan pajak dan retrubsi dari perkebunan 

rakyat. 

2. Pembinaan petani dalam upaya untuk 

meningkatkan produksi perkebunan rakyat. 
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3. Optimalisasi pengelolaan lahan perkebunan 

rakyat dan peningkatan pendapatan rakyat petani 

di perkebunan. 

b) Program: 

1. Penyusunan rapcrda pcmungutan komoditas hasil 

perkebunan rakyat. 

2. lntensifikasi dan ckstensifikasi pungutan 

komoditas hasil perkebunan rakyat. 

3. Penyediaan sarana, prasarana, dan pasar output 

untuk perkebunan rakyat. 

4. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait 

dalam mengelola produk perkebunan rakyat. 

5. Peningkata.n pcngawasan tcrhadap hasil produksi 

perkebunan rakyat. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1. Merumuskan dan menctapkan dasar hukum 

(perda, atau peraturan lain) tentang pemungutan 

komoditas hasil pcrkebunan rakyat. Sampai saat 

im dinas terkait tidak bisa mengenakan 

pemungutan terhadap hasil produksi perkebunan 

rakyat, karena tidak ada dasar hukumnya. 

2. Pendataan potensi basil dan luas wilayah 

perkebunan rakyat. Program ini dimaksudkan 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 156 

42713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

untuk mengetahui jumlah dan jenis potensi 

produk perkebunan rakyat di tiap musim. 

3. Dibentuk pasar lelang dan atau Pasar lnduk 

Agrobisnis, sebagai media 

mempertcmukan 

konsumen. 

pro<lusen (petani) 

untuk 

dan 

4. Merumuskan dan menetapkan regulasi (perda 

atau peraturan lain) sebagai dasar pemungutan 

retribusi untuk sirkulasi jual beli barang di pasar 

lelang, dan retribusi lain yang terkait. Dengan 

ditemukannya kepentingan produsen dan 

konsumen di pasar lelang, arus lalu lintas barang 

diperkirakan tinggi, karena ini harus diiringi 

dengan regulasi pemungutan retribusi. 

5. Adanya political will pemerintah, kerjasama 

antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam 

mewuj udkan pembangunan pasar lelang dan atau 

Pasar Induk Agobisnis. Pembangunan pasar 

lelang dapat dibiayai melalui APBD atau 

mengundang investor untuk membangunnya 

dengan pola kerjasama BOT atau BTO. 

6. Melakukan koordinasi antar instansi terkait 

dalam pcngelolaan pasar lelang dan atau Pasar 

lnduk Agrobisnis (antara lain: DPPKAD, 
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DISHUTBUN, DISINDAGKOP-UMKM, dan 

Dinas PU). Program ini dimaksudkan kalau 

pembangunan pasar dilakukan pemerintah 

sendiri, bisa meringankan beban biaya 

pembangunan bila adanya koordinasi, dan 

mengurang1 overlapping pembagian kerja antar 

instansi. 

7. Bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk 

melalukan pendataan, pengawasan, dan 

pengelolaan. 

Jenis Obyek: Hasil Hutan Kayu 

a) Strategi 

1. Peningkatan pungutan (sumbangan) dari 

pemegang SPK pencbangan kayu 

2. Peningkatan pengawasan terhadap produk hutan 

(kayu). 

3. Optimalisasi aset dacrah - nagara (lahan 

kehutanan) dengan pihak ketiga (pengusaha -

masyarakat). 

b) Program: 

1. Peningkatan pengawasan terhadap penebangan 

dan pengangkutan kayu. 

2. Intensifikasi dan ckstensifikasi terhadap pungutan 

pada pemegang SPK untuk HPH kayu. 
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3. Pernanfaatan aset daerah - negara (hutan) dengan 

pihak ketiga (pengusaha - rnasyarakat). 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap 

penebangan dan pengangkutan kayu, sehingga 

kecurangan laporan dapat dirninirnalkan. 

2. Meningkatkan intensifkasi pernungutan, sehingga 

para pengusaha kayu bersedia rnernberikan 

kontribusi sesuai dengan SPK yang telah 

ditandatangani. Program inidirnaksudkan untuk 

memo ti va:.;i pemegang SPK yang tidak mau 

rnernbayar surnbangan sesuai dengan target yang 

disepakati. terrnasuk penebangan yang 

rnelampaui batas kctcntuan. 

3. Melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga 

untuk melaksanakan pengawasan dalarn 

pencbangc.n dan pengangkutan kayu. 

4. Bekerjasarna dengan pihak ketiga (pengusaha dan 

rnasyarakat) untuk rnengelola lahan hutan paska 

penebangaJ1. Dengan maksud bahwa hutan yang 

telah ditebang perlu adanya reboisasi. 
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Jenis Obyek: Hasil Hutan Non-Kayu 

a) Strategi 

I) Peningkatan pajak dan retrubsi dari hasil hutan 

non-kayu. 

2) Pembi11aan pctani dalam upaya untuk 

meningkatkan produksi hutan non-kayu. 

3) Optimalisasi pengelolaan lahan hutan dan 

pe11i11gkat<m pe11dapatan peta11i pe11gelola huta11 

non-kayu. 

b) Program: 

1. Penyusu11a11 raperda pemu11guta11 hasil huta11 non­

kayu. 

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan hasil 

hutan non-kayu 

3. Penyediaan sarana, prasarana, dan pasar output 

untuk hasil hutan non-kayu. 

4. Pcningkatan koordinasi antar instansi terkait 

dalam mengelola hasil hutan non-kayu. 

5. Peningkatan pengawasan terhadap hasil hutan 

11011-kayu. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1. Merumuskan da11 menetapkan dasar hukum 

(perda, atau pcraturan lain) tentang pemungutan 

komuditas hasil hutan non-kayu. Dengan perda 
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ini, adanya legalisasi pemungutan terhadap hasil 

hutan non-kayu atau tidak terjadi pemungutan 

liar. 

2) Pendataan jenis dan potensi hasil hutan non-kayu, 

dengan maksud dapat dikctahui potcnsi yang bisa 

dikembangkan. 

3) Dibentuk pasar lelang dan atau Pasar Induk 

Agrobisnis, sebagai media untuk 

mempertemukan produsen hasil hutan non-kayu 

dengan konsumen. Dengan adanya pasar ini, 

pctani termotivasi untuk memproduksi produk 

hutan non-kayu, dan memudahkan mereka untuk 

menjual hasil produknya. 

4) Merumuskan dan menctapkan regulasi (perda 

atau peraturan lain) sebagai dasar pemungutan 

retribusi untuk sirkulasi jual beli barang di pasar 

lelang, dan retribusi lain yang terkait. Dengan 

banyaknya arus jual beli di pasar lelang 

memberikan peluang untuk peningkatan retribusi, 

karena itu dasar hukum pemungutan harus 

disesuaikan. 

5) Adanya political will pemerintah kerjasama 

antara lembaga legislatif dan eksekutif, dalam 

mewujudkan pembangunan pasar lelang dan atau 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 161 

42713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

Pasar Induk Agrobisnis. Dana pembangunan 

dapat dian1bil dari APBD, atau melalui kerjasama 

dengan pengusaha untuk membangun pasar baik 

dengan cara BOT atau BTO. 

6) Melakukan koordinasi antar instansi terkait 

dalam pembangunan dan pengelolaan pasar 

lelang dan atau Pasar Induk Agrobisnis (antara 

lain: DPPKAD, DISHUTBUN, DISINDAGKOP­

UMKM, dan Dinas PU). 

7) Bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk 

mclalukan pendataan, pcngawasan, dan 

pengelolaan. Melalui kerjasama ini, pemerintah 

tidak perlu mengeluarkan anggaran rutin, tetapi 

kinerja dinas dan pendapatan reribusi dapat 

ditingkatkan dengan cara kontrak kerja. 

8. Dinas Pertambangan dan Energi 

Jenis Obyek: Pcrusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan 

a) Strategi: 

1) Pcningkatan pw1gutan (sumbangan) dari pcmegang 

SPK pertambangan. 

2) Pengawasan terhadap produk eksploitasi 

pcrtambangan. 
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3) Optimalisasi aset daerah - nagara (potensi 

pertambangan) dengan pihak ketiga (pengusaha -

masyarakat ). 

b) Program: 

1) Peningkatan pengawasan terhadap produk 

eksploitasi pertambangan. 

2) Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pungutan 

pada pemegang SPK usaha eksplorasi dan 

eksploitasi pertambangan. 

3) Pemanfaatan asct daerah - negara (potensi 

pertambangan) dengan pihak ketiga (pengusaha -

masyarakat), melalui Perusahaan Daerah. 

4) Peningkatan pcngawasan terhadap kinerja 

Perusahaan Daerah. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

Rencana Jangka Pendek: 

1) Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap 

produksi tambang, sehingga kecurangan laporan 

dapat diminimalkan. Hal ini dilakukan agar ada 

kesesuaian antara produk yang ditambang dengan 

laporan yang dilaporkan ke dinas terkait. 

2) Meningkatkan intensifikasi pemungutan, sehingga 

para pengusaha pertambangan bersedia 

memberikan kontribusi sesuai dengan SPK yang 
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telah ditandatangani. Dengan intensifikasi ini, 

kekeliruan antara yang dilaporkan dan realitas 

eksploitasi dapat diminimalkan. 

3) Melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga 

untuk mclaksanakan pengawasan kegiatan 

penambangan. Program ini dilaksanakan karena 

kekurang SOM di dinas terkait, sehingga untuk 

meningkatkan kinerja pengawasan dibutuhkan 

tenaga melalui kontrak kerja. 

Rencana Jangka Panjang: 

1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten 

Lamandau, melalui Perusahaan Daerah kepada 

Perusahaan pertambangan. Dimaksudkan bahwa 

penyertaan modal pemerintah daerah cukup 

bermodal kewenangan dan lahan (aset) yang 

dimiliki. 

2) Mclakukan p\.!ngawasan krhdap kinerja 

Perusahaan Daerah. Manakala kinerja Perusahaan 

Daerah tidak sesuai dengan tupoksinya, perlu 

diberikan s&nksi. 

Jenis Obyek: Pertambangan Rakyat 

a) Strategi 

1) Peningkatan retribusi I pajak pada obyek 

pertambangan rakyat. 
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2) Pengawasan terhadap pelaksanaan eksploitasi 

pertambangan rakyat. 

b) Program 

1) Penyusunan Raperda tentang pernungutan 

eksploitasi pcrtambangan rakyat. 

2) Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pada 

obyek pertarnbangan rakyat. 

3) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan 

eksploitasi pertarnbangan rakyat. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Merumuskan dan menetapkan dasar hukum (perda 

dan lainnya) tentang pernungutan terhadap 

eskploitasi pertarnbangan rakyat (biji ernas). 

Dengan dasar hukum ini, dinas terkait tidak 

kesulitan untuk rnernungut pajak - retribusi 

terhadap penarnbang rakyat. 

2) Pemetaan potensi dan luasan wilayah bahan galian 

golongan C. Tujuannya adalah untuk rnengetahui 

potensi secara keseluruhan potensi wilayah bahan 

galian C. 

3) Penetapan Wilayah Pertarnbangan Rakyat (WPR). 

Dimaksudkan dengan adanya pernbagian WPR 

yang jelas, dapat diprediksi potensi pajak yang 

dihasilkan. 
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4) Penetapan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). 

Dimaksudkan untuk mengawasi dan mengurangi 

para penambang liar. 

5) Melakukan kontrak kerja dengan masyarakat untuk 

mclaksanakan pemungutan pajak bahan galian 

golongan C yang dilakukan di pertambangan 

rakyat. 

9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Dae rah 

Jenis Obyek: Pajak Hotel 

a) Strategi 

I) Peningkatan pendapatan dari pajak hotel dan 

pengmapan 

2) Pengawasan terhadap kincrja usaha hotel dan 

penginapan 

b) Program 

1) Intcnsifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari 

pajak hotel dan penginapan. 

2) Peningkatan pengawasan terhadap usaha hotel dan 

penginapan. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

I) Mengintruksikan kepada pengusaha hotel dan 

penginapan untuk melaporkan jumlah kamar hotel 

dan penginapan yang dimiliknya beserta tarifnya. 
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Dengan kebenaran laporan, diharapkan 

perkembangan usaha hotel dan penginapan dapat 

diketahui dengan akurat. 

2) Mengintruksikan kepada pengusaha hotel dan 

penginapan untuk melaporkan secara rutin (bulanan) 

ten tang tingkat hunian kamar ( occopation rate). 

Program ini dimaksudkan bahwa pendapatan dari 

usaha hotel dan penginapan dapat diketahui dengan 

jelas perkembanganya. 

3) Mengintruksikan kepada pengusaha hotel dan 

pcnginapan untuk melakukan pembukuan secara 

tertib, sehingga kesalahan dalam rnernbayar bajak 

dapat diminirnalkan. 

4) Membuat standarisasi administrasi pembukuan hotel 

dan penginapan untuk rnernudahkan perneriksaan 

dan pengawasan. 

5) Dinas terkait (DPPKAD) melakukan cross-check 

terhadap laporan pengusaha hotel dan pengmapan. 

Program ini dirnaksudkan untuk rnerninirnalkan 

ketidakbenaran laporan dari pcngusaha hotel dan 

pengmapan. 
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Jenis Obyek: Pajak Restoran 

a) Strategi 

1) Peningkatan pendapatan dari pajak restoran, rurnah 

rnakan, dan warung makan. 

2) Pengawasan terhadap kinerja usaha restoran, rumah 

makan, dan warung makan. 

b) Program 

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari 

pajak restoran, rumah makan, dan warung makan. 

2) Peningkatan pengawasan terhadap usaha restoran, 

rumah makan, dan warung makan. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Mengintruksikan kepada pengusaha restoran, rumah 

makan, dan warung makan untuk melakukan 

pencatatan atas transaksi yang terjadi. Program ini 

dimaksudkan bahwa pendapatan dari pajak restoran, 

rumah makan, dan warung makan dapat diketahui 

denganjelas i:)Otensi pajak. 

2) Melakukan pendataan secara rutin terhadap usaha 

restoran dan rumah makan, dan warung makan. 

Melalui kegiatan ini perkembangan potensi usaha 

restoran, rumah makan, dan warung makan dapat 

diketahui dengan benar. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 168 

42713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

3) Melakukan sosialisasi kepada pengusaha restoran 

dan rumah makan agar mendaftarkan diri sebagai 

wajib pajak dan memberi sanksi bila tidak mau 

mendaftar. Kegiatan m1 dimaksudkan agar 

kesadaran pl:ngusaha restoran, rumah makan, dan 

warung makan untuk membayar pajak menjadi 

meningkat. 

4) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap usaha 

restoran, rumah makan, dan warung makan. 

5) Secara bertahap menambah SDM di DPPKAD. 

Penambahan SDM dilakukan dengan mengangkat 

pegawai tetap atau melakukan kontrak kerja dengan 

pihak ketiga. 

Jenis Obyek: Pajak Reklame 

a) Strategi 

1) Peningkatan pendapatan daerah dari pajak reklame. 

2) Pengawasan terhadap wajib pajak dan obyek pajak 

reklame. 

3) Peningkatan kinerja sumberdaya aparatur pemungut 

pendapatan pajak reklame. 

b) Program 

1 ) Intensifikasi dan ekstensi fikasi pendapatan dari 

pajak reklame. 
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2) Peningkatan pengawasan terhadap subyek dan obyek 

pajak reklame. 

3) Penambahan sumberdaya manus1a aparatur 

pendapatan, khususnya pajak reklame. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Melakukan koordinasi intensif antara DPPKAD 

dengan kantor perijinan, sehingga dapat diketahui 

tambahan wajib pajak reklame. Kegiatan ini 

dilakukan karena kantor perijinan tidak memberikan 

laporan tentang wajib pajak reklame baru, sehingga 

DPPKAD tidak bisa memungut pajaknya. 

2) Melakukan pendataan ulang tentang reklame yang 

dipasang oleh wajib pajak. Dimaksudkan untuk 

mencocokkan kebenaran wajib pajak reklame di 

lapangan dengan wajib pajak reklame yang terdaftar 

dan yang membayar kewajibannya. 

3) Melakukan wsialisasi kepada masyarakat tentang 

ijin dan pajak reklame. Dimaksudkan untuk 

mengurangi pajak reklame yang tidak membayar 

pajak, dan tidak ijin ketika memasang reklame. 

4) Memberikan tanggal jatuh tempo masa ijin reklame 

pada setiap reklame yang dipasang. Dimaksudkan 

bahwa setiap reklame yang dipasang perlu diberi 

tanggal jatuh tempo, untuk memudahkan 
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pengawasan bagi reklame yang masa berlakunya 

habis. 

5) Memberikan sanksi pada wajib pajak reklame yang 

tidak membayar pajak, dan wajib pajak reklame 

yang masa berlaku ijinnya habis. 

6) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap obyek 

reklame. Dimaksdukan agar kesalahan laporan dari 

pajak reklamc dapat diminimalkan. 

7) Secara bertahap menambah SDM di DPPKAD. 

Pcnambahan sumbcradaya aparatur dilakukan 

dengan mengangkat pegawai tetap, mengangkat 

tanaga honorer atau kontrak kerja dengan pihak 

ketiga. 

Jenis Obyek: Pajak Penerangan Jalan 

a) Strategi 

1) Peningkatan daya listrik untuk memenuhi 

berkembangnya kebutuhan konsumen. 

2) Pcningkatan layanan konsumen. 

3) Peningkatan transparansi pengelolaan listrik. 

b) Program 

1) Penambahan daya listrik untuk memenuhi 

berkembangnya kebutuhan konsumen. 

2) Peningkatan layanan listrik bagi konsumen lama dan 

konsumen baru. 
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3) Peningkatan tansparansi pengelolaan listrik. 

4) Pengembangan penyediaan layanan listrik bagi 

konsumen yang bertempat tinggal jauh dari jaringan 

listrik 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1 ) Koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan 

pengelolan PLN, untuk merumuskan solusi dari 

keterbatasan Jaya yang dimiliki PLN. 

2) Transparansi pengelola PLN kepada Pemkab 

Lamandau tentang jumlah daya yang dimiliki, 

kebutuhan daya, dan anggaran yang dibutuhkan. 

3) Penetapan peraturan bersama antara PLN dan 

Pemkab Lamandau, tentang biaya pemasangan 

listrik barn, baik jarak pendek maupun jarak jauh. 

4) Pemerintah mendorong PLN agar melakukan 

penambahan daya dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen seeara bertahap. 

5) Pembangunan pembangkit listrik secara mandiri 

(non-PLN) di tempat - tempat tertentu, misalnya 

micro-hydro 
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Jenis Obyek: Pajak Hiburan 

a) Strategi 

1) Peningkatan pendapatan dari pajak hiburan. 

2) Pengembangan dan pembinaan seni, budaya, dan 

cagar alam. 

b) Program 

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak 

hiburan 

2) Penyelenggaraan pentas seni dan budaya. 

3) Pembinaan seni dan budaya. 

4) Pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah 

kepurbakalaan dan benda cagar budaya. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Peningkatan penyelenggaraan pentas seni dan 

budaya, dengan tujuan untuk memacu tumbuh 

kembangnya tempat hiburan tetap. 

2) Peningkatan pembinaan seni dan budaya, dengan 

tujuan potensi seni dan budaya yang menjadi cirri 

khas daerah dapat dijadikan item pertunjukan, 

dipeliharan, dan berkembang. 

3) Peningkatan pelestarian kekayaan budaya yang 

meliputi sejarah kepurba-kalaan dan benda cagar 

budaya, agar sejumlah peninggalan tidak hilang dan 

dapat dilestarikan. 
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4) Mengintensifkan petugas untuk memantau 

dilaksanakan pertunjukan hiburan, dengan tujuan 

pajak hiburan dapat meningkat 

5) Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun 

tempat- tempat hiburan yang menjadi kebutuhan 

masyarakat, dan khususnya kreativitas anak. Dengan 

bekerjasama ini pemerintah daerah tidak perlu 

mengeluarkan dana dari APBD tetapi dapat 

memiliki tempat hiburan. 

Jenis Obyek: Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

a) Strategi 

1) Peningkatan pendapatan dari kekayaan daerah 

(BMD) yang dipisahkan. 

2) Optimalisasi penggunausaahan kekayaaan daerah 

(BMD) yang dipisahkan. 

b) Program 

1) Pendataan tentang kekayaan daerah (BMD) yang 

dipisahkan. 

2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan 

kekayaan daerah (BMD) yang dipisahkan. 

3) Peningkatan dan optimalisasi penggunausahaan 

kekayaan daerah (BMD) yang dipisahkan. 
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c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Inventarisasi aset milik daerah Kabupaten 

Lamandau, sehingga dapat dioptimalisasikan 

penggunaan dan pemanfatannya. Dengan 

inventarisasi m1 diharapkan bahwa BMD yang 

bergerak atau tidak bergerak dapat digunakan dan 

dimanfaatkan ( dikerjasamakan) dengan pihak ketiga 

dengan optimal. Melalui kerjasama optimal m1 

diharapkan pendapatan asli daerah meningkat secara 

signifikan. 

2) Mcrumuskan dan mcnetapkan regulasi tentang 

pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan aset- aset 

milik daerah Kabupaten Lamandau. Regulasi ini 

dimaksudkan sebagai kelanjutan dari Permendagri 

nomor 1 7 T ahun 2007, dan dalam rangka efektifitas 

otonomi daerah. 

3) Pengelolaan dan pemanfaatan asct milik daerah 

dapat dilakukan dengan: 

a) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) 

b) Sewa, dan 

c) Pinjam Pakai (rujukan ini dapat dilihat pada PP 

no.6 tahun 2006 dan Permendagri nomor 17 

tahun 2087) 
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10. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah 

Jenis Obyek: Pelayanan perijinan terpadu 

a) Strategi: 

l) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan 

perij inan tcrpadu. 

2) Peningkatan pendapatan dari layanan penJman 

terpadu. 

3) Peningkatan kinerja layanan perijinan terpadu. 

b) Program 

l) Optimalisasi kinerja pelayanan terpadu. 

2) Penyusunan rencana sistem dan prosedur pelayanan 

penJman. 

3) Pemantapan koordinasi dan intemalisasi antar SKPD 

terkait. 

4) Peningkatan kualitas pelaksanan layanan terpadu. 

5) Penyusunan rencana tupoksi layanan terpadu, agar 

tidak overlapping dengan SKPD lain. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Pengadaan sarana dan prasarana serta lay-out (tata 

letak) yang layak, sebagaimana layaknya instansi 

layanan publik 

2) Peningkatan jumlah dan kualitas SDM, sehingga 

SDM kantor perijinan memiliki skill tentang standar 
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layanan baku atau standar layanan pnma, melalui 

Diklat atau Bintek. 

3) Merumuskan dan menetapkan sistem dan prosedur 

pdayanan perijinan dan pelayanan lain, agar 

resposibilitas dan akuntabilitas layanan dapat 

ditingkatkan. 

4) Melakukan sosialisasi lebih intensif kepada 

masyarakat tentang keberadaan kantor perijinan 

terpadu melalui berbagai media komunikasi. 

5) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait secara 

rutin, sehingga didapatkan manfaat: 

a) Pekerjaan yang ada kaitannya dengan SKPD 

lain dapat diselesaikan dengan cepat. 

b) Out put dari setiap perijinan perlu diketahui oleh 

SKPD lain. 

c) Penyempumaan terhadap SK pelimpahan 

wewenang, sehingga tidak terjadi overlapping 

antar kantor perijinan dengan SKPD lain. 

11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 

Jenis Obyek: Pajak Undian, Pajak Orang Asing, dan 

Retribusi Ketenaga Kerjaan 

a) Strategi 

I) Peningkatan pajak dan retribusi kegiatan undian, 

orang asing dan ketenaga kerjaan. 
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2) Peningkatan pengawasan perkembangan ketenaga 

kerjaan 

3) Peningkatan kualitas ketenaga kerjaan. 

b) Program 

1) Penyusunan raperda retribusi kegiatan undian, pajak 

orang asing, dan retribusi ketenaga kerjaan 

2) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi 

pendapatan paj ak dan retrusi kegiatan undian, orang 

asing dan ketenaga kerjaan. 

3) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja. 

4) Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. 

5) Meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan 

ketenagakerjaan. 

6) Meningkatkan harmonisasi hubungan antara tenaga 

kerja dengan lembaga pemberi kerja. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Merumuskan dan menetapkan perda tentang 

retribusi untuk kegiatan sosial (undian - undian atau 

kegiatan sosial lain yang bersifat bisnis). 

2) Merumuskan dan menetapkan perda tentang pajak 

orang asmg. 

3) Merw1rnskan dan menctapkan perda tentang 

retri busi ketenagakerj aan. 
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4) Mengintensifkan penarikan retribusi kegiatan 

undian, pajak orang asing dan pajak serta retribusi 

terkait dengan ketenagakerjaan. 

5) Mengadakan diklat kepada tenaga kerja yang 

memasuki pasar tenaga kerja, sehingga kualitas 

tenaga kerja menjadi trampil dan siap memasuki 

pasar tenaga kerja. 

6) Memfasilitasi bertemunya interaksi antara instansi 

penyedian tenaga kerja dan pencari kerja. Dengan 

demikian dapat meminimalkan pengangguran. 

12. Perusahaan Daerah Air Minum Trita Dharma 

Jenis Obyek: Pendapatan dari Produksi Layanan Air 

Min um 

a) Strategi 

b) 

1) Peningkatan kine1ja produksi air minum di PDAM. 

2) Peningkatan kualitas saluran distribusi air minum di 

PDAM. 

3) Peningkatan pendapatan dari layanan air minum di 

PDAM 

Program 

1) Peningkatan ketersediaan volume mr mm um di 

PDAM. 

2) Perbaikan saluran p1pa distribusi air nun um di 

PDAM 
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3) Perbaikan dan pemeliharaan mesm produksi air 

minum di PDAM. 

4) Peningkatan pengawasan kebocoran saluran 

distribusi air minum di PDAM 

5) Peningkatan layanan kebutuhan au mmum di 

PDAM 

6) Optimalisasi kekayaan aset (BMD) 

7) Peningkatan ke1jasama pemanfaatan aset (BMD) 

dalam layanan air minum di PDAM. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Penainbahan kapasitas reservoir, sehingga volume 

air yang dihasilkan semakin banyak, sehingga 

layanan menjadi lebih optimal. 

2) Perbaikan mesin yai1g tidak berfungsi, sehingga 

dengan perbaikan tersebut mesin dapat berfungsi 

sebagaimana mustinya dan pelayanan dapat 

dioptimalkai1. 

3) Pengadaan pipa penyedot (intake), karena kurang 

berfungsi akibat usianya yang tua. 

4) Pengadaan water mater induk untuk mengontrol 

kebocoran air di beberapa saluran distribusi. 
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5) Pengadaan manipol distribusi 1 (satu) unit, untuk 

meningkatkan kinerja pompa distribusi, karena saat 

ini manipol distribusi hanya 1 buah sementara 

pompa distribusi ada 2 buah. 

6) Perumusan dan penetapan Peraturan w1tuk merubah 

tarif PDAM per m3. Karena harga per m3 saat ini 

sudah tidak sesuai dengan harga di tingkat 

Kabupaten. Namun demikian penentuan harga juga 

harus di dasarkan pada klasifikasi wilayah. Minimal 

ada klasifikasi wilayah dengan harga yang berlainan. 

7) Pcningkatan kincrja layanan PDAM subsidi dari 

pemerintah Daerah baik berupa penyertaan modal 

maupun peralatan, dilakukan dengan cara Kerjasama 

Pemanfaatan (KSP). 

8) Untuk mewujudkan KSP perlu diterbitkan: 

a) Keputusan Bupati Kabupaten Lamandau tentang 

pemanfaatan asct - barang milik daerah. 

b) Perjanjian kerjasama antara pengelola aset 

dengan PDAM, yang mengatur mekanisme 

kerjasanrn. pembagian kcuntungan, dan hal - hal 

lain yang terkait. 
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13. Perusahaan Daerah Bajurung Raya 

Jenis Obyek: Pendapatan Pemanfaatan Aset-Barang 

Milik Daerah 

a) Strategi: 

1) Optimalisasi pemanfaatan (kerjasama pengelolaan) 

aset - barang milik daerah 

2) Peningkatan pendapatan dari pemanfaatan aset -

barang milik daerah. 

b) Program 

1) Penyusunan raperda tentang pedoman aset - barang 

milik daerah. 

2) Pemanfaatan (kerjasama pengelolaan) aset - barang 

milik daerah, di bida.ng perkebunan, pe1iambangan 

dan aset genset. 

3) Peningkatan kinerja Perusda. 

4) Intensifikasi dan ekstensifikasi pcndapatan dari 

pengelolaan serta pemanfaatan aset - barang milik 

daerah melalui kerjasama pengelolaan. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Merumuskan dan menetapkan peraturan (Peraturan 

Bupati) tentang pedoman pemanfaatan aset - barang 

milik daerah. Kebijakan ini sebagai kelarti utan dari 

Permendagri nonor 1 7 tahun 2007, sehingga 

pengelolaan dan pemanfaatan (kerjasama 
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pengelolaan) aset - barang milik daerah ada payung 

hukumnya. 

2) Memfungsikan pengelola aset - barang milik daerah 

dan atau perusda untuk memanfaatan dan mengelola 

asct di beberapa scktor, khususnya di sektor 

perkebunan danpertambangan, agar pendapatan dari 

sektor aset dapat ditingkatkan. 

3) Pola kerjasama di bidang perkebunan dan 

pertambangan dapat digunakan model sewa atau 

kerjasama pemanfaatan (KSP). Teknik dan pola 

pengelolaan perlu didasari oleh surat perjanjian 

kerjasama. 

4) Pola kerjasama dalam peningkatan layanan di 

bidang layanan listrik, dapat digunakan cara KSP, 

KSO, dan Sewa. Teknik dan pola pengelolaan dari 

cara - cara yang dipilih perlu didasari oleh 

pe1janjian ke1jasama atau sewa menyewa. 

14. Rumah Sakit Umum Daerah 

Jenis Obyek: Retribusi Jasa Layanan Rumah Sakit 

a) Strategi 

1) Peningkatan pendapatan dari layanan kesehatan di 

RSUD 

2) Peningkatan :ayanan kcpada pasien di RSUD. 
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3) Peningkatan pendapatan dari penggunaan Jasa 

transportasi an1bulance 

b) Program 

1) Pengadaan sarana dan prasarana layanan serta 

peralatan RSUD. 

2) Penan1bahan tenaga medis dan para-medis RSUD. 

3) Penambahan tenaga non-medis RSUD 

4) Peningkatan layanan kesehatan pada pas1en di 

RSUD, dengan yang baik, murah dan terjangkau. 

c) Rencana Tindak (Action Plan) 

1) Penambahan peralatan medis, sehingga secara 

bertahap layanan berbagai macan1 jenis penyakit 

dapat dilayani di RSUD sendiri. 

2) Secara bertahap penambahan tenaga medis dan para-

medis, sehingga layanan kesehatan dapat 

di tingkatkan. 

3) Secara bertahap menambah tenaga non-medis 

(administrasi), sehingga layanan kesehatan dapat 

cepat dan optimal. 

4) Memanfaatkan beberapa obat yang disediakan oleh 

pemda (dinas kesehatan), sehingga obat yang ada 

tidak hanya digunakan Puskesmas. Dengan 

pemanfaatan obat ini, layanan kepada masyarakat 

dan keluarga miskin dapat murah. 
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Merevisi perda retribusi layanan kesehatan di rumah sakit, 

tcrmasuk penggunaan jasa layanan, karena perda yang 

berlaku saat ini tidak sesuai dengan perkembangan biaya 

layanan. Akibatnya pendapatan dari rumah sakit terlalu 

minim untuk mcmenuhi kebutuhan opcrasional, bahkan 

layanan kepada pasien terkesan seadanya. Dalam penentuan 

tarif layanan digunakan tarif bertingkat sehingga ada subsidi 

silang antara Gakin yang Orang kaya. 

Untuk lebih mudah melihat potensi sumber-sumber 

pendapatan, kendala dan permasalahan serta rencana kegiatan 

ekstensifikasi dan ehtensifikasi pada masing-masing SK.PD 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.16 JENIS OBYEK, POTENSI, DAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA SKPD DI 
KABUPATEN LAMANDAU 

N? I DINAS 
I 

JENIS OBYEK 
2 3 

I I Pariwisata, Seni I Obyek dan Daya 
dan Budaya Tarik Wisata 

(ODTW) dan 
Usaha Jasa 
Priwisata 

I. 

2. 

3. 

POTENSI 
4 

Potensi obyek dan daya tarik 
wisata (ODTW) yang dimiliki: 
• Rumah Betang Rembang, di 

desa Bahansu 
• Rumah Dinding Tami, 

Tapin Bini, di Kecamatan 
Lamandau. 

• Wisata Alam Sendang Biru, 
Desa Sumber Jaya, Kee. 
Mentobi Raya. 

• Silingan Palikodan (Air 
Terjun Bertingkat), Km 55 
Desa Bruto, Bulik Timur. 

• Riam Bahun Burung, Desa 
Nangan Kemujan, Bulik 
Timur. 

• Riam Sitongah, Kudangan 
Kecamatan Delang. 

Ban yak 
masuk 

pendatang 
ke Lamandau 

yang 
baik 

tujuan wisata maupun bisnis. 

Banyak siswa yang butuh 
untuk berwisata. 

KENDALA-PERMASALAHAN 
5 

I. Belum tersusun Rencana lnduk 
Pengembangan Pariwisata - RIPP. 

2. Belum ada kelompok Usaha Jasa 
Pariwisata 

3. Pemasaran/promosi masih belum 
diprogramkan, sehingga tidak 
banyak wisatawan mengenal dan 
mengunjungi ODTW di 
Kabupaten Lamandau. 

4. Prasarana jalan menuju ODTW 
kurang memadai, sebagian besar 
masih berupajalan tanah liat. 

5. Sarana angkutan menuju ODTW 
sangat terbatas. 

6. Pengembangan ekonomi 
masyarakat di sekitar ODTW 
belum ada (masih terbatas). 

7. Jarak antar ODTW cukup jauh, 
sehingga diperlukan biaya yang 
tinggi dan waktu yang relatif lama 
untuk berpindah dari satu obyek ke 
obyek yang lain. 

INTENSIFIKASI/EKSTENSIFIKASI 
6 

I. Memprogramkan Penyusunan Rencana 
lnduk Pengembangan Pariwisata 
(RIPP). 

2. Bekerjasama dengan pengusaha jasa 
pariwisata (Biro perjalanan wisata -
BPW, Perhimpunan Hotel dan 
Restoran Indonesia - PHR!, Himpunan 
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum -
HIPERHU, dan Himpunan 
Pramuwisata Indonesia - HPI, untuk 
mempromosikan ODTW baik untuk 
wisatawan domestik mapun manca 
negara. 

3. Melakukan perbaikan prasarana jalan 
menuju ODTW. 

4. Mengembangkan sarana angkutan 
menuju ODTW. 

5. Membentuk kelompok usaha jasa 
pariwisata, antara lain: memperbanyak 
pramuwisata, mengembangkan hotel -
restoran, membentuk asosiasi biro 
perjalanan wisata, mengembang-kan 
hiburan wisata. 

6. Bekerjasama dengan investor untuk 
membangun ODTW 

7. Penyempumaan perda tentang: pajak 
dan retribusi rekreasi dan hiburan 
umum; pajak dan retribusi ODTW. 
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2 Perhubungan, 
Komunikasi dan 
lnfonnatika 

Retribusi Uji-Kir, 
parkir, terminal 
dan us aha 
angkutan, dan ijin 
trayek 

jalan Trans Pembangunan 
Kalimantan 
berbagai potensi: 

menimbulkan 

1. Peningkatan PAD dari: retribusi 
Uji KIR, retribusi parkir, 
retribusi terminal, ijin usaha 
angkutan, dan ij in trayek. 

2. Mendorong pengembangan 
sarana angkutan darat antar 
wilayah 

3. Merangsang timbulnya pusat­
pusat pertumbuhan ekonomi di 
berbagai wilayah kecamatan/ 
desa. 

4. Berkembangnya potensi di atas 
berpotensi peningkatan PAD 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Terbatasnya tenaga teknis yang 
melakukan Uji KIR (I orang 
tenaga teknis). 

Tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap Uji KIR di Kabupaten 
Lamandau masih rendah sehingga 
ban yak pemilik kendaraan 
memilih melakukan Uji Kir di 
Palangka Raya. 

Masih rendahnya minat 
masyarakat domestik untuk 
investasi pada sarana angkutan 
darat. 

Jumlah penduduk Lamandau yang 
masih relatif sedikit dan 
menyebar di wilayah yang cukup 
luas, sehingga jumlah pengguna 
sarana angkutan relatif sedikit dan 
biaya operasional kendaraan 
tinggi. 

Dasar pengenaan retribusi 
masih menggunakan 
Kabupaten Kobar. 

parkir 
Perda 

Lokasi terminal kurang strategis, 
sehingga banyak kendaraan yang 
tidak masuk terminal. 

Keterbatasan jumlah SOM yang 
ada, sehingga kurang optimal 
dalam melakukan kontrol dan 
pelayanan. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

8. Mengadakan pelatihan kepada 
masyarakat untuk membuat 
kerajinan (hand craft) untuk 
wisatawan. 

1. Secara bertahap menambah jumlah 
tenaga teknis Uji-Kir, sehingga 
pelayanan dapat optimal. 

2. Melakukan pendataan terhadap seluruh 
angkutan di Kabupaten Lamandau 
baik yang dimiliki secara pribadi 
maupun yang dimiliki perusahaan. 

3. Meningkatkan kualitas peralatan dan 
pelayanan Uji Kir, sehingga 
masyarakat tertarik melakukan Uji-Kir 
di Lamandau. 

4. Melakukan sosialisasi kepada pemilik 
kendaraan agar bersedia melakukan 
Uji-KIR di Lamandau 

5. Melakukan sosialisasi dan meyakinkan 
kepada masyarakat agar mau 
berinvestasi di sektor angkutan darat. 

6. Membuka jalur angkutan antar desa/ 
Kecamatan. 

7. Merumuskan dan menetapkan regulasi 
(Perda) tentang Retribusi Parkir. 

8. Menambah beberapa sarana dan 
prasarana penunjang terminal. 

9. Melakukan ekstensifikasi pungutan 
retribusi parkir di beberapa tempat 
(selain di terminal). 

10. Mengintensitkan berlakunya retribusi 
parkir berlangganan. 
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3 

4. 

Pekerjaan Umum 

Kependudukan 
dan Catatan Sipil 

Retribusi 
Alat Berat 

Sew a 

Retribusi 
Pelayanan 
Administrasi 
kependudukan 

I. 

2. 

Pemanfaatan alat berat untuk 
disewakan kepada perusahaan 
perkebunan besar pada saat 
pekerjaan di lingkungan 
pemerintah belum berjalan. 

Pemanfaatan alat berat untuk 
disewakan kepada kontraktor 
swasta pada saat pekerjaan fisik 
dilingkungkungan pemerintah 
rnulai berjalan. 

I. Meningkatnya jumlah penduduk, 
karena kelahiran , kematian, dan 
migrasi, sehingga membutuhkan 
KK, KTP, dan Akte Kelahiran, 
dan beberapa surat dan dokumen 
kependudukan lain .. 

2. Semakin meningkatnya 
kunjungan orang asing baik 
untuk kepentingan wisata 
maupun bisnis. 

3. Mobilisasi penduduk antar 
wilayah sering terjadi. 

I. 

2. 

3. 

4. 

I. 

2. 

3. 

4. 

Tidak memiliki sarana untuk 
mobilisasi alat berat. 

Tarif sewa alat berat kurang 
mampu bersaing dengan rental 
lain. 

Tingginya biaya pemeliharaan 
(maintenance) alat berat. 

Kurang optimalnya pemanfaatan 
alat berat untuk disewakan. 

Rendahnya kesadaran sebagian 
masyarakat untuk mengurus dan 
memiliki identitas diri (KTP). 

Keterbatasan SDM di Dispenduk 
Capil, sehingga belum bisa 
memberikan pelayanan yang 
maksimal. 

Keterbatasan sarana dan 
prasarana yang dimiliki Disduk­
capil, sehingga proses pembuatan 
dokumen kependudukan belum 
dapat dilakukan di Kecamatan 
(masih dikantor induk). 

Tingginya biaya transportasi 
untuk mengurus administrasi 
pendududkan, sehingga sebagian 
masyarakat enggan untuk 
mengurus KTP .. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

11. Menambah SDM untuk intensifikasi 
dan ekstensifikasi secara bertahap 
atau kontrak kerja (contract work ) 
dengan masyarakat- pihak ketiga. 

1. 

2. 

3. 

Pengadaan sarana untuk mobilisasi 
alat berat, sehingga biaya mobilisasi 
alat berat dapat diminimkan dan 
dapat bersaing dengan rental lain. 

Optimalisasi pemanfaatan alat berat, 
sehingga biaya pemeliharaan tidak 
menggantungkan subsidi APBD. 

Peningkatan usaha PU untuk 
melakukan kerjasama dengan 
perkebunan besar dan kontraktor lain 
yang membutuhkan, agar 
menggunakan alat berat PU 

I. Sosialisasi ke tiap desa/kelurahan, 
bertujuan untuk menjelaskan 
pentingnya dokumen kependudukan 
(KTP, KK, Akte Kelahiran, dan surat -
surat lainnya). 

2. Bekerjasama dengan instansi lain agar 
menggunakan KTP (NIK) sebagai 
salah satu persayaratan untuk 
mengurus administrasi. 

3. Intensifikasi pelayanan pengurusan 
KTP dan identitas diri yang lain perlu 
dilaksanakan oleh Disduk-Capil secara 
periodik (berkala) di Kecamatan dan 
atau di Desa. 

4. Memfungsikan Sekdes sebagai 
penanggung jawab dokumen 
kependudukan di wilayahnya. 
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5 Pertanian, 
Petemakan, 
Perikanan 

dan 
Pengembangan 
sektor pertanian, 
petemakan, dan 
perikanan 

I. 

2. 

Pemerintah Kabupaten 
Lamandau mendapatkan OAK 
untuk pengembangan usaha 
sektor pertanian yang meliputi 
perikanan, peternakan dan 
pertanian tanaman pangan. 
DAK tersebut digunakan 
untuk: 

• Pembangunan Balai 
lkan (BBi), 
Pengembangan 
Pembenihan 
(UPR). 

Benih 
dan 

Unit 
Rakyat 

• Pengembangan populasi 
ternak sapi. Yakni untuk 
membeli bakalan induk 
sapi untuk dikembangkan 
menjadi indukan. 

• Pengembangan balai benih 
pertanian. 

Rencana pengembangan usaha 
diatas berpotensi dapat 
menghasilkan PAD. 

5. Belum ada dasar hukum (perda) 
yang mengatur tentang pungutan 
retribusi dan pajak orang asing 
serta retribusi perpindahan 
penduduk .. 

1. 

2. 

3. 

Belum ada dasar hukum untuk 
menjadikan usaha-usaha sektor 
pertanian yang dikembangkan 
tersebut sebagai sumbet PAD. 

Terbatasnya tenaga teknis untuk 
mengembangkan unit-unit usaha 
bidang Perikanan, Petemakan, 
dan Pertanian. 

Ada kekhawatiran pihak 
pengelola (Dinas Pertanian) 
apabila dana hasil pengembangan 
usaha Dinas Pertanian bukan 
menjadi hak Dinas Pertanian 
malainkan masuk kas daerah, 
sehingga dana yang disetor 
tersebut tidak bisa diambil lagi 
untuk kelanjutan usaha. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

5. Merumuskan dan menetapkan perda 
tentang pajak dan retribusi orang 
asing yang masuk ke Kabupaten 
Lamandau. 

6. Merumuskan dan menetapkan perda 
tentang retribusi perpindahan 
penduduk antar wilayah. 

I. Menetapkan dan merumuskan 
regulasi (perda) sistem pengelolaan di 
balai pembibitan bidang Perikanan, 
Peternakan, dan Pertanian. 

2. Merumuskan dan menetapkan 
regulasi (Perbup atau SK Bupati) 
tentang: 
• Model kerjasama pengelolaan 

antara pemerintah Kabupaten 
Lamandau (Dinas terkait) dengan 
swasta (masyarakat), misalnya 
KSO atau coproduction untuk 
masing - masing bidang 
pertanian, petemakan, dan 
perikanan. 

• Pembagian hasil kerjasama, baik 
untuk pengelola, dinas, kasda, 
dan untuk masyarakat. 

• Seluruh biaya operasional dan 
pemeliharaan inventaris dalam 
kerjasama ini menjadi tanggung 
jawab bersama, dan tidak perlu 
subsidi dari APBD secara 
periodik. 

3. Penambahan kebutuhan SOM 
dilakukan secara bertahap. 

4. Peningkatan pengawasan terhadap 
produk pertanian, peternakan, dan 
perikanan. 
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6 

7 

Perindustrian, 
Perdagangan, 
Koperasi dan 
UMKM 

Kehutanan 
Perkebunan 

dan 

Pajak I Retribusi 
Usaha 
Perdagangan dan 
UMKM 

Pekebunan 
Swasta Besar 

I. Makin berkembanganya usaha I I. Belum ada dasar hukum untuk 
menarik retribusi usaha 
pertokoan, warung dan usaha lain 
di pinggir jalan dan kawasan 
pemukiman. 

2. 

bi dang industri dan 
perdagangan. 

Berkembangnya beberapa 
pertokoan, depot/warung, dan 
usaha-usaha lainnya pada I 2. Retribusi surat ijin rumah barak 

3. 

berbagai mas jalan dan 
pemukiman. 

Berkembangnya pembangunan 
rumah barak untuk tempat 
usaha. 

I . Lahan perkebunan di Kabupaten 
Lamandau secara keseluruhan 
sekitar 267.646,60 Ha. 

2. Potensi lahan perkebunan besar 
swasta 231. 171,20 ha, tertanam 
44.010 ha (19,04 % dari 
potensinya) dengan jenis 
komoditas nya adalah kelapa 
saw it. 

3. Pengusaha bersedia 
memberikan sumbangan kepada 
pemerintah daerah dari hasil 
usaha perkebunan kelapa sawit. 

3. 

4. 

terlalu tinggi, sehingga 
masyarakat enggan untuk 
mengurus surat ijin. 

Tidak ada iuran/retribusi bulanan 
yang dikenakan terhadap rumah 
barak. 

Biaya her-regestrasi terlalu 
rendah, jangka waktu her-
registrasi terlalu lama sehingga 
potensi pendapatan yang 
diperoleh relatif kecil. 

I. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) 
antara Bupati Lamandau dengan 
para Pengusaha Perkebunan 
Kelapa Sawit, sebagai dasar 
penarikan sumbangan memiliki 
kelemahan secara hukum. 

2. Realisasi pembayaran sumbangan 
tidak sesuai dengan jumlah yang 
ditargetkan. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

I. Merumuskan dan menetapkan 
regulasi (perda) yang mengatur 
tentang retribusi pertokoan, warung, 
dan usaha lain di pinggir jalan serta 
kawasan pemukiman. 

2. Pendataan terhadap pertokoan, 
warung, dan usaha lain di pinggir 
jalan serta kawasan pemukiman. 

3. Mengintensifkan penarikan retribusi 
pertokoan, warung, usaha di 
penggiran jalan dan pemukiman. 

4. Revisi perda tentang ijin rumah barak, 
yang meliputi; 

• Menurunkan retribusi ijin rumah 
barak. 

• Memasukkan retribusi bulanan 
kepada pengelola rumah barak. 

• Jangka waktu her-regrestasi 
diperpendek. 

• Biava her-regrestasi dinaikkan. 

Rencana Jangka Pendek: 

I. Mengefektifkan pengawasan terhadap 
arus lalu lintas produksi komoditas 
kelapa sawit, sehingga kecurangan 
laporan dapat diminimalkan. 

2. Mengintensifkan pemungutan, 
sehingga para pengusaha kelapa sawit 
mau memberikan kontribusi sesuai 
dengan SPK yang telah 
ditandatangani. 
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Perkebunan 
Rakyat 

I . Potensi lahan perkebunan rakyat 
seluas 36.475,4 Ha. 

2. Jenis komoditas perkebunan 
rakyat yang potensial. 

3. Kurangnya pengawasan dari 
Instansi terkait terhadap para 
pengusaha perkebunaan kelapa 
sawit, terutama berkaitan dengan 
laporan volume produksi. 

4. Katerbatasan jumlah SOM di dinas 
terkait. 

I. Belum ada dasar hukum (payung 
hukum) untuk melakukan 
pemungutan terhadap komoditas 
perkebunan rakyat. 

diantaranya: Kelapa Sawit, I 
2 Nilam, Kakao, Kopi, Kelapa · 

dan Lada. 

Belum diketahui secara jelas tata­
niaga (mata rantai) pemasaran 
komoditas perkebunan rakyat, 
mulai dari produsen (petani) 
hingga konsumen akhir, sehingga 
terjadi kesulitan melakukan 

3. Komuditas perkebunan rakyat 
berpotensi memberikan terhadap 
PAD. 

pemungutan 
transaksi. 

at as kegiatan 

3. Keterbatasan jumlah SOM di 
Dinas terkait, sehingga tidak bisa 
melakukan pemetaan potensi 
komoditas. 

4. Kurang adanya kerjasama lintas 
sektoral antar dinas terkait dalam 
melakukan pengelolaan dan 
kontrol terhadap aktivitas usaha 
perkebunan rakyat. 
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3. Melakukan kontrak kerja dengan 
pihak ketiga untuk melaksanakan 
pengawasan (mencatat) arus lalu 
lintas kelapa sawit. 

Rencana Jangka Panjang 

I. Penyertaan modal Pemerintah 
Kabupaten Lamandau, melalui 
Perusahaan Dae rah kepada 
Perusahaan besar kelapa sawit. 

2. Melakukan pengawasan terhdap 
kinerja Perusahaan Daerah. 

I. Membuat dasar hukum (perda, atau 
peraturan lain) tentang pemungutan 
komuditas hasil perkebunan rakyat. 

I. Pendataan potensi hasil dan luas 
wilayah perkebunan rakyat. 

2. Dibentuk pasar lelang dan atau Pasar 
lnduk Agrobisnis, sebagai media 
untuk mempertemukan produsen 
(petani) dan konsumen. 

3. Merumuskan dan menetapkan 
regulasi (perda atau peraturan Iain) 
sebagai dasar pemungutan retribusi 
dalam sirkulasi jual beli barang di 
pasar lelang, dan retribusi lain yang 
terkait. 

4. Adanya political will pemerintah 
kerjasama antara lembaga legislatif 
dan eksekutif, dalam mewujudkan 
pembangunan pasar lelang dan atau 
Pasar lnduk Agrobisnis. 
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Hasil hutan kayu 

Hasil Hutan Non­
Kayu 

I. Luas hutan produksi sekitar 
234.123 ha (63,09 %) dari total 
hutan yang dimiliki Kabupaten 
Lamandau (641.400 ha). 

2. Potensi dan kontribusi sektor 
kehutanan (hasil kayu) terhadap 
Pendapatan Daerah dari Dana 
Perimbangan cukup besar. 

3. Pengusaha kehutaan bersedia 
memberikan kontribusi kepada 
Pemda dalam bentuk 
Sumbangan Pihak Ketiga. 

Potensi jenis hasil hutan non-kayu 
antara lain: Rotan, Gembor, 
Gharu, Madu, dan lain - lain. 

1. Dasar hukum untuk melakukan 
pemungutan kepada pengusaha 
hanya berdasarkan MoU antara 
pengusaha dengan Bupati. 

2. 

3. 

4. 

Pengusaha acapkali tidak 
memenuhi kewajibannya 
sehingga mcngakibatkan realisasi 
pendapatan yang diperoleh tidak 
sesuai dengan yang ditargetkan. 

Masih banyak penebangan kayu 
yang mengakibatkan potensi 
penerimaan pendapatan dari kayu, 
baik yang berasal dari dana 
perimbangan maupun dari SPK 
tidak dapat direalisasikan. 

Makin menurunnya wilayah hutan 
dan populasi kayu, sehingga 
pendapatan dari kayu semakin 
menurun. 

1. Belum ada dasar hukum untuk 
melakukan pemungutan hasil 
hutan non- kayu, sehingga dinas 
terkait tidak bisa melakukan 
pemungutan terhadap produksi 
hasil hutan non- kayu. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

I. Melakukan koordinasi antar instansi 
terkait dalam pengelolaan pasar 
lelang dan atau Pasar Induk 
Agobisnis (antara lain: DPPKAD, 
DISHUTBUN, DISINDAGKOP, dan 
PU). 

2. Bekerjasama dengan pihak ketiga, 
untuk melalukan pendataan, 
pengawasan, dan pengelolaan. 

I. Mengefektifkan pengawasan terhadap 
penebangan dan pengangkutan kayu, 
sehingga kecurangan laporan dapat 
diminimalkan. 

2. Mengintensifkan pemungutan, 
sehingga para pengusaha kayu 
bersedia mcmberikan kontribusi 
sesuai dengan SPK yang telah 
ditandatangani. 

3. Melakukan kontrak kerja dengan 
pihak ketiga untuk melaksanakan 
pengawasan dalam penebangan dan 
pengangkutan kayu. 

4. Bekerjasama dengan pihak 
(pengusaha dan masyarakat) 
mengelola lahan hutan 
penebangan. 

ketiga 
untuk 
paska 

1. Merumuskan dan menetapkan dasar 
hukum (perda, atau peraturan lain) 
tentang pemungutan komuditas hasil 
hutan non-kayu. 

2. Pendataan jenis dan potensi hasil 
hutan non-kayu. 
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8 Pertambangan dan 
Energi 

Perusahaan 
Pemegang Kuasa 
Pertambangan 

I. Potensi sumber daya alam non 
hayati seperti; emas, pasir 
kwarsa, platina, batu bara, biji 
besi dan lain-lain cukup besar. 

2. Telah banyak perusahaan 
pemegang kuasa pertambangan 
yang telah melakukan ekplorasi, 
dan bahkan sebagian telah 
melakukan ekspoitasi. 

2. Belum dilakukan pendataan 
tentang hasil produksi hasil hutan 
non- kayu (hasil hutan ikutan). 

I. Dasar hukum untuk melakukan 
pemungutan kepacla pengusaha 
hanya berclasarkan MoU antara 
pengusaha dengan Bupati secara 
hukum lemah. 

2. Pengusaha acapkali tidak 
memenuhi kewajibannya 
sehingga mengakibatkan realisasi 
pendapatan yang diperoleh tidak 
sesuai dengan yang ditargetkan. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

3. Dibentuk pasar lelang dan atau Pasar 
lnduk Agobisnis, sebagai media 
untuk mempertemukan produsen hasil 
hutan non-kayu dengan konsumen. 

4. Merumuskan dan menetapkan 
regulasi (perda atau peraturan lain) 
sebagai dasar pemungutan retribusi 
untuk sirkulasi jual beli barang di 
pasar lelang, dan retribusi lain yang 
terkait. 

5. Adanya political will pemerintah 
kerjasama antara lembaga legislatif 
dan eksekutif, dalam mewujudkan 
pembangunan pasar lelang dan atau 
Pasar Induk Agrobisnis. 

6. Melakukan koordinasi antar instansi 
terkait dalam pengelolaan pasar 
lelang dan atau Pasar Incluk 
Agrobisnis (antara lain: DPPKAD, 
DISHUTBUN, DlSINDAGKOP, clan 
PU) 

7. Bekerjasama dengan pihak ketiga, 
untuk melalukan pendataan, 
pengawasan, clan pengelolaan. 

Rencana Jangka Pendek; 
I. Mengefektifkan pengawasan terhadap 

produksi tam bang, sehingga 
kecurangan laporan dapat 
diminimalkan. 

2. Mengintensifkan pemungutan, 
sehingga para pengusaha 
pertambangan bersedia memberikan 
kontribusi sesuai dengan SPK yang 
telah ditandatangani. 
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9 

Potensi 
Pertambangan 
Rakyat 

Pendapatan, I Pajak Hotel 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 

I. 

2. 

Potensi biji emas di sepanjang 
bantaran sungai lamandau yang 
dieksploitasi oleh masyarakat 
(penambang tradisional) cukup 
besar. 

Volume lahan tambang bahan 
galian golongan c (tanah urug) 
sangat besar. 

I. Semakin turnbuh kembangnya 
beberapa usaha hotel dan 
penginapan. 

2. Semakin banyaknya pendatang 
yang membutuhkan hotel dan 
penginapan. 

I. Belum ada dasar hukum tentang 
pemungutan terhadap penambang 
biji emas (penambang rakyat) di 
sepanjang bantaran sungai 
Lamandau. 

2. Belum ditentukan wilayah 
pertambangan rakyat (WPR) yang 
menghasilkan bahan galian 
golongan C (tanah urug). 

3. Belum dikeluarkan ijin 
penambangan rakyat (IPR) kepada 
para penambang tradisional, 
sehingga Dinas terkait kesulitan 
untuk melakukan pemungutan 
pajak. 

4. Terbatasnya SOM untuk 
melakukan pengawasan terhadap 
kegiatan usaha pertambangan 
rakyat. 

I. Sebagian besar pengelola hotel 
belum melakukan adrninistrasi 
pembukuan dengan baik atas 
transaksi, sehingga SKP yang 
ditetapkan tidak mencerminkan 
nilai transaksi yang sebenamya. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

3. Melakukan kontrak kerja dengan 
pihak ketiga untuk melaksanakan 
pengawasan kegiatan penambangan. 

Rencana Jangka Panjang 

I. Penyertaan modal Pemerintah 
Kabupaten Lamandau, melalui 
Perusahaan Dae rah kepada 
Perusahaan pertambangan. 

2. Melakukan pengawasan terhdap 
kineria Perusahaan Daerah. 

I. Merumuskan dan menetapkan dasar 
hukum (perda dan lainnya) tentang 
pemungutan terhadap eskploitasi 
pertambangan rakyat (biji emas). 

2. Pemetaan tentang potensi dan luasan 
wilayah bahan galian golongan C. 

3. Penetapan WPR 

4. Penetapan IPR. 

5. Melakukan kontrak kerja dengan 
masyarakat untuk melaksanakan 
pemungutan pajak bah an galian 
golongan c yang dilakukan di 
pertambangan rakyat. 

I. Mengintruksikan kepada pengusaha 
hotel dan penginapan untuk 
melaporkan jumlah kamar hotel dan 
penginapan yang dimiliknya beserta 
tarifnya. 
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Pajak Restoran I. 

2. 

2. 

3. 

Semakin tumbuh kembangnya I I. 
usaha restoran dan rumah 
makan. 

Semakin banyaknya pendatang I 2. 
yang membutuhkan makanan. 

3. 

4. 

Keterbatasan SOM di DPPKAD 
sehingga pengawasan terhadap 
aktivitas usaha perhotelan belum 
maksimal 

Bel um ada standarisasi 
pembukuan atas transaksi yang 
dilakukan oleh para pengelola 
hotel. 

Sebagian besar pengelola restoran 
dan rumah tidak melakukan atas 
s transaksi yang terjadi. 

SKP yang ditetapkan tidak 
mencerminkan nilai transaksi 
yang sebenarnya. 

Masih banyak usaha restoran, 
rumah makan, warung makan 
yang belum terdaftar sebagai 
wajib pajak. 

Keterbatasan SDM di DPPKAD 
sehingga pengawasan terhadap 
aktivitas usaha restoran, rumah 
makan, warung makan belum 
maksimal. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

2. Mengintruksikan kepada pengusaha 
hotel dan penginapan untuk 
melaporkan secara rutin (bulanan) 
tentang tingkat hunian kamar 
(occupation rate). 

3. Mengintruksikan kepada pengusaha 
hotel dan penginapan untuk 
melakukan pembukuan secara tertib, 
sehingga kesalahan dalam membayar 
bajak dapat dimnimalkan. 

4. Membuat standarisasi administrasi 
pembukuan hotel dan penginapan 
untuk memudahkan pemeriksaan dan 
pengawasan. 

5. Dinas terkait (DPPKAD) melakukan 
cross-check terhadap laporan 
peng;usaha hotel dan penginapan 

I. Mengintruksikan kepada pengusaha 
restoran, rumah makan, dan warung 
makan untuk melakukan pencatatan 
atas transaksi yang terjadi. 

2. Melakukan pendataan secara rutin 
terhadap usaha restoran dan rumah 
makan. 

3. Melakukan sosialisasi kepada 
pengusaha restoran dan rumah makan 
agar mendaftarkan diri sebagai wajib 
pajak dan memberi sanksi bila tidak 
mau mendaftar. 

4. Melakukan pengawasn secara rutin 
terhadap usaha restoran dan rumah 
makan. 

5. Secara bertahap menambah SDM di 
DPPKAD. 
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Pajak Reklame 

Pajak Penerangan 
Jal an 

I. 

2. 

Peningkatan jumlah reklame, 
dari 182 wajib pajak tahun 
2003 menjadi 387 wajib pajak 
tahun 2007 

Kencenderungan terjadi 
kenaikan jumlah wajib pajak 
reklame yang signifikan dari 
tahun ke tahun 

I. Semakin banyak pelanggan 
listrik PLN, sehingga potensi 
PPJ semakin meningkat. Tahun 
2004 wajib pajak PLN sebanyak 
1.464 orang/badan dan pada 
tahun 2007 meningkat menjadi 
2.509. 

2. Oibangunnya jalan trans-
kalimantan mengakibatkan 
peningkatan kebutuhan listrik 
untuk usaha, bangunan, 
perumahan, dan penerangan 
jalan. 

I. 

2. 

3. 

4. 

Kurang koordinasi antara 
OPPKAD dan Kantor Perijinan 
(tidak ada tembusan ijin reklame 
ke OPPKAO) sehingga OPPKAO 
tidak memilki data untuk wajib 
pajak reklame yang baru. 

Masih terdapat obyek pajak 
(pemasang reklame liar) yang 
belum terdaftar sebagi wajib 
pajak. 

Masih rendahnya kesadaran 
(kurang pengetahun) masyarakat 
untuk membayar pajak 
(kewajiban) jika melakukan 
pemasangan reklame. 

Keterbatasan SOM OPPKAO 
sehingga tidak bisa melakukan 
pengawasan secara maksimal 
terhadap pemasang reklame liar/ 
reklame yang sudah habis masa 
berlakunya. 

I. Keterbatasan jumlah daya yang 
dimiliki PLN sehingga realisasi 
terhadap permintaan pemasangan 
baru tidak segera dilaksanakan. 

2. Kurang transparannya pengelola 
PLN kepada Pemda dalam 
menyampaian informasi pengguna 
listrik PLN. 

3. Tingginya biaya operasional PLN, 
sehingga menyebabkan tingginya 
subsidi dari APBO Pemerintah 
Kabupaten Lamandau. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

I. Melakukan koordinasi intensif antara 
OPPKAO dengan kantor perijinan, 
sehingga dapat diketahui tambahan 
wajib pajak reklame. 

2. Melakukan pendataan ulang tentang 
reklame yang dipasang oleh wajib 
pajak. 

3. Melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat tentang ijin dan pajak 
reklame. 

4. Memberikan tanggal jatuh tempo 
masa ijin reklame pada setiap reklame 
yang dipasang. 

5. Memberikan sanksi pada wajib pajak 
reklame yang tidak membayar pajak, 
dan wajib pajak reklame yang masa 
berlaku ijinnya habis. 

6. Melakukan pengawasn secara rutin 
terhadap obyek reklame 

7. Secara bertahap menambah SOM di 
OPP KAO. 

1. Koordinasi intensif antara pemerintah 
daerah dengan pengelolan PLN, untuk 
menrumuskan solusi dari keterbatasan 
daya yang dimiliki PLN. 

2. Transparansi pengelola PLN kepada 
Pemkab Lamandau dan Masyarakat 
dalam menyampaikan penggunaan 
daya oleh konsumen. 

3. Merumuskan dan menetapkan 
peraturan bersama antara PLN dan 
Pemkab Lamandau, tentang biaya 
pemasangan listrik baru, baik jarak 
pendek maupun jarak jauh. 
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10 Sadan Perij inan 
Terpadu dan 
Penanaman Modal 

Pajak Hiburan 

Retribusi Layanan 
Perijinan 

1. Pertunjukan hiburan yang 

2. 

bersifat insidentil. 

Berkembangnya 
pertumbuhan 
masyarakat, 
berkembangnya 
tempat hiburan. 

pusat - pusat 
ekonomi 

mendorong 
tempat -

I. Proses perijianan satu instansi 
(satu atap), relatif lebih cepat dan 
biaya lebih murah. 

2. Proses pengurusan ijin yang 
cepat dan biaya mu rah 
memotivasi masyarakat untuk 
mengurus perij inan. 

4. Biaya pemasangan jaringan Iistrik 
sangat mahal, akibat jarak antar 
pemukiman konsumen cukup 
jauh. 

5. Sering terjadi pemadaman aliran 
listrik, sehingga masyarakat 
menilai kinerja PLN kurang baik. 

1. Belum terpantaunya beberapa 
pertunjukan insindentil. 

2. 

3. 

Pelaksana pertujunkan tidak 
minta ijin pada dinas terkait. 

Masih rendahnya minat investor 
untuk membangun tempat 
tempat hiburan. 

I. Karena lembaga ini baru 
terbentuk, fasilitas sarana dan 
prasarana yang ada masih kurang 
mendukung, sehingga pelayanan 
belum dapat dilakukan secara 
optimal. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

4. Pemerintah mendorong 
melakukan penambahan 
memenuhi kebutuhan 
secara bertahap. 

PLN agar 
daya dalam 

konsumen 

5. Pembangunan pembangkit listrik 
secara mandiri (non-PLN) di tempat -
tempat tertentu, misalnya micro­
hydro. 

1. Peningkatan penyelenggaraan pentas 
seni dan budaya. 

2. Peningkatan pembinaan seni dan 
budaya. 

3. Peningkatan pelestarian kekayaan 
budaya yang meliputi sejarah 
kepurbakalaan dan benda cagar 
budaya. 

4. Mengintensifkan petugas untuk 
memantau dilaksanakan pertunjukan 
hiburan. 

5. Bekerjasama dengan pihak ketiga 
untuk membangun tempat- tempat 
hiburan yang menjadi kebutuhan 
masyarakat, dan khususnya kreativitas 
anak. 

I. Pengadaan sarana dan prasarana serta 
lay-out (tata letak) yang layak, 
sebagaimana layaknya instansi layanan 
publik 

2. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM 
kantor, sehingga memiliki skill tentang 
standar layanan baku atau standar 
layanan prima, melalui Diklat atau 
Bintek. 
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3. Banyaknya surat ijin yang 
dikeluarkan, khususnya yang 
berhubungan dengan ijin usaha, 
akan mempercepat 
berkembangnya kegiatan usaha 
ekonomi masyarakat. 

4. Kabupaten Lamandau merupakan 
Kabupaten yang relatif baru, 
sehingga kebutuhan perijinanan 
dan surat - surat terkait dengan 
kebutuhan masyarakat dan usaha 
sangat dibutuhkan. 

2. 

3. 

4. 

Sumber daya manusia masih 
terbatas jumlahnya dan belum 
banyak berpengalaman dalam 
memberikan pelayanan perijinan 
dan surat - surat yang menjadi 
kebutuhan publik. 

Kurangnya sosialisasi tentang 
perijinan terpadu, sehingga masih 
ban yak masyarakat be I um 
mengetahuinya. 

Kurangnya koordinasi antara 
kantor perijinan dengan instansi 
(SKPD) lain yang 
terkait.sehingga output yang 
dikeluarkan oleh kantor perijinan 
tidak diketahui dan atau 
ditindaklanjuti secara langsung 
oleh dinas teknis yang terkait. 

5. SK Pelimpahan kewenangan 
Pengurusan Ijn kepada Kantor 
Perij inan terdapat beberapa 
tupoksi yang berbenturan 
(over/aping) dengan SKPD yang 
lain. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

3. Sosialisasi lebih intensif kepada 
masyarakat tentang keberadaan kantor 
perijinan terpadu melalui berbagai 
media komunikasi. 

4. Koordinasi dengan SKPD terkait harus 
dilakukan secara rutin, sehingga 
didapatkan manfaat: 

a. Pekerjaan yang ada kaitannya 
dengan SKPD lain dapat 
diselesaikan dengan cepat. 

b. Out put dari setiap perijinan 
perlu diketahui oleh SKPD lain. 

5. Penyempumaan SK pelimpahan 
wewenang, sehingga tidak terjadi 
overlaping antar kantor perijinan 
dengan SKPD lain. 
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Kegiatan tersebut secara otomatis akan meningkatkan hasil produksi bahan galian 

golongan C yang selanjutnya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama dari 

sektor pajak pengambilan bahan galian golongan C 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

UNIVERSITAS TERBUKA 

1. Realisasi penerimaan PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Lamandau tahun 2013 

sangat variatif. Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu hma tahun 

(2008 s/d 2013) sebesar 42,93% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,59%, 

sedangkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu lima tahun 

(2008 s/d 2013) sebesar 63,47% dengan rata-rata pertumbuhan 12,69%. Adapun 

perkembangan Pajak Daerah dalam kurun waktu hma tahun (2008 s/d 2013) sebesar 

205,03% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,06%, pertumbuhan Retribusi 

Daerah pada kurun waktu yang sama sebesar 102,07%, dengan rata-rata 

pertumbuhan 20,41 %. 

2. Tingkat perkembangan kontribusi dari masing-masing sumber Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau masih sangat kecil 

yaitu 3,11 % terhadap Total Pendapatan Ash Daerah. Hal tersebut disebabkan banyak 

potensi pendapatan asli daerah baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah 

yang belum tergali, sehingga belum dapat memberikan kotribusi yang maksimal 

terhadap pendapatan ash daerah Kabupaten Lamandau. Adapun kendala yang 

banyak ditemui dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, yakni belum ada 

kerjasama yang optimal antar berbagai stakeholder, SDM pemungut maupun 

pengawas yang kurang, sistem pengawasan yang kurang optimal, sarana dan 

prasarana yang kurang. 
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3. Terkait dengan pengelolaaan potensi dan penerapan strategi pengelolaan pajak dan 

retribusi daerah, ditemukan masih banyaknya kendala di lapangan. Penyebab 

pengelolaan Potensi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang 

belum optimal, antara lain: belum tersedianya data basis objek, potensi pemetaan 

Pajak dan Retribusi Daerah, besaran pajak dan retribusi, proses pengenaannya belum 

berdasarkan data potensi yang seharusnya dapat terealisasi. 

B. Saran-saran 

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Lamandau masih relatif rendah. Peningkatan 

penerimaan pajak daerah dan retribusi dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi 

daerah yang berbasis pada kekuatan lokal dengan mengembangkan komoditas unggulan. 

Meningkatnya perekonomian masyarakat akan berdampak pada peningkatan pendapatan 

per kapita masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah 

dan retribusi daerah semakin meningkat. Usaha lain yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau 

adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata. Pengembangan tersebut baik secara 

fisik maupun non fisik terhadap obyek wisata yang mencakup sarana dan prasarana, 

manajemen pengelolaan obyek wisata serta kualitas layanan terhadap wisatawan. 

Sektor pariwisata apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan jumlah kunjungan 

wisata dan akan mendorong timbulnya kegiatan ekonomi didaerah sekitar obyek wisata. 

Semakin besar kegiatan ekonomi, maka pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat 

dipungutpun menjadi semakin besar. Selain itu, usaha lain yang dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah 

adalah dengan peningkatan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta 

peningkatan promosi dan pengembangan potensi bahan galian C yang belum tergarap. 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 
DINAS PPKAD KABUPATEN LAMANDAU 

Komplek perkantoran Pemda Lamandau di Bukit Hibul 

Tip. (0532) 2071013, Fax. (0532) 2071012 Nanga Bulik 74162 

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LAMANDAU 
PER 31 DESEMBER 2008 

HASIL AUDIT BPK 

TAHUN ANGGARAN 2008 

JENIS PENERIMAAN ANGGARAN REALISASI 

PERUBAHAN Per 31 Desember 
2008 2008 

3 6 7 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.911.009.727 11.606.719.591 
PAJAK DAERAH 695.500.000 877.275.434 
Pajak Hotel 6.000.000 8.066.000 
Pajak Restoran 14.500.000 19.155.000 
Pajak Hiburan 7.500.000 4.882.000 
Pajak Reklame 47.500.000 55.867.500 
Pajak Peneranqan Jalan 120.000.000 132.985.060 
Pajak Bahan Galian Golongan C 500.000.000 656.319.874 
RETRIBUSI DAERAH 1.161.845.000 1.556.039.250 
Retribusi Jasa Umum 693.500.000 985.367 .000 
Retribusi Pelayanan Kesehatan 140.000.000 142.478.000 
Retribusi Pelayanan Persampahan I Kebersihan 35.000.000 21.605.210 
Retr KTP, Akte Catalan Sipil, K.Keluarga 325.000.000 673.625.000 
Retr Pelavanan Parkir di T eoi JI Umum 5.000.000 
Retribusi Pasar Daerah 150.000.000 97.180.790 
Retribusi Penqujian Kendaraan Bermotor 10.000.000 7.350.000 
Retribusi Jasa Administrasi Uang Leges 25.000.000 24.182.000 
Retribusi Jasa Pelavanan Penumoana 0 13.600.000 
Retr Jasa Pelayanan Ketertiban Pasar 3.500.000 5.346.000 
Retribusi Jasa Usaha 198.000.000 370.592.250 
Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah 160.000.000 356.382.250 
Retribusi Pertokoan/Pasar Grosir 2.500.000 0 
Retribusi Terminal 13.500.000 6.610.000 
Retribusi Tempat Parkir 5.000.000 6.200.000 
Retribusi Temoat Penainaoan/ Barak 15.000.000 0 
Retribusi Usaha Jasa Pariwisata 1.000.000 100.000 
Retribusi ljin Tambat 1.000.000 1.300.000 
Retribusi Perizinan Tertentu 270.345.000 200.080.000 
Retribusi lzin Mendirikan Banaunan 75.000.000 57.162.500 
Retribusi lzin Gangguan/ HO 7.500.000 4.222.500 
Retribusi lzin Trayek 27.095.000 150.000 
Retribusi SIUJK 25.000.000 26.500.000 
Retribusi ljin Tempat Usaha 50.000.000 72.850.000 
Retribusi liin Usaha Peroranaan 20.000.000 13.425.000 
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan 30.000.000 18.900.000 
Retribusi lzin Usaha lndustri 10.000.000 0 
Retribusi Tanda Daftar lndustri 15.000.000 0 
Retribusi Tanda Daftar Gudanq 5.000.000 0 
Retribusi ljin Log Pon 5.000.000 5.600.000 
Retribusi ljin Anqkutan 750.000 1.270.000 
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH 
YANG DIPISAHKAN 1.260.664. 727 1.152.664.727,62 
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pd Per.milik daerah/BUMD 
PT. Bank Pembangunan Kai - Teng ( BPK) 1.152.664.727 1.152.664.728 

PDAM 108.000.000 0 

(%) 

DARI 
TARGET 

9 
196,36 
126,14 
134,43 
132,10 
65,09 

117,62 
110,82 
131,26 
133,93 
142,09 
101,77 
61,73 

207,27 
000 

64 79 
73 50 
96,73 

100,00 
152,74 
187,17 
222,74 

000 
48,96 

124,00 
000 

10,00 
130,00 
74,01 
7622 
56,30 
0,55 

106,00 
145,70 
67,13 
6300 
000 
0 00 
0,00 

112,00 
169,33 

91,43 

100,00 

0,00 
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LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 2. 793.000.000 8.020. 7 40.179,32 287,17 
1 Hasil Petemakan Yang Dipisahkan 40.000.000 80.103.000 200,26 
4 luran Pencadangan Wilayah Pertambangan 150.000.000 100,00 
6 Jasa Giro 2.750.000.000 3.961.926.835 144,07 
7 Pendapatan Denda Pajak 3.000.000 2.260.500 75,35 
8 Pendaoatan dari Pengembalian 
10 Pend dari Pengembalian Kelebihan Pembavaran Ass. Kesehatan 4.181.455 100,00 

11 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan 
- 100,00 

Tunianaan 
13 Pendapatan dari Pembayaran Hutang Pensiunan Dapem 60.501.100 100,00 
15 Pendapatan dari pengembalian dr Dinas/ Badan 2.450.443.352 100,00 
16 Pendapatan dari temuan BPK dan BAWASDA 1.311.323.937 100,00 

DANA PERIMBANGAN 326.894.636.000 326.535.628.818 99,89 
DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK 41.658.980.000 41.299.972.818 99,14 
BAGI HASIL PAJAK 26.780.780.000 30.844.099.766 115,17 

1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23.764.810.000 27.543.277.062 115,90 
2 Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2.667.240.000 2.453.033.331 91,97 
3 PPh Orang Pribadi Dalam Negeri ( PPh Psi 25, PPh 29 dan PPh 21 ) 348.730.000 847.789.373 243,11 

1. Bagi Hasil PPh psi 25 dan 29 OPDN 15.624.776 
2. Bagi Hasil PPh Psi 21 832.164.597 
BAGI HASIL BUKAN PAJAKSUMBER DAYA ALAM 14.878.200.000 10.455.873.052 70,28 

1 Provisi Sumber Daya Hulan (PSDH) 5.000.000.000 4.135.483.392 82,71 
2 Dana Reboisasi 8.508.020.000 3.681.020.464 43,27 
3 Bagi Hasil dari luran Tetap (Land Rent) 59.752.960 40.843.520 68,35 
4 Bagi Hasil luran Eksplorasi & Eksploitasi ( Royalti ) 960.327.040 2.435.312.515 253,59 
5 Bagi Hasil dari Hasil Perikanan 350.100.000 163.213.161 46,62 

DANA ALOKASI UMUM 251. 739.656.000 251.739.656.000 100,00 
1 Dana Alokasi Umum 251.739.656.000 251.739.656.000 100,00 

DANA ALOKASI KHUSUS 33.496.000.000 33.496.000.000 100 00 
1 DAK Pendidikan 10.964.000.000 0 0,00 
2 OAK Kesehatan 7.561.000.000 0 0,00 
3 OAK lnfrastruktur Jalan 7.820.000.000 0 0,00 
4 OAK Air Bersih 2.073.000.000 0 0,00 
5 OAK Kelautan dan Perikanan 1.549.000.000 0 0,00 
6 OAK Pertanian 2.303.000.000 0 0,00 
7 OAK Sarana Pemerintah 0 
8 OAK Lingkungan Hidup 693.000.000 0 0,00 
9 OAK lrigasi 533.000.000 0 0,00 

LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 33.280.313.000 34.187.143.856 102,72 
BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH 
LAINNYA 5.197.893.000 5.360.871.656 103,14 
DBH PAJAK DARI PROVINSI 5.197 .893.000 5.360.871.656 10314 

1 Paiak Kendaraan Bermotor 976.646.000 878. 782.142 89,98 
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.328.034.000 1.486.488.215 111,93 
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2.889.820.000 2.988.689.543 103,42 
4 Air Bawah Tanah 1.434.000 521.343 36,36 
5 Air Permukaan 1.959.000 6.390.413 326,21 

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 26.832.420.000 27 .576.272.200 102 77 

Dana Penvesuaian 
1 Dana Adhock 26.832.420.000 27.576.272.200 102,77 
2 Dana Penvesuaian Tunjangan Pendidikan 743.852.200 100 
3 Dana penvesuaian infratruktur dan jalan lainya 26.832.420.000 100 

BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH 
DAERAH LAINNYA 1.250.000.000 1.250.000.000 100,00 

1 Bantuan Keuangan dari Propinsi 1.250.000.000 1.250.000.000 100,00 

LAIN- LAIN PENDAPATAN 4.586.377.600 930.146.121 

2 SPK Ketiga Kehutanan dan Perkebunan 3.946.040.000 359.103.521 9,10 

3 SPK Ketiaa Pertambanaan 500.000.000 430.665.000 8613 
5 SPK. Sektor Penanaman Modal 140.337.600 140.377.600 10003 
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PENDAPATAN ASLI DAERAH 
-PAJAK DAERAH 
-RETRIBUSI DAERAH 
--HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN 
--LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YG SAH 
DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT I PROPINSI 
-BAGI HASIL PAJAK 
--BAGI HASIL BU KAN PAJAK SUM BER DA YA ALAM 
--DANA ALOKASI UMUM 
-DANA ALOKASI KHUSUS 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
-DBH PAJAK DARI PROV & PEMERINTAH DAERAH LAINYA 
-DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 
--BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERJ 
-LAIN - LAIN PENDAPATAN 

JUMLAH TOTAL 
KURANG DARI TARGET 

I I 

REKAPITULASI · 
5.911.009. 727 11.606. 719.591 

695.500.000 877.275.434 
1.161.845.000 1.556.039.250 
1.260.664. 727 1.152.664. 728 
2.793.000.000 8.020. 7 40.179 

326.894.636.000 326.535.628.818 
26.780.780.000 30.844.099.766 
14.878.200.000 10 .455 .873.052 

251.739.656.000 251.739.656.000 
33.496.000.000 33.496.000.000 
37 .866.690.600 35.117 .289.977 
5.197.893.000 5.360.871.656 

26.832.420.000 27.576.272.200 
1.250.000.000 1.250.000.000 
4.586.377.600 930.146.121 

370.672.336.327 373.259.638.386 
2.587.302.059 

Nanga Bulik 18 Januari 2009 

Kepala Dinas PPKD 
Kabupaten Lamandau 

Drs.ABISUA 
NIP.196411151990041015 

196,36 
126,14 
133,93 
91,43 

287,17 
99,89 

115,17 
70,28 

100,00 
100,00 
92,74 

10314 
102,77 
100,00 

20,28% 
100,70 

0,70 
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, _, ·<: PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 
·~· •• \·~1 DINAS PENDAPATAN 

PENI ,·: f/~~· 1 KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
·:~"-< ... ~;: 1 Komplek pertrantoran Pemda Lamandau di Bukit Hibul 

Tip. C0532l 2071013. Fax. C0532l 2071012 Nanga Bulik 74162 

LAPORAN REAL/SAS/ PENDAPATAN BULAN DESEMBER 2009 

KODE REK JENIS PENERIMAAN Anggaran 2009 

1 2 3 

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.759.894.070 
4.1.1 PAJAK DAERAH 850.500.000 

41.1.01.12 Pajak Hotel 8.000.000 
4.1.1.01.02 Pajak Restoran 20.000.000 
4.1.1.03.20 Pajak Hiburan 7.500.000 
4.1.1.04.01 Pajak Reklame 75.000.000 

4.1.1.05.01 Pajak Penerangan Jalan 140.000.000 
4.1.1.06. 06 Pajak Bahan Galian Golongan C 600.000.000 

4.1.2 RETRIBUSI DAERAH 1.264.750.000 
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 718.000.000 

4.12.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 150.000.000 
4.12.01.02 Retribusi Pelayanan Persamoahan I Kebersihan 35.000.000 
4.1.2.01.03 Retribusi KTP, Akte Catalan Sipi/, Kartu Keluarqa 225.000.000 
4.1.2.01.01 Retribusi Pelavanan Parkir di Tepi Jalan Umum 0 
4 1.2 01.06 Retribusi Pasar Daerah 150.000.000 
4.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 20.000.000 
4.1.2.01.11 Retribusi Jasa Administrasi Uang Leges 27.000.000 
4.1.2.01.12 Retribusi Jasa Pelavanan Penumoano 15.000.000 
4.1.2.01.13 Retribusi Jasa Pelavanan Ketertiban Pasar 5.000.000 

Retribusi Penooantian Biava Cetak Dokumen Lelang 90.000.000 
4.1.2.01.15 Retribusi I iin Angkutan 1.000.000 

4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 254.250.000 
4.1.2.02.01 Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah 200. 000. 000 
4.1.2 02.02 Retribusi Pertokoan/Pasar Grosir 3.000.000 
4.1.2.02 04 Retribusi Terminal 10.000.000 
41.2 02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 15.000.000 
4.1.202.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Barak 15.000.000 
4.1.2.02.14 Retribusi Usaha Jasa Pariwisata 1.000.000 
4.1.2.02.15 Retribusi ljin Tambat 10.000.000 
4.12.02.16 Retribusi Hiburan Rakyat 250.000 

4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 292.500.000 
4.1.2.03.01 Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 85.000.000 

41.2 03 Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 0 
4.1.2.03.03 Retribusi lzin Gangguan/ HO 10.000.000 

4.1.2.03.04 Retribusi lzin T rayek 7.500.000 

4.1.2.03.06 Retribusi SIUJK 40.000.000 

4.1.2.03.07 Retribusi ljin Tempat Usaha 60.000.000 

4 1.2.03.08 Retribusi ljin Usaha Perorangan 22.500.000 

4.1.2 03.09 Retribusi Tanda Daftar Perusahaan 30.000.000 

4.1.2.03.10 Retribusi lzin Usaha lndustri 10.000.000 

4.1.2.03.11 Retribusi Tanda Daftar I ndustri 15.000.000 

4.1.2 03.12 Retribusi Tanda Daftar Gudang 5.000.000 

4.1.2.03.13 Retribusi ljin Log Pon 7.500.000 

4.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKA Y AAN DAERAH 
YANG DIPISAHKAN 2.035.144.070 

4.1.3.01 Ba11ian Laba Atas Penyertaan Modal Pd Per.milik daerah/BUMD 
Milik Daerah/ BUMD 

41.3.01.03 PT. Bank Pembangunan Kai-Teng ( BPK) 2.035.144.070 

S/D BULAN INI (%) 

6 7 

11.390.127.317 89,27% 
953.900.842 112,16% 

6.970.000,00 87,13% 
18.860.000,00 94,30% 
1.000.000,00 13,33% 

72.431.000,00 96,57% 
194.151.535,00 138,68% 
660.488.307,00 110,08% 

944.250.405 74,66% 
511.991.030 71,31% 

114.543.500,00 76,36% 
23.673.250,00 67,64% 

239. 650. 000' 00 106,51% 
-

68. 764.280,00 45,84% 
14.486.000,00 72,43% 
29.814.000,00 110,42% 
12.052.000,00 80,35% 
7.708.000,00 154,16% 

1.300.000,00 0,00% 
241.904.375,00 95,14% 
212.846.375,00 106,42% 

0,00% 
6.196.000,00 61,96% 

14.250.000,00 95,00% 
8.250.000,00 55,00% 

- 0,00% 
362.000,00 3,62% 

. 0,00% 
190.355.000 0,00% 
32.775.000 38,56% 

- #DIV/O! 
- 0,00% 

475.000 6,33% 
39.750.000 99,38% 
74.630.000 124,38% 
23.900.000 106,22% 
18.825.000 62,75% 

- 0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

2.035.144.071 100,00% 

2.035.144.070,61 100,00% 
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4.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 8.609.500.000 7.456.831.999 86,61% 
414.01.16 Hasil Petemakan Yang Dipisahkan 60.000.000 128.980.000,00 0,00% 

Sumbanaan Pihak Ketiga Kehutanan dan Perkebunan 3.946.000.000 
Sumbanoan Pihak Ketioa Pertambanaan 650.000.000 

4.1.4.02 01 Jasa Giro 3. 950. 000. 000 4.881.892.842,00 123,59% 
4.1.40704 Pendapatan Denda Pajak 3.500.000 1.653.000,00 47,23% 
4.1.410 07 Pendapatan dari Pembayaran Hutanq Pensiunan Dapem 0 81.238.800,00 100,00% 

08 Pendapatan dari pengembalian Kontraktor/Pemborong 0 - #DIV/O! 
4.1.4.10.09 Pendapatan dari pengembalian dr Dinas/ Sadan 0 605.234.514,00 #DIV/O! 
4.1.4.10.10 Pendaoatan dari temuan BPK dan BAWASDA 0 1. 757.832.843,48 #DIV/O! 

4.2 DANA PERIMBANGAN 355.853.418.886 352.015.270.226 98,92% 
4.2.1 DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK 56.857 .018.886 53.026.236.226 93,26% 

4.2.1.01 BAGI HASIL PAJAK 36.359.458.685 33.203.439.357 91,32% 
4.2.1.01.01 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 31.859.458.685 29.691.076.598,00 93,19% 
4.2.1.01.02 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3.500.000.000 2.496.790.599,00 71,34% 

4.2.1.01.03 PPh Orang Pribadi Dalam Negeri ( PPh Psi 25, PPh 29 dan PPh 21 ) 1.000.000.000 1.015.572.160,00 101,56% 

1. Bagi Hasil PPh psi 25 dan 29 OPDN 13.993.930,00 100,00% 

2. Bagi Hasil PPh Psi 21 1.001.578.230,00 100,00% 

4.2.1.02 BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM 20.497.560.201 19.822.796.869 96,71% 
4.2.1.02.01 Baai Hasil dari luran Hak Penausahaan Hulan 1.000.000.000 . 0,00% 
4.2.1.02.02 Provisi Sumber Daya Hulan (PSDH) 7.197.560.201 5.802.369.107,00 80,62% 
4.2.1 02 03 Dana Reboisasi 7.500.000.000 10.141.583.770,00 135,22% 
4.2.1.02.04 Bagi Hasil dari luran Tetap (Land Rent) 400. 000. 000 184.871.144,00 0,00% 
4.2.1.02.05 Bagi Hasil luran Eksplorasi & Eksploitasi ( Royalti ) 3.950.000.000 3.553.401.853,00 89,96% 
4.2.1.02.07 Bagi Hasil dari Hasil Perikanan 450.000.000 140.570.995,00 31,24% 

4.2.2 DANA ALOKASI UMUM 255.348.400.000 255.341.034.000,00 100,00% 
4.2.2.01 Dana Alokasi Umum 255.348.400.000 255.341.034.000,00 100,00% 

4.2.3 DANA ALOKASI KHUSUS 43.648.000.000 43.648.000.000,00 100,00% 

4.2.3.01 Dana Alokasi Khusus 

4.2.3.01.01 Dana Alokasi Khusus Pendidikan 11.261.000.000 11.261.000.000 100,00% 

4.2.3.01.02 Dana Alokasi Khusus Kesehatan 7.099.000.000 7.099.000.000 100,00% 

4.2.3.01.03 Dana Alokasi Khusus lnfrastruktur Jalan 11.285.000.000 11.285.000.000 100,00% 

42.3.01.04 Dana Alokasi Khusus Air Bersih 2.345.000.000 2.345.000.000 100,00% 

4.2.3.01.05 Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan 1. 533. 000. 000 1.533.000.000 100,00% 

4.2.3.01.06 Dana Alokasi Khusus Pertanian 5.754.000.000 5. 754.000.000 100,00% 

4.2.3.01.08 Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup 923.000.000 923.000.000 100,00% 

4.2.3.01.09 Dana Alokasi Khusus lrigasi 2.966.000.000 2.966.000.000 100,00% 

4.2.3.01.10 Dana Alokasi Khusus Perdagangan 482.000.000 482.000.000 100,00% 

4.3.3 BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH 7 .642.178. 722 6.561.334.227 85,86% 
LAINNYA 

4.3.3.01 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVlNSI 7.642.178.722 6.561.334.227 85,86% 

4.3.3.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor 2.075.972.480 1.744.670.114,00 84,04% 

4.3.301.02 Pajak Kendaraan Diatas Air 2.259.133 . 0,00% 

4.3.3.01.03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2.407.839.078 2.140.400.141,00 88,89% 

4.3.3.01.04 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas Air 1.737.794 - 0,00% 

4.3.3.01.05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 3.146.065.888 2.634.026.717,00 83,72% 
4.3.3.01.06 Baai Hasil Paial< Penaambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 1.955.791 961.029 00 4914% 

4.3.3.01.07 Bagi Hasil Pajal< Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan 6.348.558 6.295.310,00 99,16% 

4.3.3.01.08 Baai hasil Peniualan Tiket Penerbangan Perintis 34.980.916,00 100,00% 
4.3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 17 .845.084.600 8.123.678.300 45,52% 

4.3.1 Pendaoatan Hibah 16.000.000.000 2.500.000.000 15,63% 
4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 16.000.000.000 2.500.000.000,00 15,63% 

4.4.7 Pendapatan Lainnya 1.845.084.600 5.623.678.300 100,00% 

4.4.7.03.01 Kurang Bayar OAK 976.191.000 976.191.000,00 0,00% 

4.4.7.03.02 Bantuan keuangan dari provinsi 868.893.600 250.000.000,00 100,00% 

4.4. 7.01.03 Tunjanga Guru PNS daerah 3.204.150.000,00 100,00% 

4.4. 7 .01.04 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang 0 181.418.300,00 100,00% 

4.4.7.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga Kehutanan dan Perkebunan 0 1.011.919.000,00 100,00% 

4.4. 7 .01.06 Sumbangan Pihak Ketiga Pertambangan 0 - 0,00% 
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REKAPITULASI : 

4.11 PENDAPATAN ASLI DAERAH I 
I --PAJAK DAERAH I 

--Kt: I Klt:!U:)I UAt:KAH 

--HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 
--LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 

.+.2 UAi1A r~n.imgMi1uAi1 u""". ru"'"' I I rnvr11'h)I 

--BAGI HASIL PAJAK 
--BAGI HASIL BU KAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM 
--DANA ALOKASI UMUM 

--DANA ALOKASI KHUSUS 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

--PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH 

--DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH 

- Pendapatan Lainnya 
JUMLAH TOT AL 

12. 759.894.010 I 11.390.127.317,09 I 89,27% 
850.500.0001 953.900.842] 112,16% 

1.Zb4.IOU.UUU ~44.ZOU.4Uo 14,bb'1o 

2.035.144.070 2.035.144.071 100,00% 
8.609.500.000 7.456.831 999 86,61% 

--- --- -
,);J;J,Q'1.> ... I 0.000 .Ja.c;..u 1 a . .c;.1 u . .c;..c;.o,w ':10,'::JL./O 

36.359.458.685 33.203.439.357 91,32% 
20.497.560.201 19.822.796.869 96,71% 

255.348.400.000 255.341.034.000 100,00% 

43.648.000.000 43.648.000.000 100,00% 

25.487.263.322 14.685.012.527,00 57,62% 

16.000.000.000 2.500.000.000 15,63% 

7.642.178. 722 6.561.334.227 85,86% 
1.845.084.600 5.623.678.300 304,79% 

394.100.576.278 378.090.410.070 95,94% 

Nanga Bulik, 31 Desember 2009 

Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Lamandau 

Drs.ABISUA 
NIP.196411151990031 015 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 
DINAS PENDAPATAN 

AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
Komplek perkantoran Pemda Lamandau di Bukit Hibul 

Tip, f0532J 20710:1..3, Fax. f0532J 2071012 Nanaa Bulik 74162 

########## 

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN per 31 Desember 2010 

KOO 
Anggaran 2010 

E JENIS PENERIMAAN SID BULAN INI 
REK 

Perubahan 

1 2 3 6 

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.480.941.175 8.651.365.930,89 
4.1.1 PAJAK DAERAH 2.182.047.175 1.842.345.916,00 
.01.12 Pajak Hotel 10.000.000 5.858.000,00 
.01 02 Pajak Restoran 25.000.000 24.515.000,00 
.03.20 Pajak Hiburan 7.500.000 2.550.000,00 
.04.01 Pajak Reklame 100.000.000 63.106.500,00 
.05.01 Pajak Penerangan Jalan 300.000.000 138.061.835,00 
06. 06 Pajak Bahan Galian Golongan C 1.739.547.175 1.607.254.581,00 
4.1.2 RETRIBUSI DAERAH 2.217.250.000 1.101.755.795,00 
4.1.2.1 Retribusi Jasa Umum 1.020.000.000 687 .143.035,00 
4.1.2.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 100.000.000 147.898.625,00 
4.1.2.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan ) 25.000.000 32.135.500,00 
4.1.2. Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD 75.000.000 115.763.125,00 
4.1.2.1 Retribusi Pelayanan Persampahan I Kebersihan 35.000.000 22.981.500,00 
4.1.2.1 Retribusi KTP, Akte Catalan Sipil, Kartu Keluarga 675.000.000 144.330.000,00 
4.1.2.1 Retribusi Pasar Daerah 130.000.000 131.163.910,00 
4.1.2.1 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 12.500.000 23.856.000,00 
4.1.2.1 Retribusi Jasa Administrasi Uang Leges 40.000.000 28.048.000,00 
4.1.2.1 Retribusi Jasa Pelayanan Penumpang 20.000.000 14.307.000,00 
4.1.2.1 Retribusi Jasa Pelayanan Ketertiban Pasar 7.500.000 11.508.000,00 

4121 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang 0 163.050.000,00 
4.1.2.( Retribusi Jasa Usaha 891.250.000 199.837.760,00 
4.1.2.1 Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah 850. 000. 000 142.596.760,00 
4.1.2.1 Retribusi Terminal 10.000.000 8.195.000,00 
4.1.2.1 Retribusi Tempat Khusus Parl<ir 15.000.000 30.613.000,00 
4.1.2.1 Retribusi Temoat Penainaoan/ Barak 15.000.000 8.000.000,00 
4.1.2.1 Relribusi ljin Tambat 1.000.000 758.000,00 
41.2 I Retribusi Hiburan Rakyat 250.000 0,00 

4121 Retribusi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau 1.100.000,00 
4121 Retribusi Pendaftaran Kapal Registrasi 300.000,00 
4.1.2.1 Retribusi Surat Tanda Kecakapan 600.000,00 
4.1.2.1 Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuan Umum 7.675.000,00 
4.1.2.1 Retribusi Perizinan Tertentu 306.000.000 214.775.000,00 
4.1.2.1 Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 85.000.000 95. 775.000,00 
412.I Retribusi lzin Gangguan/ HO 15.000.000 0,00 

4.121 Retribusi lzin T rayek 5.000.000 0,00 

4121 Retribusi SIUJK 35.000.000 31. 750.000,00 

412.1 Retribusi ljin Tempat Usaha 75.000.000 22.325.000,00 

412.1 Retribusi ljin Usaha Perorangan 22.500.000 26.600.000,00 

4.1.2.1 Retribusi Tanda Daftar Perusahaan 25.000.000 16.200.000,00 

4.1.2.I Retribusi lzin Usaha lndustri 10.000.000 0,00 

41.2 I Retribusi Tanda Daftar lndustri 15.000.000 0,00 

4.1.21 Retribusi Tanda Daftar Gudang 5.000.000 0,00 

4.1.2.1 Retribusi ljin Log Pon 7.500.000 0,00 

4.1.2.1 Retribusi ljin Angkutan 6.000.000 22.125.000,00 

4.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN 2.835.144.000 1.580.874.129,51 
4.1.3.1 BaQian Laba Atas Penyertaan Modal Pd Per.milik daerah/BUMD 
4.131 PT. Bank Pembangunan Kai-Teng ( BPK ) 2.835.144.000,00 1.580.874.129,51 

(%) 
LEBIH I KURANG 

DARI TARGET 

7 8 
82,54% (1.829.575.244) 
84,43% (339. 701.259) 
58,58% (3.142.000) 
98,06% (485.000) 
34,00% (4.950.000) 
63,11% (36.893.500) 
46,02% (161.938.165) 
92,39% (132.292.594) 
49,69% (1.115.494.205) 
67,37% (332.856.965) 
147,90% 47.898.625 
128,54% 7.135.500 
154,35% 40.763.125 
65,66% (12.018.500) 
21,38% (530.670.000) 
100,90% 1.163.910 
190,85% 11.356.000 
70,12% (11.952.000) 
71,54% (5.693.000) 
153,44% 4.008.000 

100,00% 163.050.000 
22,42% (691.412.240) 
16,78% (707.403.240) 
81,95% (1.805.000) 

204,09% 15.613.000 
53,33% (7.000.000) 
75,80% (242.000) 
0,00% (250.000) 

100,00% 1.100.000 
100,00% 300.000 
100,00% 600.000 
100,00% 7.675.000 
70,19% (91.225.000) 
112,68% 10.775.000 

0,00% (15.000.000) 
0,00% (5.000.000) 
90,71% (3.250.000) 
29,77% (52.675.000) 

118,22% 4.100.000 

64,80% (8.800.000) 
0,00% (10.000.000) 

0,00% (15.000.000) 

0,00% (5.000.000) 
0,00% (7.500.000) 

368,75% 16.125.000 

55,76% (1.254.269.870) 

55,76% (1.254.269.870) 
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4.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 3.246.500.000 3. 760.863.018,77 115,84% 514.363.019 
4.1.4.1 Hasil Petemakan Yang Dipisahkan 125.000.000 62.675.000,00 50,14% (62.325.000) 
4.1.4.1 Jasa Giro 2.500.000.000 1.727.309.211,00 69,09% (772.690. 789) 
4. 1.4.( Pendapatan Bunga Diposito a 15.991.664,00 100,00% 15.991.664 
41.4.( Pendapatan Denda Paiak 1.500.000 1.029. 700,00 68,65% (470.300) 

4.1.4. Pendapatan dari Pembayaran Hutang Pensiunan Dapem 0 93.444. 767,00 100,00% 93.444.767 
4.1.4. Pendapatan Lainnya 0 359.509.875,06 100,00% 359.509.875 

414. Pendapatan dari pengembalian Belanja (CP) Tahun lalu 0 544.935.199,00 100,00% 544.935.199 

414. Pendapatan dari temuan BPK dan BAWASDA 557.000 000 894.791.184,71 160,64% 337.791.185 

414. Ask es 63.000 000 61.176.418,00 97,11% (1.823.582) 
4.2 DANA PERIMBANGAN 347 .467 .538.000 257.878.898. 780,00 74,22% (89.588.639.220) 
4.2.1 DANA BAGI HASIL PAJAK! BUKAN PAJAK 57.855.000.000 61.568.811.210,00 106,42% 3.713.811.210 
4.2.1.( BAGI HASIL PAJAK 37.400.000.000 37 .565.123.670,00 100,44% 165.123.670 
4 21.( Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 32.700.000.000 33.440.714.845,00 102,27% 740.714.845 
4.2.1. Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Banaunan IBPHTBl 3.600.000.000 2.784.972.889 00 7736% (OIO.Ul/.111 

4.2.1. PPh Orana Pribadi Dalam Neiieri ( PPh Psi 25, PPh 29 dan PPh 2 1.100.000000 1.339.435.936,00 121,77% 239.435.936 
1. Bagi Hasil PPh psi 25 dan 29 OPDN 10.184.577,00 10.184.577 
2. Bagi Hasil PPh Psi 21 1. 329. 251. 359, 00 1.329.251.359 

4.2.U BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM 20.455.000.000 24.003.687 .540,00 117,35% 3.548.687 .540 
421.( Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hulan 3. 400. 000 000 1.661.985.216,00 48,88% (1.738.014.784) 
4.2. U Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 5.600.000 000 7.242. 733.953,00 129,33% 1 642.733.953 
4.2.1.1 Dana Reboisasi 7. 500. 000. 000 11.448.094.813,00 152,64% 3.948.094.813 
4.2.1.I Bagi Hasil dari luran Tetap ( Land Rent ) 250.000 000 21.818.141,00 8,73% (228.181.859) 
4.2.1.( Bagi Hasil luran Eksplorasi & Eksploitasi ( Royalti ) 3.530.000.000 3.495. 720.906,00 99,03% (34.279.094) 
4.2. U Bagi Hasil dari Hasil Perikanan 175.000 DOD 133.334.511,00 76,19% (41.665.489) 
4.2.2 DANA ALOKASI UMUM 257 .428.838.000 257.428.838.000,00 100,00% 
4.2.2.( Dana Alokasi Umum 257.428.838 000 257.428.838.000,00 100,00% 
4.2.3 DANA ALOKASI KHUSUS 32.183. 700.000 32.183. 700.000,00 100,00% 
4.2 3.( Dana Alokasi Khusus Pendidikan 8.861.100.000 8.861.100.000,00 100,00% 
423.( Dana Alokasi Khusus Kesehatan 3.620.100.000 3.620.100 000,00 100,00% -
423.( Dana Alokasi Khusus lnfrastruktur Jalan 5.012.900 000 5.012.900 000,00 100,00% 
4.2.31 Dana Alokasi Khusus Air Bersih 672.600.000 672.600.000,00 100,00% 
42.3.( Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan 1.842.400.000 1.842.400.000,00 100,00% 
4 2.3 ( Dana Alokasi Khusus Pertanian 7.265.100.000 7.265.100 000,00 100,00% 
4 2.3.( Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup 936.700 000 936.700.000,00 100,00% 
4 2 3.( Dana Alokasi Khusus lrigasi 1.161.500.000 1.161.500.000,00 100,00% 
4.2.3.( Dana Alokasi Khusus Perdagangan 639.300000 639.300.000,00 100,00% 
4.2.3.( Dana Alokasi khusus Sanitasi 610.200.000 610.200.000,00 100,00% 
4.2.3.1 Dana Alokasi Khusus Prasarana Pedesaan 1.561.800.000 1.561.800.000,00 100,00% 
4.3 LAIN· LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 36.965.362.417 35.530.183.881,64 96,12% (1.435.178.535) 
4.3.3 BHP DARI PROP DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 6. 705.584.187 7.807 .980.661,00 116,44% 1.102.396.474 
4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINS! 6. 705.584.187 7.807.980.661,00 116,44% 1.1u.t • .>:10.4t4 

4.3.3.( Pajak Kendaraan Bermotor 1.703.075.292 1.588.655.948,00 93,28% (114.419.344) 

4.3.3.( Pajak Kendaraan Diatas Air 1.520.000 0,00% (1.520.000) 
4 3.3( Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.853.175.292 2.392.669.314,00 129,11% 539.494.022 
4.3.3.1 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas Air 1.520.000 0,00% (1.520.000) 
4.3.31 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 3.104.634.041 3.789.426.819,00 122,06% 684. 792. 778 
4.3.3.1 Baoi Hasil Pajak Penaambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 380.000 538.323 00 14166% 1:>!1 • .>".> 

4.3.3.( Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan 4.180.000 8.111.047,00 194,04% 3.931.047 
4.33.( Bagi Hasil Penjualan Tiket Penerbangan Perintis 0 10.029.430,00 100,00% 10.029.430 

4 3.3.( Bagi Hasil Cukai Tembakau 37.099.562 18.549.780,00 50,00% (18.549. 782) 

4.3.4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 13.493.000.000 12.530.500.000,00 92,87% (962.500.000) 

4.3.4. Dana Penyesuaian 13.493.000.000 12.530.500.000 92,87% (962.500.000) 

4.3.4. Dana Adhock 13.493.000.000 0,00% (13.493.000.000) 

4.3.4. Dana Penguatan lnsratruktur dan Prasama Daerah 0 8.662.500.000 100,00% 8.662.500.000 

4.3.4. Dana Percepatan Pembangunan lnsfratruktur Pendidikan 0 3.868.000.000 100,00% 3.868.000.000 

4.3.5 BANTUAN KEUANGAN DARI PROP/PEM.DAERAH LAINYA 250.000.000 0,00% (250.000.000) 
43.5( Bantuan Keuangan dari Propinsi 250.000.000 0,00% (250.000.000) 

4.3.6 LAIN· LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.685.208.230 8.358.933.220,64 86,31% (1.326.275.009) 

4.3.6.( SUMBANGAN PIHAK KETIGA 2.853.638.230 1.521.246.229,50 53,31% (1.332.392.001) 

43.6.( SPK Kehutanan dan Perkebunan 1.353.379 435 1.228.275.229,50 90,76% (125.104.206) 

4.3.6.( SPK Pertambangan 1.500.258 795 292.971 000,00 19,53% (1.207.287.795) 
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4.3.7. TUNJANGAN GURU PNS DAERAH 

436( Tunjangan Guru PNS Daerah (Non sertifikasi) 

436( Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi) 

4.3.8. PENDAPATAN LAIN-LAIN 

4.38.1 Pendapatan lain - lain 

REKAPITULASI : 
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 

4.1.1 --PAJAK DAERAH 

4.1.2 --RETRIBUSI DAERAH 

4.1.3 -HASIL PENGELOLAAN KEKA YAAN DAERAH YG DIPISAHKAN 

4.1.4 -LAIN-LAIN PENDAPATAN ASL/ DAERAH YANG SAH 
4.2 DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT I PROPINSI 

4.2.1 DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK 
4.2.2 --DANA ALOKAS/ UMUM 

4.2.3 --DANA ALOKASI KHUSUS 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

4.33 -- DBH PAJAK PROP/NS/ DAN PEMERINTAH DAERAH LAINYA 

4.3.4 -- DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 
4.3.5 -- BANTUAN KEUANGAN DARI PROP/NS/ ATAU PEMERINTAH 
4.36 - LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH 

JUMLAH TOTAL 

6.831.570.000 6.832.770.000 100,02% 

4.255.800.000 4.257.000.000 100,03% 

2.575.770.000 2.575.770.000 100,00% 

4.916.991, 14 100,00% 

0 4.916.991,14 100,00% 

10.480.941.175,00 8.285.838.859,28 79,06% 

2.182.047.175,00 1.842.345.916,00 84,43% 
2.217. 250. DOD, OD 1.101.755.795,0D 49,69% 

2.835.144.000,00 1.580.874.129,51 55,76% 
3. 246. 500. 000, 00 3.760. 863. 018, 77 115,84% 

347.467.538.000,00 351.181.349.210,00 101,07% 
57. 855. 000. 000, 00 61.568.811.210,00 106,42% 

257. 428. 838. 000, 00 257.428.838.000,00 100,00% 

32.183 700.000,00 32. 183. 700. 000, 00 100,00% 

30.133. 192.417,00 28.697.413.881,64 95,23% 

6.705.584.187,00 7.807.980.661,00 116,44% 

13.493000.000,00 12. 530. 500. 000, 00 92,87% 
250.000.000,00 0,00% 

9. 685. 208. 230, 00 8. 358. 933. 220, 64 86,31% 
388.082.271.592,00 388.164.601.950,92 100,02% 

Kepala Oinas Pendapatan 
2, 7% an Keuangan dan Aset Daerah 

2, 13% Cabupaten Lamandau 

Ors. ABISUA 
NIP.196411151990031 015 

1.200.000 

1.200.000 

(2.195.102.316) 
(339. 701.259) 

( 1. 115. 494. 205) 

(1.254.269.870) 

514.363.019 
3. 713.811.210 

3. 713.811.210,00 

(1.436.378.535) 

1.102.396.474 
(962. 500. 000) 
(tOU.UUU.UUU) 

(1.326.275.009) 

82.330.359 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 
DINAS PENDAPATAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jl.Bukit Hibul 

Nanga Bulik Telp. (0532) 2071013, Fax. (0532) 2071012 
Kode Pos 74162 

KODE REK 

1 

4.1 
4.1.1 
4.1.1.01.12 
4.1.1.02.02 
4.1.1.03.20 
4.1.104.01 
411.05.01 
4.1.1.06 06 
4.11.08.01 
4.1.1.13.01 
4.1.2 
4.1.2.01 
4.1.2.01.01 

4.1.2.01.02 

4.1.2.01.03 
4.1.2.01.06 
4.1.2.01.07 
4.1.2.01.11 
4.1.2.01.12 
4.1.2.01.13 

4.1.2.01.15 
4.1.2.01.23 
4.1.2.01.24 
4.1.2.01.25 
4.1.2.01.26 
4.1.2.02 
4.1.2.02.04 
4.1.2.02.05 
4.1.2.02.06 
4.1.2.02.15 
4.1.2.02.20 

4.1.2.02.21 
4.1.2.03 
4.1.2.03.01 
4.1.2.03.03 
4.1.2.03.04 
4.1.2.03.06 
4.1.2 03.07 
4.1.2.03.08 
4.1.2.03.09 
4.1.2.03.10 
4.1.2.03.11 
4.1.2.03.14 

LAPORAN REAL/SAS/ PENDAPATAN DAERAH PER/ODE BULAN DESEMBER 

T.A 2011 

JENIS PENERIMAAN 
Anggaran 2011 

SID BULAN INI 
Perubahan 

2 3 4 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 13.285.620.000,00 12.839.920.481,37 
PAJAK DAERAH 2.438.120.000,00 1.433.551.575,00 
Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/ Hostel/Rumah Kos 35.000.000,00 8.570.000,00 
Pajak Restoran/Rumah Makan 40.000.000,00 37.540.000,00 
Pajak Hiburan 12.500 000,00 2.817.000,00 
Pajak Reklame Papan/Bill BoardNideotron/M09atron 150.000.000,00 71.772.500,00 
Pajak Penerangan Jalan PLN 400.000.000,00 554.012.419,00 
Pajak Bahan Galian Golongan C 1.300.000.000,00 758.839.656,00 
Pajak Air Bawah Tanah 620.000,00 0,00 
Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 500.000.000,00 0,00 
RETRIBUSI DAERAH 1.959.000.000,00 1.257.372.916,25 
Retribusi Jasa Umum 1.381.100.000,00 828.582. 766,25 
Retribusi Pelayanan Kesehatan : 300.000.000,00 205.184. 775,00 
- (Dinas Kesehatan) 100.000.000,00 31.968.375,00 
-(RSUD) 200.000.000,00 173.216.400,00 
Retribusi Pelayanan Persampahan I Kebersihan : 65. 000. 000, 00 23.288.250,00 
- (Disperindagkop UKM) 45.000.000,00 6.688.250,00 
-(DPPKAD) 20 000.000,00 16.600.000,00 
Retribusi KTP, Akte Catalan Sipil, Kartu Keluarga 250.000.000,00 226.945.000,00 
Retribusi Pelayan Pasar 200.000.000,00 107.140.560,00 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 21.500.000,00 28.350.000,00 
Retribusi Jasa Administrasi Uang L09es 50.000.000,00 44.468.000,00 
Retribusi Jasa Pelayanan Penumpang 13.500.000,00 11.458.000,00 
Retribusi Jasa Pelayanan Ketertiban Pasar 12.000.000,00 11.813.000,00 
Retribusi ljin Angkut 17.500.000,00 4.725.000,00 
Retribusi Kelaikan dan Kebanasaan Kaoal Sunaai dan Danau 1.000.000,00 0,00 
Retribusi Pendaflaran KapaVR09istrasi 100.000,00 0,00 
Retribusi Surat Tanda Kecakapan 500.000,00 0,00 
Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Ala! Berat 450. 000. 000' 00 165.210.181,25 
Retribusi Jasa Usaha 185.900.000,00 95.403.000,00 
Retribusi Terminal 6.600 000,00 6.755.000,00 
Retribusi Tempat Khusus Parkir 26.500.000,00 47.130.000,00 
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan I Villa 50.000.000,00 0,00 
Retribusi lzin Tambat 400.000,00 708.000,00 
Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuaan Umum (GPUD) . 52.400.000,00 40.810.000,00 
- Gedung Pertemuan Umum Daerah (GPUD) DPPKAD 32.400 000,00 19.261.000,00 
- (GPUD) I Sewa Aula BAPPEDA 10.000.000,00 5.487 .000,00 
- (GPUD) I Sewa Aula BKPP 10.000.000,00 15.362.000,00 
- Retribusi Pemakaian Gedung PU 0,00 700.000,00 
Retribusi Jasa Usaha minuman Beralkohol 50.000 000,00 0,00 
Retribusi Perizinan Tertentu 392.000.000,00 333.387.150,00 
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 150.000.000,00 200.418.750,00 
Retribusi lzin Gangguan/ HO 35.000.000,00 42.933.400,00 
Retribusi lzin Trayek 7 500.000,00 0,00 
Retribusi Surat ljin Jasa Kontruksi (SIUJK) 0,00 20.500.000,00 
Relribusi ljin T empat Usaha 100.000 000,00 22.710.000,00 
Retribusi Surat ljin Usaha Perorangan (SIUP) 30.000.000,00 17.425.000,00 
Retribusi Tanda Daflar Perusahaan (TOP) 35.000.000,00 29.400.000,00 
Retribusi lzin Usaha lndustri 12.500 000,00 0,00 
Retribusi Tanda Daftar lndustri 16.500.000,00 0,00 

Retribusi Tanda Daftar Gudang 5.500.000,00 0,00 

(%) 

5 

96,65% 
58,80% 
24,49% 
93,85% 
22,54% 
47,85% 
138,50% 
58,37% 
0,00% 
0,00% 
64,18% 
59,99% 
68,39% 
31,97% 
86,61% 
35,83% 
14,86% 
83,00% 
90,78% 
53,57% 
131,86% 
88,94% 
84,87% 
98,44% 

27,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

36,71% 
51,32% 
102,35% 
177,85% 
0,00% 

177,00% 
77,88% 
59,45% 
54,87% 

153,62% 

0,00% 
85,05% 
133,61% 
122,67% 
0,00% 

22,71% 
58,08% 
84,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
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4.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKA Y AAN DAERAH 2.500.000.000,00 1.946.772.559,00 77,87% 
YANG DIPISAHKAN 

4.1.3.01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pd Per.milik daerah/BUMD 2.500.000.000,00 1.946.772.559,00 77,87% 
Milik Daerahl BUMD 

4.1.3.01.03 PT. Bank Pembangunan Kai-Teng ( BPK) 2.500.000.000,00 1.946.772.559,00 77,87% 
4.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 6.388.500.000,00 8.202.223.431, 12 128,39% 
4.1.4.01.06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat/Bermotor 0,00 0,00 
4.1.4.01.16 Hasil Petemakan Yanq Dipisahkan 300.000.000,00 83.059.600,00 27,69% 
4.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah 1.500.000.000,00 392.364.830,04 26,16% 
4.1.4.03.01 Rekening Diposito Pada Bank Kalteng 4.507.500.000,00 3.759.711.758,00 83,41% 
4.1.4.03.02 Pendapalan Sunga Diposito 15.000.000,00 21.374.998,00 142,50% 
4.1.4 07.04 Pendaoalan Denda Paiak Reklame 3.000.000 00 4.446.600,00 148,22% 
4.1.4.08.01 Pendaoalan Denda Retrebusi 0,00 4.700.000,00 
4.1.4.10.06 Pendaoatan Lainnva 0,00 2.492.738.728, 11 
4.1.4.10.07 Pendaoatan dari Pembavaran Hutana Pensiunan Daoem lnduk 0,00 76.499.600,00 
4.1.4.10.10 Pendapalan dari Hasil Temuan Bawasda/ lnspektorat & BPK 0,00 1.123.037.616,97 
4.1.4.15.01 Askes: 63. 000. 000, 00 244. 289. 700, 00 387,76% 

-Askes RJTP 63.000.000,00 101.356.700,00 160,88% 
-Askes RSUD 0,00 142.933.000,00 

4.2 DANA PERIMBANGAN 385.596.129.609,00 393.603.986.958,00 102,08% 
4.2.1 DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK 55.485.223.609,00 63.785.747.958,00 114,96% 
4.2.1.01 BAGI HASIL PAJAK 36.100.000.000,00 35.873.964.321,00 99,37% 
4.2.1.01.01 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 34.100.000.000,00 34.545.604.441,00 101,31% 
4.2.1.01.03 PPh Orang Pribadi Dalam Negeri ( PPh Psi 25, PPh 29 ) 1.000.000.000,00 14.510.183,00 1,45% 
4.2.1.01.04 PPh Orana Pribadi Dalam Neaeri 1 PPh 21 1 1.000.000.000 00 1.313.849.697 00 13138% 
4.2.1.02 BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM 19.385.223.609,00 27.911.783.637,00 143,98% 
4.2.1.02.01 Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hulan 1.100.000.000,00 248.057.600,00 22,55% 
4.2.1.02 02 Provisi Sumber Daya Hulan (PSDH) 6.250.000 000,00 6.842.020.667,00 109,47% 
4.2.1.02.03 Dana Reboisasi 8.250.908.000,00 9.006.559.492,00 109,16% 
4.21.02.04 Bagi Hasil dari luran Tetap (Land Rent) 89.629.400,00 219 030.395,00 244,37% 
4.2.1.02.05 Bagi Hasil luran Eksplorasi & Eksploilasi ( Royalti ) 3.444.686.209,00 11.312.763.372,00 328,41% 
4.2.1.02.07 Bagi Hasil dari Pungulan Hasil Perikanan 250.000.000,00 261.048.242,00 104,42% 
4.2.1.01.12 Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau 0.00 22.303.869,00 
4.2.2 DANA ALOKASI UMUM 286.233.306.000,00 285.962.839.000,00 99,91% 
4.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum 286.233.306.000,00 285.962.839 000,00 99,91% 
4.2.3 DANA ALOKASI KHUSUS 43.8n.600.000,00 43.855.400.000,00 99,95% 
4.2.3.01.01 Dana Alokasi Khusus Pendidikan 7 .215.700.000,00 7 .215.280.000,00 99,99% 
4.2.3.01.02 Dana Alokasi Khusus Kesehalan 3.675.900.000,00 3.675.970.000,00 100,00% 
4.2.3.01.03 Dana Alokasi Khusus lnfrastruktur Jalan 10.586.400.000,00 10.586.330.000,00 100,00% 
4.2.3.01.04 Dana Alokasi Khusus Air Bersih 878.500.000,00 878.500.000,00 100,00% 
4.2.3.01.05 Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan 2 639.100.000,00 2.639.030.000,00 100,00% 
4.2.3.01.06 Dana Alokasi Khusus Pertanian 10.696.700.000,00 10 681.720 000,00 99,86% 
4.2.3.01.08 Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup 1.849.500.000,00 1.849.500.000,00 100,00% 
4.2.301.09 Dana Alokasi Khusus lrigasi 2173.000.000,00 2.172.930.000,00 100,00% 
4.2.3.01.11 Dana Alokasi khusus Sanilasi 1.121.000.000,00 1.121.000.000,00 100,00% 
4.2.3.01.14 Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana 769.500.000,00 769.500.000,00 100,00% 
4.2.3.01.15 Dana Alokasi khususTransportasi Darat 158.800.000,00 158.800.000,00 100,00% 
4.23.01.16 Dana Alokasi Khusus Listrik Pedesaan 2.113.500.000,00 2.106.840.000,00 99,68% 
4.3 LAIN· LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 53.355.871.865 00 55.127.424.108 00 103 32% 
4.3.1 PENDAPATAN HIBAH 0,00 512.500,00 
4.3.1.01 PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH 000 512.500 00 
4.3.1.01.01 Pemerinlah 0,00 512.500,00 
4.3.3 BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH 8.580.008.065,00 9.394.406.409,00 109,49% 

DAERAH LAINNYA 
4.3.3.01 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINS! 8.580.008.065,00 9.394.406.409,00 109,49% 
4.3.3.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor 1.463.475.000,00 1.467.024.809,00 100,24% 
4.3.3.01.02 Pajak Kendaraan Dialas Air 570.000,00 0,00 0,00% 

4.3.3.01.03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2.340.068.065,00 3.695.128.786,00 157,91% 
4.3.3.01.04 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialas Air 570.000,00 0,00 0,00% 
4.3.3.01.05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. 769.625.000,00 4.229.833.869,00 88,68% 
4.3.3.01.06 Bagi Hasil dari Pajak Penaambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 0,00 24.007,00 
4.3.3.01.07 BaQi Hasil Pajak Penqambilan dan Pemanfaatan Air oermukaan 5.700.000,00 2.394.938,00 42,02% 

4.3.4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 42.175.863.800,00 42.291.786.300,00 100,27% 

4.3.4. 01 Dana Penyesuaian 42.175.863.800,00 42.291.786.300,00 100,27% 

4.3.4 01.01 Dana Penyesuaian infrastriktur Daerah (DPID\ (Adhock' 24.750 000 000,00 24.750.000.000,00 100,00% 

4.3.4.01.02 Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi) 4.060.240.800,00 4.060.240.800,00 100,00% 

4.3.4.01.03 Tambahan Penghasilan Guru PNSD I Non Sertifikasi 4.408.500.000,00 4.415.890.000,00 100,17% 

4.3.4.01.04 Dana BOS 4 828.050.000,00 4.936.582.500,00 102,25% 
4.3.4.01.05 Dana Penvesuaian DPPID 4.129 073.000,00 4.129.073.000,00 0,00% 
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4.3.5 BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI AT AU PEMERINTAH 
DAERAH LAINYA 

4.35.01.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 

4.3.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN (Sumbangan Pihak Ketiga/SPK) 

4.3 6.01.01 SPK Kehutanan dan Perkebunan 
4.3.6.02 01 SPK Pertambanoan 

REKAPITULASI : 

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 

--PAJAK DAERAH 
--RETRIBUSI DAERAH 
-HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 
-LAIN-LAIN PENDAPATAN ASL! DAERAH YANG SAH 

4.2 DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT I PROPINSI 

-BAGI HASIL PAJAK 
--BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM 
--DANA ALOKASI UMUM 
--DANA ALOKASI KHUSUS 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

--DBH PAJAK DARI PROV & PEMERINTAH DAERAH LAINYA 
-DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 
-BANTUAN KEUANGAN DR PROV./ PEMERT. DAERAH LAINNYA 
-LAIN-LAIN PENDAPATAN ISPK\ 

JUMLAH TOTAL 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2.600.000.000,00 3.440.718.899,00 132,34% 

1.350.000.000,00 1.106.771.399,00 81,98% 
1250 000.000,00 2.333.947.500,00 186,72% 

13.285.620.000,00 12.839.920.481,37 96,65% 

2.438.120.000,00 1.433.551.575,00 58,80% 
1.959.000.000,00 1.257.372.916,25 64,18% 
2.500.000.000,00 1.946.772.559,00 77,87% 
6.388 500.000,00 8.202.223.431,12 128,39% 

385.596.129.609,00 393.603.986.958,00 102,08% 

36.100.000.000,00 35.873.964.321,00 99,37% 
19.385.223.609,00 27.911.783.637,00 143,98% 

286.233.306.000,00 285.962.839.000,00 99,91% 
43.877.600.000,00 43.855.400.000,00 99,95% 

53.355.871.865,00 55.127 .424.108 ,00 103,32% 

8.580.008.065,00 9.394.406.409,00 109,49% 
42.175.863.800,00 42.291.786.300,00 100,27% 

0,00 0,00 
2.600.000.000,00 3.440.718.899 00 132,34% 

452.237.621.474,00 461.571.331.547,37 102,06% 

Nanga Bulik, Januari 2011 
Kepala Dinas PPKAD 

Kab. Lamandau, 

Drs. AB IS U A 
Pembina Tk. I 

NIP. 196411151990031 015 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 
l . ., DINAS PENDAPATAN 
\._·~i /' PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
· ··~y.:; Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jl.Bukit Hibuf 

· Nanga Bulik Tefp. (0532) 2071013, Fax. (0532} 2071012 
KodePos 74162 

LAPORAN REAL/SAS/ PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 

T.A 2012 

KODEREK JENIS PENERIMAAN 
Anggaran 2012 

SID BULAN INI (%) 
Perubahan 

1 2 3 6 7 

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.448.335.643,42 14.191.054.446,23 98,22% 
4.1.1 PAJAK DAERAH 3.070.838.000,00 2.031.998.156,00 66,17% 
4.1.1.01 Pajak Hotel 45.250.000,00 48.597 .650,00 107,40% 
4.1101.12 Pajak Losmen!Rumah PenginapanfPesanggrahanf 45.250.000,00 48.597.650,00 107,40% 
4.1.1.02 Pajak Restoran 175.000.000,00 280.064.122,00 160,04% 
4.1.1.02.02 Pajak Restoran/Rumah Makan 175.000.000,00 280.064.122,00 160,04% 
4.1.1.03 Pajak Hiburan 16.875.000,00 2.377.500,00 14,09% 
4.1.1.03.20 Pajak Hiburan 16.875.000,00 2.377.500,00 14,09% 
4.1.1.04 Pajak Reklame 195.000.000,00 106.218.563,00 54,47% 
4.1.1.04.01 Pajak Reklame Papan/Bill BoardNideotron/Megab 195.000.000,00 106.218.563,00 54,47% 
4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 727.000.000,00 760.002.733,00 104,54% 
4.1.1.05.01 Pajak Penerangan Jalan PLN 727. 000. 000 '00 760.002.733,00 104,54% 
4.1.1.06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.410.000.000,00 795.717.338,00 56,43% 
4.1.1.06.06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.410.000.000,00 795.717.338,00 56,43% 
4.1.1.08 Pajak Air Tanah 1.713.000,00 5.980.000,00 349,10% 
4.1.1.08.01 Pajak Air Tanah 1.713.000,00 5.980.000,00 349,10% 
4.1.1.13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 500.000.000,00 33.040.250,00 6,61% 
4.1.1.13.01 Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (BF 500.000.000,00 33.040.250,00 6,61% 
4.1.2 RETRIBUSI DAERAH 3.264.978.400,00 3.179.686.494,50 97,39% 
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 2.803.986.000,00 2.707.438.994,50 96,56% 
4.1.2.01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan : 1.138.967.000,00 1.618.400.630,00 142,09% 

- (Dinas Kesehatan) 130.400.000,00 7 4.618.750,00 57,22% 
-(RSUD) 1 008.567 000,00 1.543.781.880,00 153,07% 

4.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan I Kebersihan : 59.180.000,00 39.937.500,00 67,48% 
- (Disperindagkop UKM) 34.180.000,00 25.537.500,00 74,71% 
-(DPPKAD) 25.000.000,00 14.400.000,00 57,60% 

4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Bia ya KTP, KK dan Akte Ca 388.500.000,00 342715.000,00 88,21% 
4120105 Retribusi Pelavanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6 .350 .000 ,00 6.750.000,00 106,30% 
4.1.2.01.06 Retribusi Pelayan Pasar 275.800.000,00 122.180.240,00 44,30% 
4.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 30.143.000,00 31.950.000,00 105,99% 
4.1.2.01.12 Retribusi Jasa Pelayanan Ketertiban Pasar 13.040.000,00 51.075.500,00 391,68% 
4.1.2.01.15 Retribusi ljin Angkut 24.570.000,00 6.400.000,00 26,05% 
4.1.2.01.26 Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Alat 521.600.000,00 326.714.624,50 62,64% 
4.1.2.0127 Retribusi Sewa Au/a: 36.814.000,00 46. 039. 000, 00 125,06% 
4.1.2.01.28 Retribusi Sewa Kursi : 3.922.000,00 16.07 4.000,00 409,84% 
4.1.2.01.29 Retribusi Sewa Sound System : 4.600.000,00 6. 200. 000, 00 134,78% 
4.1.2.01.30 Retribusi Sewa Proyektor 500.000,00 400.000,00 80,00% 
4.1.2.01.32 Jamkesmas & Jampersal 300.000.000,00 92.602.500,00 30,87% 
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 72.822.400,00 26.960.000,00 37,02% 

4.1.2.02.04 Retribusi Terminal 9.266.400,00 9.271.500,00 100,06% 
4.1.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 33.556.000,00 44.350.000,00 132,17% 
4.1.2.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan I Vill 0,00 0,00 0,00% 
4.1.2.02.20 Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuaan Umum ( 30.000.000,00 26.960.000,00 89,87% 
4.1.2.02.21 Retribusi Jasa Usaha minuman Beralkohol 0,00 0,00 0,00% 
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 388.170.000,00 391.666.000,00 100,90% 

4.1.2.03.01 Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 210.600.000,00 211.650.000,00 100,50% 

4.1.2.03.02 Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkot 120.400.000,00 0,00 0,00% 
4.1.2.03.03 Retribusi lzin Ganqquan/ HO 47.390.000,00 177.416.000,00 374,37% 

4.1.2 03.04 Retribusi lzin Trayek 9.780.000,00 0,00 0,00% 

4.1.2.03.06 Retribusi Surat ljin Jasa Kontruksi (SIUJK) 0,00 500.000,00 100,00% 

4.1.2.03.07 Retribusi ljin Tempat Usaha (SITU) 0,00 1.125.000,00 100,00% 

4.1.2.03.08 Retribusi Surat ljin Usaha Perorangan (SIUP) 0,00 75.000,00 100,00% 

4.1.2.03.09 Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 0,00 900.000,00 100,00% 
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4.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH 2.500.000.000,00 2.143.244.375,99 85,73% 
YANG DIPISAHKAN 

4.1.3.01 Baaian Laba Atas Penvertaan Modal Pd Per.milik 1 2.500.000.000 00 2.143.244.375 99 8573% 
4.1.301.03 PT. Bank Pembangunan Kai-Teng ( BPK ) 2.500.000.000,00 2.143.244.375,99 85,73% 
4.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 5.612.519.243,42 6.836.125.419,74 121,80% 
4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahk< 300.000.000,00 300.531.400,00 100,18% 
4.1.4.0116 Peniualan Hasil Peternakan 300.000.000,00 300.531.400,00 100,18% 
4.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro 712.109.584,00 715.988.929,00 100,54% 
4.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah 712.109.584,00 806.235.484,00 113,22% 
4.1.4.02.01 Jasa Giro Dana Cadangan 0,00 -90.246.555,00 100,00% 
4.1.4.03 Penerimaan Bunga Deposito 4.363.500.000,00 4.831.276.040,00 110,72% 
4.1.4.03.01 Rekening Diposito Pada Bank Kalteng 4.342.000.000,00 4.821.875.000,00 111,05% 
4.1.4.03.02 Pendapatan Bunga Diposito 21.500.000,00 9.401.040,00 43,73% 

4.1.4.06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanc 0,00 110.903.875,00 100,00% 
4.1.4.06.10 Ost 0,00 110.903.875,00 100,00% 
4.1.4.07 Pendapatan Denda Pajak 1.619.959,42 4.349.030,00 268,47% 
4.1.4.07.04 Pendapatan Denda Pajak Reklame 1.619.959,42 4.349.030,00 268,47% 
4.1.4.08 Pendapatan Denda Retribusi 0,00 452.000,00 100,00% 
4.1.4.08 01 Pendapatan Denda Retrebusi Jasa Umum Adminis 0,00 400.000,00 100,00% 
4.1.4.08.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 52.000,00 100,00% 
4.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian 76.500.000,00 634.767.676,74 829,76% 
4.1.4.10.07 Pendapatan dari Pembayaran Hutang Pensiunan [ 76.500.000,00 91.379.220,00 119,45% 
4.1.4.10.10 Pendaoatan dari Hasil Temuan Bawasda/ lnsoekto 0,00 543.388.456,74 100,00% 
4.1.4.15 Askes 158.789.700,00 237 .856.469,00 149,79% 
4.1.4.15.01 Askes: 158.789. 700, 00 237. 856. 469, 00 149,79% 

-Askes RJTP 117.356.700,00 121.632.980,00 103,64% 
-Askes RSUD 41.433.000,00 116.223.489,00 280,51% 

4.2 DANA PERIMBANGAN 443.781.823.356,00 441.546.437 .641,00 99,50% 
4.2.1 DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK 70.291.102.356,00 68.055.716.641,00 96,82% 
4.2.1.01 BAGI HASIL PAJAK 38.397 .564.356,00 35.440.397 .292,00 92,30% 
4.2.1.01.01 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 35.964.458.768,00 32.789.669.261,00 91,17% 
4.2.1.01.02 Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (BF 0,00 481.469.231,00 100,00% 
4.2.1.01.03 PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Psi 25, PPr 1.000.000.000,00 22.727.193,00 2,27% 
4.2.1.01.04 PPh Pasal 21 1.350.000.000,00 2.041.741.893,00 151,24% 
4.2.1.01.12 Bagi Hasi dari Pajak Cukai Tembakau 83.105.588,00 104.789.714,00 126,09% 
4.2.1.02 BAGI HASIL BU KAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM 31.893.538.000,00 32.615.319.349,00 102,26% 
4.2.1.02.01 Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan 1.100.000.000,00 0,00 0,00% 
4.2.1.02.02 Provisi Sumber Daya Hulan (PSDH) 9.000.000.000,00 7.305.837.143,00 81,18% 
4.2.1.02.03 Dana Reboisasi 8.250.908.000,00 6.293.533.569,00 76,28% 
4.2.1.02.04 Bagi Hasil dari luran Tetap (Land Rent) 344.630.000,00 281.648.457,00 81,72% 
4.2.1.02.05 Bagi Hasil luran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti} 12.948.000 000,00 18.390.313.961,00 142,03% 
4.2.1.02.07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 250.000.000,00 343.986.219,00 137,59% 
4.2.2 DANA ALOKASI UMUM 339.309.471.000,00 339.309.471.000,00 100,00% 
4.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum 339.309.471.000,00 339.309.471.000,00 100,00% 
4.2.3 DANA ALOKASI KHUSUS 34.181.250.000,00 34.181.250.000,00 100,00% 
4.2.3.01.01 Dana Alokasi Khusus Pendidikan 6.172.400 000,00 6.172.400.000,00 100,00% 
4.2.3.01.02 Dana Alokasi Khusus Kesehatan 3.152.030 000,00 3.152.030.000,00 100,00% 
4.2.3.01 03 Dana Alokasi Khusus lnfrastruktur Jalan 7.264.280.000,00 7.264.280.000,00 100,00% 
4.2.3.01.04 Dana Alokasi Khusus Air Bersih 766.660.000,00 766.660.000,00 100,00% 
4.2.3.01.05 Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan 1.058.550.000,00 1.058.550.000,00 100,00% 
4.2.3.01.06 Dana Alokasi Khusus Pertanian 9.565.610.000,00 9.565.610.000,00 100,00% 
4.2.3.01.08 Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup 1.859.080.000,00 1.859.080.000,00 100,00% 
4.2.3.01.09 Dana Alokasi Khusus lrigasi 1.190.820.000,00 1.190.820.000,00 100,00% 
4.2.3.01.10 Dana Alokasi khusus Perdagangan 935.270.000,00 935.270.000,00 100,00% 

4.2.3.01.11 Dana Alokasi khusus Sanitasi 720.320.000,00 720.320.000,00 100,00% 
4.2.3.0114 Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana 702.780.000,00 702.780.000,00 100,00% 
4.2.3.0115 Dana Alokasi khususTransportasi Dara! 183.370.000,00 183.370.000,00 100,00% 
4.2.3.0116 Dana Alokasi Khusus Listrik Pedesaan 610.080.000,00 610.080.000,00 100,00% 
4.3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 29.080.512.752,58 29.201.120.311,14 100,41% 
4.3.3 BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERIN 13.229.059. 752,58 12.664.472.831,14 95,73% 

DAERAH LAINNYA 
4.3.3.01 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINS! 13.229.059. 752,58 12.664.472.831,14 95,73% 
4.3.3.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2.372.842.515, 17 1.974.611.542,49 83,22% 
4.3.3.01.02 Pajak Kendaraan di At.as Air (PKAA) 1.220.480,62 406.609,62 33,32% 

4.3.3.01.03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 3.592.346.170,22 3.940.139.094, 14 109,68% 
43301.04 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas Air 861.076,92 47.205,92 5,48% 
4.3.3.01.05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB 7.251.035.048,21 6.746.042.219,53 93,04% 
4.3.3.01.07 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permuka• 10.754.461,44 3.226.159,44 30,00% 
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4.3.4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 

4.3.4.01 Dana Penyesuaian 
4.3401.01 Dana Penvesuaian infrastriktur Daerah (DPID) (Ad 
4.3401.02 T unjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi) 
4.3.4.01.03 Tambahan Penghasilan Guru PNSD I Non Sertifika 
4.3.4.01.04 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisa 
4.3.5 BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEME 

DAERAH LAINYA 

4.3.5.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 

4.3.5 01.01 OAK Provinsi Kalteng Harati (DAK-KTH) 

4.3.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN (Sumbangan Pihak Ketiga 

4.3.6.01 Sumbangan Pihak Ketiga Kehutanan 

4.3.6.01.01 SPK Kehutanan dan Perkebunan 
4.3.6.02 Sumbangan Pihak Ketiga Pertambangan 
4.3.6.02.01 SPK Pertambangan 
4.3.7 Bagi Hasil Penjualan Tiket Aviastar 

4.3.7.01 Bagi Hasil Penjualan Tiket Aviastar 

4.3.7 .01.01 Bagi Hasil Penjualan Tiket Aviastar 

REKAPITULASI: 

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 

--PAJAK DAERAH 
-RETRIBUSI DAERAH 
-HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPI 
--LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 

4.2 DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT I PROPINSI 

-BAGI HASIL PAJAK 
--BAGI HASIL BU KAN PAJAK SU MB ER DA YA ALAM 
--DANA ALOKASI UMUM 
-DANA ALOKASI KHUSUS 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

-DBH PAJAK DARI PROV & PEMERINTAH DAERAH LAIN 
--DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 
--BANTUAN KEUANGAN DR PROV. I PEMERT. DAERAH Li 
--LAIN-LAIN PENDAPATAN ISPKl 
--BAGI HASIL TIKET PENJUALAN AVIASTAR 

JUMLAH TOTAL 

12.051.453.000,00 12.17 4. 768.000,00 101,02% 

12.051.453.000,00 12.174.768.000,00 101,02% 

0,00 0,00 0,00% 
7.815.453.000,00 7.815.453.000,00 100,00% 
4.236.000.000,00 4.236 000.000,00 100,00% 

0,00 123.315.000,00 100,00% 
0,00 0,00 0,00% 

0,00 0,00 0,00% 

0,00 0,00 0,00% 

3.800.000.000,00 4.361.879.480,00 114,79% 

1.800.000.000,00 1.665.735.480,00 92,54% 

1800.000.000,00 1.665.735.480,00 92,54% 
2.000.000.000,00 2.696.144.000,00 134,81% 
2.000.000.000,00 2.696.144.000,00 134,81% 

0,00 41.411.234,00 100,00% 

0,00 41.411.234,00 100,00% 

0,00 41.411.234,00 100,00% 

14.448.335.643,42 14.191.054.446,23 98,22% 

3.070.838.000,00 2.031.998.156,00 66,17% 
3.264.978.400,00 3.179.686.494,50 9739% 
2 500 000. 000' 00 2.143.244.375,99 85,73% 
5.612.519.243,42 6.836.125.419,74 121,80% 

443. 781.823.356,00 441.546.437 .641,00 99,50% 

38.397 564.356,00 35.440.397.292,00 92,30% 
31.893.538.000,00 32.615.319.349,00 102,26% 

339.309.471.000,00 339.309.471.000,00 100,00% 
34.181.250.000,00 34.181.250.000,00 100,00% 

29.080.512.752,58 29.242.531.545, 14 100,56% 

13.229.059.752,58 12.664.472.831, 14 95,73% 
12.051.453.000,00 12.17 4.768.000,00 101,02% 

0,00 0,00 0,00% 
3.800.000.000,00 4.361.879.480,00 114,79% 

0,00 41.411.234,00 100,00% 
487 .310.671.752,00 484.980.023.632,37 99,52% 

Nanga Bulik, Januari 2013 

Kepala Dinas PPKAD 
Kab. Lamandau, 

Ors. AB IS U A 
Pembina Utama Muda 

NIP. 196411151990031 015 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 
DINAS PENDAPATAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
Kompleks Perkantoran Pemda Kab. L.1mandau Jl.Bukit Hibul Timur No. 074 

Nanga Bulik Telp. (0532) 20 '1013. Fax. (0532) 2071012 
/\ode 1-'os f41bL 

LAPORAN REAL/SAS/ PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 
T.A 2013 

KODE REK JENIS PENERIMAAN 
Anggaran 2013 

SID BULAN INI (%) 
Perubahan 

1 2 3 6 7 

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.900. 151.850,00 18.423. 725.211,09 109,02% 
4.1.1 PAJAK DAERAH 2.603.875.000,00 2.834.448.019,00 108,85% 
4. 1.1.01 Pajak Hotel 60.000.000,00 79. 713. 100,00 132,86% 
4 11 0112 Pa1ak LosmE-nlRumah Peng1napan/Pesanggrahan/ Hotel 60 000 000 00 79 713 100,00 132 86% 
4.1.1.02 Pajak Restoran 290.000.000,00 659.943.784,00 227,57% 
4 1 1 02 02 Pa1ak Resloran/Rumah Makan 290 000 000 00 659 943 784 00 227 57% 
4.1.1.03 Pajak Hiburan 16.875.000,00 16.137.600,00 95,63% 
4 11 03 20 Pa1ak H1buran 16 875 000 00 16 137 600 00 95 63% 
4.1.1.04 Pajak Reklame 195.000.000,00 123.985.105,00 63,58% 
4110401 Pajak Reklar1e Papan/8111 BoardNideotron/Megat· on 195 000 000 00 123 985 105,00 63 58% 
4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 890.000.000,00 1.086.977.667,00 122,13% 
4 110501 Pa1ak Penerangan Jalan PLl·J 890 000 000 00 1 086 977 667 00 12213% 
4.1.1.08 Pajak Air Tanah 10.000.000,00 11. 147.000,00 111,47% 
41 10801 Pa1ak Air Tanah 10 000 000 00 11 147 000 00 111 47% 
4.1.1.11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.092.000.000,00 807.120.063,00 73,91% 
4 1 111 06 Patak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 092 000 000 00 807 120 063.00 73 91% 
4.1.1.13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 50.000.000,00 49.423. 700,00 98,85% 
4 1113 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 50 000 000 00 49 423 700 00 98 85% 
4. 1.2 RETRIBUSI DAERAH 3.986.695.640,00 3.831.669.169,00 96,11% 
4. 1.2.01 Retribusi Jasa Umum 2.700.629.900,00 2.859.209. 704,00 105,87% 
41201 01 Retribus1 Pelayanan Kesehatan 1 888 270 500 00 2 101 920 000 00 11131% 

- OINKES /\ab Lamandau 113 270 500.00 33 853 000 00 29 89% 
- RSUO Kab Lamandau 1 775 000 000 00 2 068 067 000 00 116 51% 

4 1 2 01 02 Retribus1 Pel3yanan Persampahan I ~,ebers1han 48 490 000 00 41125 ODO 00 84 81% 
- OPPKAO .Kab Lamandau 25 000 000 00 20 450 000. 00 8180% 
- 01spenndagkop & UKM Kab Lamandau 23 490 000 00 20 675 000 00 88 02% 

4 1 2 01 03 Relribus1 Pengganl1an B1aya KTP KK dan Akle Cstalan 450 000 000 00 360 480 000' 00 8011% 
4 1 2 01 05 Retr1bus1 Pela')anan Park1r d1 Tep1 Jalan Um um 4 950 000 00 5 840 000 00 117 98% 
4 1 2 01 06 Retr1bus1 Pelayan Pasar 184 410 000 00 162 547 760 00 8814% 

4 1 2 01 07 Retribus1 Pengu11an Kendaraan Bermotor 31 000 000 00 78 415 000 00 252 95% 
4 1 2 01 09 Retnbus1 Penggant1an B1aya Ceta~ Peta 20 000 000 00 0 00 0 00% 

- Kehutanan 10 000 000 00 0.00 0 00% 

- Pertambangan 10 000 000 00 0 00 0 00% 

4 1201 13 Relr1bus1 Pengenda/1an lv1enara T elekomumkas1 11509400 00 19 709 944 00 171 25% 

4 1 2 01 27 Retnbus1 SE-wa Au!a 29 ODO 000 00 39 210 000.00 135 21 % 

- Pendapatan Sewa Au/a BAPPEDA 12 000 000 00 17 700 000.00 147 50% 

- Pendapatan Sewa Au/a BKPP 7 000 000.00 11 500 000. 00 164 29% 

- Pendapatan Sewa Au/a Kee Bul!k 10 000 000 00 10 010 000 00 100 10% 

4 1 2 01 28 Sewa Kurs1 6 000 000 00 7 062 000 00 117 70% 

- Sewa Kurs1 BrPP 6 000 000 00 7 062 000 00 11770% 

4120129 Sewa Sound System 2 000 000.00 1 400 000 00 7000% 

- Sewa Sound System BKPP 2 000 000 00 1 400 000 00 70 00% 

4 1 2 01 33 Pemaka1an Gedung Pertemuaar1 Um um (GPU) D ierah 25 000 000 00 41 500 000.00 166 00% 

4. 1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 603.845.000,00 172.891.500,00 28,63% 

4120201 Retr1bus1 Pernaka1an Kekayaan Daerah 536 895 000 00 94 737 500.00 17 65% 

- Sewa Panggung Rek/ame OPPKAO 2 200 000 00 2 900 00000 131 82% 
- Pendapatan Sewa Au/a OPU 595 000 00 595 000.00 100 00% 
- Retnbus1 Sewa Ala! Bera/ 534 100 000 00 91 242 50000 1708% 

41 2 02 04 Retr1bus1 Terminal 7 000 000 00 7 026 000.00 100 37% 

4 1 2 02 05 Retribus1 Tempat Khusus Parf.1r 34 950 000 00 51095000 00 14619% 

4 1 2 02 08 Retribus1 Rumah Potong Hewan (RPH) 20 000 000 00 20 033 000 00 100 17% 

4 1 2 02 10 Retnbus1 Tempat Rekreas1 dan Olah Raga 5 000 000 00 0.00 0 00% 

4.1.2.03 Retribusi Peri~inan Tertentu 682.220.740,00 799.567.965,00 117,20% 
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4120301 Retr1bus1 lz1n lv1end1rikan Bangunan 217 970 000 00 204 262 500,00 93 71% 
4 1 2 03 03 Retribus1 lz1n Gangguanl HO 454 250 7 40 00 595 305 465. 00 131 05% 
4 1 2 03 04 Retnbus1 !z1n T rayek 10 000 000 00 0 00 0 00% 
4.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKA YAAN DAERAH 3.034.692.521 ,00 3.034.692.521 ,26 100,00% 

YANG DIPISAHKAN 
4.1.3.01 Baqian Laba Atas Penvertaan Modal Pd Per.milik daer< 3.034.692.521,00 3.034.692.521,26 100,00% 
4 1 3 01 03 PT Bank Pembangunan Kal-T eng ( BPK ) 3 034 692 521 00 3 034 692 521 26 100 00% 
4.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 7 .27 4.888.689,00 8. 722.915.501,83 119,90% 
4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 300. 000. 000, 00 309.355.800,00 103,12% 
41 4 0116 Pen1ualan Has1! Peternakan 300 000 000 00 309 355 800 00 10312% 
4.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro 437.000.000,00 680.956.593,00 155,83% 
4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 437 OOG GOO 00 680 956 593 00 155 83% 
4.1.4.03 Penerimaan Bunga Deposito 5.000.000.000,00 4. 545. 833. 333, 00 90,92% 
4140301 Rekening D1pos1to Pada Bank Kalteng 5 000 000 000 00 4 545 833 333 00 90 92% 
4.1.4.06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan P 36.332.150,00 41.420.867 ,00 114,01% 
4140602 81dang Kesehatan 0 00 5 648 367 00 100 00% 
4140606 B1dang Perencanaan Pembangunan 35 332 '; 50 00 35 772 500.00 98 46% 
4.1.4.07 Pendapatan Denda Pajak 4.000.000,00 5.891.130,00 147,28% 

4 1 4 07 04 Pendapatan Denda Pa1ak Reklame 4 000 000 00 589113000 147 28% 

4.1.4.08 Pendapatan Denda Retribusi 0,00 250.000,00 100,00% 
4 1 4 08 01 Pendapalan Denda Retrebus1 Jasa Um um Adm1n stras1 0 00 250 000.00 100 00% 
4.1.4.10 Pendapatan Dari Pengembalian 426. 766.839,00 2.398.768.226,83 562,08% 
4141006 Pendapatan l.ainnya 0 DO 1 953 966 495 44 100 00% 

4 141010 Pendapatan .jar1 Has1I Ternuan Bawasda/ lnspektorat & 426 766 839 00 444 801 731 39 104 23% 
4.1.4.17 Askes 554.289.700,00 355.493.952,00 64,14% 
4 1417 01 Askes R,ITP 231 356 700 00 143 244 020 00 61 91% 

- DINl<ES /\ab Lamandau 231 356 700 00 143 244 020 00 6191% 
4141702 Askes RJTL 322 933 000 00 212 249 932 00 65 73% 

- RSUD h.ab Lamandau 322 933 GOO 00 212 249 932.00 65 73% 
4.1.4.18 Jamkesmas I Jamversal 440.000.000,00 347.613.500,00 79.00% 
41 418 01 ,larnkesmas 1 Jamversal 440 000 000 00 347 613 500 00 79 00% 

Jamkesrnas i Jam versa! OINfES 300 000 000 00 162 120 500 00 54 04% 
Jamkesmas / Jamversa/ RSUD 140 000 000 00 185 493 000 00 132 50% 

4.1.4.19 Pendapatan dari Pembayaran Hutang Pensiunar. Dape 76.500.000,00 37.332.100,00 48,80% 
4141901 Pendapatar. dan Pembayaran Hutang Pens1unan Japen 76 500 000 00 37 332 100 00 48 80% 

4.2 DANA PERIMBANGAN 490.016.293.939,00 493.954.477.993,00 100,80% 

4.2.1 DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK 68.859.675.939,00 72. 797 .859.993,00 105,72% 
4.2.1.01 BAGI HASIL PAJAK 35.574.116.739,00 36. 791.283.316,00 103,42% 
4 2 1 01 01 Pa1ak Bumi dan Bangunan (PBBi 33 464 458 768 OD 33 999 512 804 00 101 60% 

4210103 PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDI J 1 OOG 000 000 DO 36 949 534 00 3 69°/o 
4 2 1 01 04 PPh Pasal 21 1 071500000 00 2 682 076 139 00 250 31% 
4 2 1 0112 Bagi Has1 dar1 Pa1ak Cuka1 T embakau 38 157 971 00 72 7 44 839.00 190 64% 

4.2.1.02 BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM 33. 285. 559 .200, 00 36.006.576.677,00 108,17% 

4 2 1 02 01 Bagi Hasil dar; luran Hak Pengusahaan Hutan 9 651 200 00 9 651 2DO.OO 100 00% 

4 2 1 02 D2 Prov1s1 Sumber Daya Hutan (PSDH) 6 225 000 000 00 5 898 118 657.00 94 75% 

4 2 10203 Dana Rebo1sas1 8 250 908 000 00 9 973 693 041.00 120 88% 

4 2 1 02 04 Bagi Has1! dar1 luran T etap (Land Rent) 500 000 000 00 733 491 015 00 145 70% 

4 2 1 02 05 Bagi Has1l luran Eksploras1 & Eksplo1tas1 (Royalt1 18 050 000 000 00 19 044 213 891.00 105 51°;;) 

4 2 1 02 07 Bagi Has1i dan Pungutan Has1I Per1kanan 250 000 000 DO 347 408 873 00 138 96% 
4.2.2 DANA ALOKASI UMUM 383.325.898.000,00 383.325.898.000,00 100,00% 

4 2 2 01 01 Dana Alokas; Um um 383 325 898 000 00 383 325 898 000 00 100 00% 

4.2.3 DANA ALOKASI KHUSUS 37.830.720.000,00 37 .830. 720.000,00 100,00% 

4230101 Dana Alokas1 Khusus Pend1d1kan 6 461740000 00 646114000000 100 00% 

-SD 1 704 850 000 00 1 704 850 000 00 100 00% 

SMP 2 510 610 000 00 2 510 610 000 00 100 00% 

-SMA 1 070 010 000 00 1 070 010 000 00 100 00% 

SM/\ 1176 270 000 00 1176 270 000.00 100 00% 

4 2 3 01 02 Dana Alokas· Khusus Kesehatan 4 626 070 DOO 00 4 626 07D OOD,00 1DO 00% 

- Pe/ayanan Jasar 1 874 560 000 00 1874560 000 00 100 00% 

- Pelayanan Farmas1 769 720 000 00 T69 720 000. 00 100 00% 

- Pelayanan Rujukan 1 981 790 000 00 1 981 790 000.00 100 OCS:o 

4 2 3 01 03 Dana Aiokas1 i<husus lnfrastruktur ,laian 7 824 770 OOD DO 7 824 770 DOO 00 10C 00% 

- Khusus lnfrastruklur Jalan 7 824 770 000 00 7 824 770 000.00 100 00% 

4 2 3 01 04 Dana Alokas Khusus Air Bers1h 1 140 320 000,00 1 140 320 000 00 100 00% 

- l\husus tw Minum 1 140 320 000 00 1 140 320 000 00 100 00% 
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4 2 3 01 05 Dana Alokas1 Khusus Kelautan dan Per1kanan 3 263 650 000 00 3 263 650 000 00 100 00% 
- Khusus Kelautan dan Penkanan 3 263 650 000 00 3 263 650 000 00 100 00% 

4 2 3 01 06 Dana Alokas1 Khusus Pertan1an 4 247 830 000 00 4 247 830 000 00 100 00% 
- Khusus Pertaman 4 24T 830 000 00 4 24T 830 000 00 100 00% 

4 2 3 01 08 Dana Alokas1 r;husus L1ngkungan H1dup 1 151 520 000 00 1 151520000 00 100 00% 
- Khusus Ling~ungan H1dup 1151520000 00 1 151 520 000 00 100 00% 

4 2 3 01 09 Dana A.lokas1 Khusus lr1gas1 2 057 890 000 00 2 057 890 000 00 100 00% 
- 1\husus Jngas1 2 057 890 000 00 2 057 890 000 00 100 00% 

4 2 3 0111 Dana Alokas1 i<.husus San1tas1 702 190 000 00 702 190 000 00 100 00% 
- Khusus Samtas1 702 190 000 00 702 190 000 00 100 00% 

4230113 Dana Alokas1 Khusus lransportas1 Pedesaan 4 097 720 000 00 4 097 720 000 00 100 00% 
- l\husus Transportas1 Pedesaan 4 097 720 000 00 4 097 720 000 00 100 00% 

4230114 Dana Alokas1 i<husus Keluarga Berencana 77 8 680 000 00 778 680 000 00 100 00% 
- f\husus f<B 778 680 000 00 778 680 000 00 100 00% 

4230115 Dana Aiokas K.husus T ransportas1 Dara I 326 310 000 00 326 310 000.00 100 00% 
- Khusus Transportas1 Oarat 326 310 000 00 326 310 000 00 100 00% 

4230117 Dana Alokas1 Khusus 81dang Kehutanan 1152 030 000 00 1 152 030 000.00 100 DO% 
- Khusus Kehutanan 1152 030 000 00 1152 030 000 00 100 00% 

4.3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 51.482.140.885,00 46.400.864.960,91 90,13% 
4.3.3 BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERI H AH 20.546.304.298,00 17 .530.508.698,91 85.32% 

DAERAH LAINNYA 
4.3.3.01 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINS! 20.546.304.298,00 17 .530.508.698,91 85,32% 
4 3 3 01 01 Pa1ak Kendaraan Bermotor (PKB) 6 586 890 416 00 2 886 047 276 24 43 82% 
4 3 3 01 02 Pa1ak Kendaraan d1 Atas Air (PKAA) 0 00 12 575,56 100 00% 
4330103 Bea Bal1k I lama Kendaraan Bermotor (BBi l·KB) 4 560 926 650 00 5 065 029 798. 15 111 05% 
4 3 3 01 04 Bea Bal1k I iarna ~:endaraan Berrnotor d1atas Air 0 00 1 459 97 100 00% 
4 3 3 01 05 Pa1ak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-Kli) 9 392 850 952 00 9 571 649 857 95 101 90% 
4 3 3 01 07 Pa1ak Pengarnb1lan dan Pemanfaatan Air perrnuk ian (P: 5 636 280.00 7 767 731.04 137 82% 
4.3.4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 16.139.153.264,00 15.628.306.000,00 96,83% 
4.3.4.01 Dana Penyesuaian 16.139.153.264,00 15.628.306.000,00 96,83% 
4 3 4 01 02 T un1angan Profes: Guru Pl·ISD (Sert1f1kas1) 13 521 153 264 00 12 750 644 000 00 94 30% 
4340103 Tambahan Penghaslian Guru Pf.ISO/ l·Jon Sertif1f as1 2 618 ODO ODO DO 2 618 Cw 000 00 100 00% 
4 3 4 01 04 Dana Proyek Pemer1ntah Daerah dan Desentral1s 3s1 (DF 0 00 259 662 000 00 100 00% 
4.3.5 BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PE~IERIN 9.649.758.100,00 9.649.758.100,00 100,00% 

DAERAH LAINYA 
4.3.5.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 9.649.758.100,00 9.649. 758.100,00 100,00% 
4350101 Bantuan Keuangan dar1 Prov1ns1 9 649 758 100 00 9 649 758 100. 00 100 00% 

4.3.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN (Sumbangan Pihak Ketiga/SP~ 5.112.120.450,00 3.489.831.505,00 68,27% 

4.3.6.01 Sumbangan Pihak Ketiga Kehutanan 2.500.000.000,00 1.594.915.185,00 63,80% 

4360101 SPK Kehutanar1 dan Perkebunan 2 500 000 000 00 1 594 915 185 00 63 80% 
4.3.6.02 Sumbangan Pihak Ketiga Pertambangan 2.612.120.450,00 1.894.916.320,00 72,54% 
4 3 6 02 01 SPK Pertambangan 2 612 120 450 00 1 894 916 320 00 72 54% 

4.3.7 Bagi Hasil Penjualan Tiket Aviastar 34.804.773,00 102.460.657,00 294,39% 

4.3.7.01 Bagi Hasil Penjualan Tiket Aviastar 34.804. 773,00 102.460.657,00 294,39% 

4370101 Bagi Has1i Pen1uaian T1kel Av1astar 34 804 773.00 102 460 657 00 294 39% 

42713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



REKAPITULAS/ • 

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 

--PAJAK DAERAH 
-RETRIBUSI DAERAH 
-HASIL PEIJGELOLAA! I KEf<AYA.Al·I DAERAH YAI JG DIPISAHK 

--LAii I-LAiii PEllDAPATAI I ASLI DAERAH YAI JG SAH 

4.2 DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT I PROPINSI 

--BA.GI HASIL PAJAK 
--BAGI HASIL BUKAI i PAJN; SUMBER DAYA ALAM 
--DAI IA ALOKASI UMUM 

--DAllA ALOKASI KHUSUS 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

--DBH PA.JAK DARI PROV & PElvlERll·IT AH DAERAH LA!l IYA 
--DAIJA PEtlYESUAIAtl DAtl OTONOMI f<.HUSUS 
--BAIJTUAIJ KEUAI IGAI I DR PROV I PE1v1ERT DAERAH L.Allll 
--LAii i-LAii i PE~IDAPA T Al I (SPK) 
--BA.13i HASIL PEI IJUALAl,I TIKET AVIASTAR 

JUMLAH TOTAL 

16.900.151.850,00 18.423.725.211,09 109,02% 

2 603 875 000 00 2 834 448 019.00 108.85% 
3 986 695 640 00 3 831 669 169 00 9611% 
3 034 692 521 00 3 034 692 521 26 100 00% 
7 274 888 689 00 8 722 915 501 83 119 90% 

490 .016 .293 .939 ,00 493.954.477.993,00 100,80% 

35 57 4 116 739 00 36 791 283 316 00 103 42% 
33 285 559 200 00 36 006 576 677 00 10817% 

383 325 898 000 00 383 325 898 000 00 100 00% 
37 830 720 000 00 3 7 830 720 000 00 100 00% 

51.482.140.885,00 46.400.864.960,91 90,13% 

20 546 304 298 00 17 530 508 698 91 85 32% 
16 139 153 264 00 15 628 306 000 00 9683% 
9 649 758 100 00 9 649 758 100 00 100 00% 
5112120 450 00 3 489 83150500 68 27% 

34 804 773 00 102 460 657 00 294 39% 
558.398.586.674,00 558.779.068.165,00 100,07% 

Nanga Bulik, Januari 2013 

Kepala Oinas PPKAD 
Kab. Lamandau, 

Ors. ABISUA 
Pembina Utama Muda 

NIP. 196411151990031 015 
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